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Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan cleh Pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1909 dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di
Batavia, sebagai realisasi permintaan PA. Achmad Djgjadiningrat, Bupati Serang,
untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah
ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum.
Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan
tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid, yang
dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di balai
sidang Museum van het Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen
di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan,
Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut.
Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal 18 Mei 1928
Sekolah Hukum ditutup.

Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi
pada waktu itu, yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie (5.1924 No. 456, diubah
antara lain oleh 5. 1926 No. 338 dan No. 502, 5. 1927 No. 395, 5. 1926 No. 348,
5. 1929 MNo. 222, 5. 1932 No. 14, 5. 1933 No. 345, 5. 1934 No. 529). Menurut
peraturan tersebut di atas, mata kulish yang diberikan pada Rechishogeschool
adalah (pasal 9): Pengantar llmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi,
Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat,
Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sesiclogi, llmu Pemerintahan, llmu
Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bohasa Melayu, Bahasa lawa, Bahasa Latin,
Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional,
Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, llmu Kedokteran Forensik, Hukum
Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik.
Dengan keputusan Gubernur Jenderal kedvapuluh empat mata kuliah tersebut di
atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar
pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan maos-
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KATA SAMBUTAN
DR. EDMON MAKARIM, S.KOM., S.H., LL.M.
DEKAN FHUI (2019 — 2023)

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
rahmat dan karunia-Nya Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat kembali
menerbitkan buku “Percikan Pemikiran Makara Merah” untuk ke-empat
kalinya. Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran civitas academica
Makara Merah terhadap permasalahan bangsa. Fakultas Hukum Universitas
Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi ilmu hukum tertua senantiasa
memberikan pemikiran-pemikirannya bagi masyarakat untuk pengembangan
ilmu hukum ke depannya.

Di tengah situasi pandemi tahun kedua yang serba tidak pasti ini
Fakultas Hukum Ul mencoba terus berusaha produktif dengan menerbitkan
kumpulan karya tulisan ini di ulang tahun-nya ke 97 (1924 — 2021). Buku ini
memuat 50 tulisan terpilih dari para penulis yang memiliki berbagai latar
belakangan kepakaran ilmu hukum yang berbeda-beda. Perbedaan latar
belakang bidang hukum yang ditekuni tidak menjadikan jurang pemisah,
namun menjadi pengaya diskursus ilmiah. Dengan adanya perbedaan-
perbedaan ini diskursus akademik dapat terus diperkaya untuk
mengembangkan ilmu hukum.

Beberapa topik tulisan yang diangkat sangatlah relevan dan terkini
dalam konteks sosio-masyarkat. Misalnya isu-isu tentang teknologi finansial
(fintech) perlu mendapatkan sorotan akademik hukum karena teknologi yang
terus berkembang. Isu-isu terkini seperti Covid-19 dan UU Cipta Kerja pun
dibahas dalam bagian buku ini. Memang sudah sejatinya civitas academica
FHUI harus peka dengan kondisi sosial masyarkat yang terjadi dan tidak duduk
dalam menara gading.

Secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah para
penulis dan tim editor di bawah koordinasi dari Sdr. Heru Susetyo, SH. LL.M.
M.Si. Ph.D dan tim administrasi yang sudah menghadirkan karya ini. Tentunya
sumbangsih semua pihak yang mewujudkan buku ini menjadi nyata akan
menjadi amalan ilmu yang mengalir terus-menerus.

Akhir kata, selamat menyelami percikan pemikiran makara merah.

Depok, 28 Oktober 2021

Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., LL.M.
Dekan FH-UI

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia



Kata Pengantar Ketua Tim Editor

KATA PENGANTAR KETUA TIM EDITOR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua

Alhamdulillah atas ijin Allah SWT buku Percikan Pemikiran Makara
Merah : Dari FHUI untuk Indonesia, edisi 4 tahun 2021 akhirnya dapat
diterbitkan oleh Badan Penerbit FHUI persis pada Dies Natalis FHUI ke 97,
28 Oktober 2021. Buku ini adalah kumpulan tulisan civitas akademika FHUI,
apakah dosen, alumni, maupun mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Buku ini
dimaksudkan sebagai wadah ekspresi pemikiran dan gagasan para makara
merah, alias para alumni, pengajar dan pembelajar FHUI, bagi pembangunan
hukum Indonesia.

Topik yang disajikan dalam tulisan ini amat beragam, sesuai dengan
keahlian dan bidang pengkajian masing-masing penulis. Namun demikian,
seluruh tulisan memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk turut
mengembangkan dan berkontribusi terhadap pembangunan hukum di
Indonesia.

Oleh karena pembangunan hukum Indonesia memakan waktu panjang
dan memerlukan kontribusi bangsa yang maha serius juga, maka penerbitan
buku bunga rampai Percikan Pemikiran Makara Merah ini memang tidak
untuk tahun 2021 ini saja. Buku ini akan terbit setiap tahunnya secara rutin,
insya Allah selalu bersamaan dengan peringatan dies natalis FH-UI.

Banyak pihak yang berjasa atas penerbitan buku ini, yang utama, banyak
terimakasih kami sampaikan kepada Dekan FHUI Dr. Edmon Makarim, S.H.,
S.Kom., LL.M., Bapak Wadek | Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H.,
LL.M., Bapak Wadek Il Parulian Aritonong, S.H., LL.M., MPP., manajemen
FHUI, Badan Penerbit FHUI, para editor (Qurrata Ayuni, Dr. Mutiara Hikmah,
Tiurma M.P. Allagan) dan secara khusus kepada Kang Dede Wawan dan Mas
Adi Prabowo yang telah banyak membantu proses penerbitan buku ini. Tak
lupa, banyak terima kasih diucapkan kepada para penulis/kontributor dari buku
edisi keempat tahun 2021 ini.

Harapan kami, semoga ikhtiar biasa ini memberikan kontribusi yang
luar biasa, bagi civitas akademika FHUI pada khususnya dan pada bangsa dan
negeri tercinta Indonesia pada akhirnya.

Salam Makara Merah ! FHUI Jaya ! Indonesia Adil Makmur Damai dan
Sejahtera !

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Depok, 28 Oktober 2021

Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia
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Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TINDAK PIDANA PADA DANA PENSIUN
PERTAMINA

Abdul Basit

E-mail: abdulbasitrato@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Lahirnya Putusan Pengadilan terhadap tindak pidana yang melibatkan mantan Presiden Direktur
Dana Pensiun Pertamina menyebabkan keberagaman persepsi. Putusan tersebut menyatakan
tindak pidana yang dilakukan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga
penyelesaiannya mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Dalam rangka
pengembangan ilmu hukum administrasi negara bidang pengelolaan dana pensiun, maka perlu
diperjelas kedudukan hukum Dana Pensiun Pertamina. Dengan menggunakan metode yuridis
normative, tindak pidana pada dana pensiun pertamina dikategorikan sebagai hukum pidana
khusus yang harus mengacu pada asas lex specialist systematic. Jadi, tindak pidana tersebut
harus ditegakan dengan menerapkan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun karena
sebagai suatu badan hukum privat, keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak termasuk dalam
ruang lingkup keuangan negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Pensiun Pertamina.

Abstract

The issuance of the Court's decision on a criminal act involving the former President Director
of Pertamina Pension Funds has created a variety of perceptions. The decision stated that the
crime committed had caused state financial losses so that the legal solving referred to Law
Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the
Eradication of Criminal Acts of Corruption. In the context of developing state administrative
law in the field of pension fund management, it is necessary to clarify the legal position of
Pertamina Pension Fund. By using the normative juridical method, criminal acts in Pertamina
Pension Funds are categorized as special criminal laws that must refer to the lex specialist
systematic principle. Finally, it can be concluded that the crime must be enforced by applying
Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because as a private legal entity, the
finances of Pertamina Pension Fund finances are not included in the scope of state finances.
Keywords: Corruption Crime, Pertamina Pension Funds,

I. PENDAHULUAN

Demi kenyamanan secara finansial di masa mendatang, baik karyawan
maupun pekerja mandiri begitu antusias mengikuti program penjamin
kesejahteraan masa tua. Program tersebut dikenal dengan sebutan dana
pensiun. Pada umumnya, salah satu tujuan dibentuknya dana pensiun yaitu
untuk menjamin kesejahteraan dimasa purna tugas sesuai dengan perjanjian
kerja yang telah disepakati.1 Idealnya setiap karyawan harus mampu
merencanakan kehidupan di masa tuanya, karena seiring dengan bertambahnya
usia tentu kemampuan dan kekuatan fisik akan menurun sehingga produktifitas
dalam bekerja akan berkurang. Maka keberadaan dana pensiun menjadi

1 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), him.
287.
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sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika yang
bersangkutan sudah tidak produktif lagi.2

Dana pensiun merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh
perusahaan ketika karyawannya telah purna tugas baik disebabkan oleh usia
maupun faktor tertentu atau dengan kata lain ketika memasuki masa pensiun.3
Program dana pensiun memiliki peran penting dalam menentukan tingkat
kesejahteraan baik bagi karyawan sebagai peserta dana pensiun maupun
anggota keluarga yang ditanggungnya. Hal ini selaras dengan tujuan pokok
dana pensiun yaitu sebagai jaminan hidup bagi peserta dan keluarganya.s
Artinya program dana pensiun dapat menjadi sumber kesejahteraan baik bagi
peserta maupun tanggungannya. Untuk mewujudkan kesejahteraan pesertanya,
maka dana pensiun harus dikelola dengan tepat dan penuh tanggungjawab
sehingga dapat membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan.

Berdasarkan data statistik, jumlah kepesertaan dana pensiun terus
mengalami peningkatan. Selama 2017 hingga 2018 terjadi kenaikan sebesar
4.03% yaitu telah mencapai total 4.635.074 orang.s Dengan semakin tingginya
kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, maka upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana pensiun harus menjadi
hal yang utama. Selain itu, sosialisasi terkait kedudukan dan kepastian hukum
dana pensiun juga perlu dilakukan.

Lebih lanjut, kajian tentang dana pensiun kembali menarik perhatian
para akademisi, praktisi, dan juga pegiat hukum. Hal tersebut disebabkan
adanya putusan pengadilan terhadap tindak pidana dana pensiun pertamina.
Berbagai anotasi dikemukakan bahwa dana pensiun pertamina merupakan
bagian dari keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi pada dana pensiun
pertamina menyebabkan kerugian negara.e Dari adanya beberapa catatan
tersebut maka kedudukan hukum dana pensiun pertamina dalam keuangan
negara harus diperjelas sehingga memperoleh kepastian hukum. Dengan
demikian, suatu produk hukum seperti putusan pengadilan dapat dijadikan
rujukan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, Cetakan 14 (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), him. 287.

3 Diah Anugrah Sharasanti, “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun
Universitas Surabaya,” Jurnal Bisnis Terapan 1 (Juni 2017), him. 1.

4 Sri Yunawati, “Analisis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun Terhadap Manfaat
Pensiun Pada PTPN V (Persero) Sei Rokan,” Jurnal llmiah Cano Ekonomos 5 (Juli 2016), him.
117.

5 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Dana Pensiun 2018 (Jakarta: Otoritas Jasa
Keuangan Indonesia, 2019), him. 3.

6 Dian Puji N. Simatupang, Anotasi Segi Hukum Keuangan Publik Terhadap Tindak
Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Penempatan Investasi Saham Oleh Dana Pensiun
Pertamina Pada PT. Sugih Energy TBK 2014-2015 Disampaikan Pada Kegiatan Webinar
Eksaminasi Publik: Kasus Emiten PT Sugih TBK dan Dana Pensiun Pertamina, Memperkaya
Referensi Hukum Pada Tanggal 10 Oktober 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=BS4iPKVEI08.
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Pada dasarnya, putusan pengadilan menjadi suatu produk hukum yang
kerap mencerminkan cita hukum secara utuh yang mengandung nilai-nilai
keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan.7 Namun terkadang suatu putusan
justru menimbulkan polemik dan persepsi baru. Seperti salah satu contoh yang
telah disebutkan di atas, putusan pengadilan atas kasus penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh Presiden Direktur dana pensiun pertamina,
Muhammad Helmi Kamal Lubis yang hingga saat ini masih menjadi bahan
perbincangan.

Proses pro justitia terhadap kasus yang melibatkan presiden direktur
dana pensiun pertamina tersebut telah diadili melalui Pengadilan Tidak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, dan Mahkamah Agung RI. Tiga pengadilan tersebut mengeluarkan
putusan yang berbeda baik dari pengadilan tingkat Pertama, tingkat Banding
maupun tingkat Kasasi. Perbedaan putusan itu menyebabkan munculnya
berbagai kontra terutama yang berkaitan dengan diterapkannya Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
PTPK) sebagai rujukan Majelis Hakim dalam mengadili Terdakwa.

Adapun alasan diterapkan UU PTPK yaitu Majelis Hakim menilai
perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara dengan dalil bahwa
dalam keuangan dana pensiun pertamina terdapat keuangan PT Pertamina
(Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya keuangan dana
pensiun pertamina merupakan bagian dari keuangan negara. Sementara
berdasarkan peraturan dana pensiun sebagai suatu badan hukum, terdapat dua
unsur penting dalam badan hukum yaitu adanya pemisahan hak dan kewajiban
badan hukum dan kepengurusan yang teratur.s Artinya hak dan kewajiban
dalam hal ini keuangan PT Pertamina selaku pendiri dana pensiun pertamina
terdapat pemisahan yang jelas di dalamnya. Dengan begitu diperoleh
kesimpulan bahwa kekayaan dana pensiun pertamina terpisah dari kekayaan
PT Pertamina (Persero).

Anggapan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai persepsi dan
keberagaman pendapat terkait batasan keuangan negaras pada badan hukum
dana pensiun pertamina. Keuangan atau kekayaan suatu badan hukum harus
dibedakan dari pengertian mengenai keuangan negara.10 Dimana, keuangan
negara hanya dapat dimasukkan dalam konteks hukum publik sementara
keuangan dana pensiun dikategorikan sebagai suatu badan hukum privat.

7 Josef M. Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” Jurnal
Hukum Projustisia 25 (April 2007), him. 130.

8 Muhhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Analisis Status Badan Hukum Dana
Pensiun,” Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan 23 (Juli 2020), him. 4.

9 RR. Larasati, Tanggung Jawab Hukum Tentang Keuangan Negara Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), him. 3.

10 Ari Wuisang, “Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Perdata Dalam
Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah,” Pakuan Law Review 1 (Juli-
Desember 2015), him. 2.
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Dengan demikian, sangat tidak tepat bila penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis ini dengan
menimbulkan kerugian keuangan dana pensiun pertamina dianggap sebagai
tindakan yang juga merugikan keuangan negara. Dengan adanya berbagai
persepsi terhadap putusan pengadilan tersebut maka kajian tentang dana
pensiun pertamina menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah supaya tidak ada
keberagaman pemahaman atau kekeliruan dalam memahami kedudukan dana
pensiun pertamina dalam keuangan negara.

Il. RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya berbagai persepsi setelah keluarnya putusan terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh mantan presiden direktur dana pensiun
pertamina maka timbul pertanyaan bagaimana penerapan hukum terhadap
tindak pidana pada Dana Pensiun Pertamina?

I1l. PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Dana Pensiun Pertamina

Indonesia mengenal dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana
umum dan hukum pidana khusus.11 Hukum pidana umum diartikan sebagai
bentuk suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah dituangkan dalam kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus
yaitu suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap salah satu bidang yang
dituangkan di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau yang
diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan kata lain, hukum pidana
khusus memiliki ketentuan yang tersebar di dalam berbagai undang-undang
yang spesifik. Dalam bagian terakhir yang merupakan kaidah sanksi biasanya
memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari
undang-undang yang bersangkutan.12

Suatu bentuk pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus
bilamana jenis tindak pidananya, proses penyelesaiannya, bentuk sanksi,
bahkan sebagian hukum acaranya diatur secara khusus dalam suatu Undang-
Undang namun secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).13 Dari sekian banyak undang-undang
tersebut adalah bijzonder delic atau tindak pidana khusus yang apabila
dikenakan bersama-sama dengan ketentuan dalam KUHP, maka ketentuan
tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan berdasarkan postulat lex
specialis derogat legi generali.

Dengan demikian, ada beberapa syarat lex specialis sebagai hukum
pidana khusus yang sifatnya alternatif yaitu: pertama, undang-undang yang

11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010), him. 59-60.

12 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana: Edisis 3, (Bandung: Refika
Aditama, 2003), him. 5.

13 Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), him. 31-32.
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berdiri sendiri dan ketentuan materiilnya menyimpang dari KUHP. Kedua,
undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari
KUHAP. Ketiga, undang-undang yang berdiri sendiri namun ketentuan
materiil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP.14 Maka, dalam
tindak pidana yang terjadi pada dana pensiun pertamina akan berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan Peraturan
dana pensiun pertamina.

Pilihan menggunakan sarana pemidanaan dengan cara menerapkan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan Peraturan
dana pensiun pertamina telah menjadi keharusan karena permasalahan Dana
Pensiun murni berhubungan dengan hukum administrasi yang dikategorikan
dalam ranah hukum pidana. Lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan yang
dilakukan oleh mantan presiden direktur pertamina tersebut telah melanggar
hukum bidang adminstrasi. Maka penyelesaian yang tepat yaitu dengan
menerapkan undang-undang hukum pidana karena undang-undang hukum
pidana digunakan untuk menegakkan hukum administrasi.1s

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan
program yang menjanjikan manfaat pensiun.ieé Ditinjau dari penyelenggara
dan bentuk programnya, dana pensiun dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua)
macam Yyaitu dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan dana pensiun
pemberi kerja (DPPK). Penyelenggaraan DPPK memiliki program pensiun
manfaat pasti (PPMP) sekaligus program pensiun iuran pasti (PPIP).17 Dari
berbagai macam penyelenggara dan jenis program dana pensiun, menurut
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pelaku dana pensiun dari tahun 2015 hingga
tahun 2019 terus mengalami perubahan jumlah.1s

14 Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana
Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law),” Jurnal Penelitian Hukum
De Jure 21 (Maret 2021), him. 4.

15 Ivan Fauzani Raharja, ‘“Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap
Pelanggaran Perizinan,” Inovatif 7 (Mei 2014), him. 117.

16 Pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

17 Imam Sudjono, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Jakarta: PT Gramedia, 1999),
him. 16.

18 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Dana Pensiun 2019 (Jakarta: Otoritas Jasa
Keuangan Indonesia, 2020), hlm. 13. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
statistik/dana-pensiun/Pages/Buku-Statistik-Dana-Pensiun-dan-Buku-Statistik-Jaminan-Sosial-
--Tahun-2019.aspx diakses tanggal 06 Agustus 2021.
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Tabel 1
Jumlah Dana Pensiun Tahun 2015 Sampai 2019
Jenis Dana Pensiun 2015 2016 2017 2018 2019

DPPK-PPMP 190 180 169 164 158
DPPK-PPIP 45 44 44 44 41
DPLK 25 25 23 24 25
JUMLAH 260 249 236 232 224

Sumber: https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/dana-pensiun/Pages/Buku-
Statistik-Dana-Pensiun-dan-Buku-Statistik-Jaminan-Sosial-Tahun-2019.aspx

Berdasarkan tabel yang menampilkan jumlah dana pensiun sejak tahun
2015 hingga tahun 2019 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah dana pensiun jenis
DPPK-PPMP masih mendominasi di industri dana pensiun dibandingkan
jenis-jenis dana pensiun lainnya. Lebih lanjut, salah satu jenis dana pensiun
yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu dana pensiun pertamina yang
merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program
Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Pada dana pensiun pertamina sumber dana diperoleh dari iuran
bersama antara peserta dan juga pemberi kerja dalam hal ini PT. Pertamina
(Persero). Peserta program pensiun pada dana pensiun pertamina adalah
pekerja tetap pendiri dan mitra pendiri yang pada saat menjadi peserta
sekurang-kurangnya telah berusia delapan belas (18) tahun dan tidak lebih dari
empat puluh (40) tahun. Peserta program pensiun adalah pekerja waktu tidak
tertentu/pekerja tetap pendiri dan mitra pendiri yang memenuhi syarat
kepesertaan seperti yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Dana Pensiun Pertamina
maksud pembentukan Dana Pensiun Pertamina adalah untuk mengelola dan
mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan
penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak, dengan tujuan
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan perhitungan
manfaat pensiun menggunakan rumus bulanan.19 Maka dari itu dana pensiun
Pertamina harus dikelola secara profesional tanpa adanya bantuan dan
pertentangan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
baik internal maupun eksternal. Pengelolaan yang demikian sejalan dengan
visi dana pensiun pertamina yaitu menjadi dana pensiun yang mandiri dan
profesional.

19 Laporan Tahunan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2008, Bagian Kata Pengantar,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwiVIMi_g-
nwAhXESHMBHZ2yB2wQFjABegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fdp-
pertamina.com%2Fpdf%2FLAPORAN%2520TAHUNAN%25202008.pdf&usg=A0vVaw09JQ
EtuiB8g66cBb279xsj, diakses 25 Mei 2021.
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Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dana Pensiun Pertamina
telah mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam hal pengelolaan
keuangan, arah investasi, penataan administrasi dan kepensiunan.2o Lebih
lanjut, untuk melaksanakan tata kelola yang baik dana pensiun pertamina tidak
terlepas dari penerapan 5 (lima) prinsip yaitu trasnparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kewajaran, dan kemandirian.21 Prinsip-prinsip inilah
yang harus dipegang teguh oleh seluruh penyelenggara dana pensiun pertamina
terutama pucuk pimpinan yaitu presiden direktur.

B. Analisis Putusan

Khusus dalam perkara pidana, putusan pengadilan merupakan
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang secara terbuka yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana
dalam menghasilkan suatu putusan terdapat hal dan cara sebagaimana telah
diatur dalam KUHAP.22 Adapun pemidanaan terhadap kasus penyalahgunaan
kewenangan dalam pengelolaan dana pensiun yang melibatkan mantan
Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Tahun 2018, Muhammad Helmi
Kamal Lubis23 telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Hakim Mahkamah Agung RI
dengan mengacu pada undang-undang TIPIKOR sebab Majelis Hakim
beranggapan bahwa dana pensiun pertamina merupakan rumpun dari keuangan
publik yang sebagian dana yang dikelolanya berasal dari sumber keuangan
negara.24

Beberapa putusan yang dikeluarkan diantaranya Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 07/PID-SUS-
TPK/2018/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2088

20 Dana Pensiun Pertamina Laporan Tahunana 2014, Langkah Strategis Bagi
Penciptaan Nilai Yang Berkelanjutan, Jakarta, 2015.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wj80KmSiunwAhXDmeYKHf7pA4gQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.d
p_
pertamina.com%2Febook_dpp%2FAR_DPP_2014 final.pdf&usg=AOvVaw0SFUc5B3F
mJMmxgzlwLdoE, diakses 25 Mei 2021.

21 Ibid, him. 65.

22 Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,”
Jurnal Hukum Pro Justisia 25 (April 2007), him. 133.

23 Putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/PID.SUS/2018 bertanggal 30 Oktober
2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI bertanggal 8 Mei
2018 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST tertanggal 29 Januari 2018.

24 Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15
Januari 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan
terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
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Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

K/PID.SUS/2018. Berikut analisis beberapa pertimbangan yang tidak sejalan
dengan teori dana pensiun dan keuanagan negara, diantaranya:
“Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan perkara ini
terdakwa didakwa melakukan tindak pidana terkait investasi
pembelian saham SUGI oleh dana pensiun pertamina tanpa
melalui  prosedur tentang arahan investasi” (Putusan
Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat, him. 336)

Dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa
telah melakukan investasi pembelian saham SUGI tanpa melalui prosedur.
Tentu pendapat ini berpeluang untuk didiskusikan karena prosedur yang
disebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih
sangat umum. Selain itu Majelis Hakim tidak menyebutkan apakah yang
dimaksud itu adalah prosedur pembelian saham atau prosedur investasi
pembelian suatu saham dalam peraturan dana pensiun pertamina.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan

pendapat ahli Drs. Siswo Sujanto, sebagaimana tersebut di

atas, Majelis sependapat dengan Ahli Keuangan Negara di atas

dihubungkan dengan penjelesan umum Undang Undang No. 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001, karena aset dan kekayaan Dana

Pensiun Pertamina yang diberi tugas untuk pengurusannya

kepada pengurus dalam hal ini Terdakwa Muhammad Helmi

Kamal Lubis telah diberi hak dan kewajiban untuk

menghasilkan manfaat kepada Para Pensiun PT. Pertamina

adalah termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara,
khususnya dalam sub bidang pengelolaan kekayaan negara
yang dipisahkan” (Putusan Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat,

him. 358)

Adapun yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan erat
kaitannya dengan perbendaharaan negara. Hal ini sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara, Vyaitu merupakan pengeloaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang di dalamnya mencakup investasi
dan kekayaan yang dipisahkan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN
maupun APBD. Ruang lingkup perbendaharaan negara juga mencakup
BUMN.25 Artinya peran BUMN dalam merintis pengembangan usaha atau
koperasi mempengaruhi pendapatan keuangan negara termasuk di dalamnya
PT Pertamina (Persero).

Namun yang perlu digarisbawahi, meski badan hukum dana pensiun
pertamina didirikan oleh suatu BUMN namun kekayaan yang dimiliki tidak

25 Henny Juliany, “Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN),” Masalah-Masalah Hukum 44 (Juli 2015), him. 285.
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dapat dikatakan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Maka dalam
pertimbangan ini Majelis Hakim keliru mengklasifikasi keuangan dana
pensiun pertamina sebagai kekayaan negara yang dipisahkan karena badan
usaha dana pensiun pertamina bukan bagian dari Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) sehingga dana pensiun pertamina tidak tunduk pada Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan
tetapi tuduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana
Pensiun.
“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding
sebagai Judex Facti membaca, serta mempelajari dengan
seksama Amar Putusan dari perkara a quo, Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat
Pertama kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang
dijatunkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum memenuhi
rasa keadilan sehingga perlu diubah, dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:(Putusan Pengadilan TIPIKOR
pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, him. 75)

Dalam pertimbangan ini, poin penting yang menjadi perhatian yaitu
perbedaan kurun waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana
penjara yang lebih lama dari pada hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Namun Majelis Hakim tidak memberikan alasan secara detail terkait
putusan lebih lamanya pidana penjara tersebut. Dalam mempertimbangkan
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim dapat menggunakan
pertimbangan-pertimbangan non yuridis seperti sifat baik atau jahat dari
terdakwa dan juga keadaan pribadi yang dihadapi oleh terdakwa. Hal demikian
akan membuat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih
adil.26 Pada intinya, dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dana

26 Permadi Syahids Putra, “Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam
Perkara  Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Nomor  62/PID.SUS/PT
KORUPSI/2014/PN.PTK), him. 2. Diakses melalui
https://www.google.com/search?g=lamanya+pidana+penjara+dalam+tindak+pidana+korupsi.p
df&client=firefox-b-
d&sxsrf=A0aemvLffaHaNOZIcRVxO0k1942CGY Qmo4w%3A1630565539931&ei=03QwYc
moOJa-
3LUPjY6JyA8&oqg=Ilamanya+pidana+penjara+dalam-+tindak+pidana+korupsi.pdf&gs_lcp=Cg
dnd3Mtd2I6EAM6BwWgJEO0CECc6CWgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARDRAZoICC
4QgAQQsQM6BQIAEIAEOQYILhCxAXCDAToICAAQYAQQSQMEEQQUEIAEELEDEIMB
EMcBENEDOgQIIXAnOg4ILhCABBCxAXDHARDRAZzoLCC4QgAQQsQMQgwWEGBAGAE
EM6BwWgAELEDEEM6CQgAELEDEIMBEEM6BggAEBY QHjol CAAQFhAKEB46CAghEB
YQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAUOECEEYAFDSpcgLWIypyQtgjbDIC2gBcAJ4Al
ABkwilAbRTKgEPMC4zMi4xMC4xLjYtMidxmAEA0AEBSAEKWAEB&sclient=gws-
wiz&ved=0ahUKEwiJhgn-2d_yAhUWH7cAHQ1HAVKQ4dUDCAO&uact=5# pada 28
Agustus 2021.
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https://www.google.com/search?q=lamanya+pidana+penjara+dalam+tindak+pidana+korupsi.pdf&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvLffaHaN0ZlcRVxOk1942CGYQmo4w%3A1630565539931&ei=o3QwYcmoOJa-3LUPjY6JyA8&oq=lamanya+pidana+penjara+dalam+tindak+pidana+korupsi.pdf&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6BQgAEIAEOggILhCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQIIxAnOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAUoECEEYAFDSpcgLWIypyQtgjbDJC2gBcAJ4AIABkwiIAbRTkgEPMC4zMi4xMC4xLjYtMi4xmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiJhqn-2d_yAhUWH7cAHQ1HAvkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=lamanya+pidana+penjara+dalam+tindak+pidana+korupsi.pdf&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvLffaHaN0ZlcRVxOk1942CGYQmo4w%3A1630565539931&ei=o3QwYcmoOJa-3LUPjY6JyA8&oq=lamanya+pidana+penjara+dalam+tindak+pidana+korupsi.pdf&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjEOoCECc6CwgAEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6BQgAEIAEOggILhCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQIIxAnOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAUoECEEYAFDSpcgLWIypyQtgjbDJC2gBcAJ4AIABkwiIAbRTkgEPMC4zMi4xMC4xLjYtMi4xmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiJhqn-2d_yAhUWH7cAHQ1HAvkQ4dUDCA0&uact=5
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pensiun Majelis Hakim harus mengacu pada undang-undang Nomor 11 Tahun
1992 dan juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
“Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding
berpendapat bahwa lamanya pidana penjara terhadap
Terdakwa perlu diperberat agar setimpal dengan perbuatannya
dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta memberikan
efek jera dengan alasan sebagai berikut”: (Putusan Pengadilan
TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, him. 75)

Lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan pidana
penjara yang lebih lama dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
alasan agar setimpal dengan perbuatan terdakwa. Frasa “agar setimpal dengan
perbuatan terdakwa” harusnya merujuk pada undang-undang pidana yang
mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa Putusan pada Pengadilan
Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan.

Dalam hal ini, adapun yang perlu dilakukan adalah memperjas makna
atau arti dari keadilan tersebut menjadi suatu keharusan agar tidak bermakna
ganda. Lebih tepatnya, perlu ada landasan atau rujukan tepat terhadap suatu
keadilan yang dimaksud. Alasan selanjutnya Majelis Hakim menambah pidana
penjara tersebut yakni memberikan efek jera kepada terdakwa. Sebelumnya,
sangat banyak pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum kemudian
diberikan hukum yang dirasa setimpal. Namun tidak sedikit dari para pelaku
mendapatkan efek jera malah ada yang mengulangi perbuatan yang sama
bukan hanya dalam sekali akan tetapi bisa dua dan bahkan lebih. Artinya,
pemberian efek jera tanpa ada hukuman materiil dapat dikatakan kurang efektif
dan efisien.

“Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta-fakta

persidangan terbukti Terdakwa Muhammad Helmi Kamal

Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, telah

melakukan investasi Dana Pensiun tidak sesuai dengan aturan

sehingga berdampak pada timbulnya kerugian keuangan
negara yaitu dengan cara memerintahkan manajer investasi
untuk melakukan pembelian saham yang tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.010/2008

tentang Dana Pensiun, yang pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan

bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada

jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi

Repurchase  Agreement (Repo).” (Putusan Pengadilan

TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, him. 76)

Dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim sudah tepat menyimpulkan
bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan.

10

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia



Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Namun dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yakni kerugian
keuangan negara adalah pertimbangan yang kurang tepat. Adapun alasannya
yaitu karena terdakwa telah memerintahkan manajer investasi atau dalam dana
pensiun pertamina dikenal istilah direktur keuangan dan investasi untuk
melakukan pembelian saham yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri
Keuangan. Tentu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah melanggar
aturan pada dana pensiun pertamina. Namun yang menjadi masalah pada poin
pertimbangan ini yaitu Majelis Hakim mengatakan bahwa dari perbuatan
tersebut terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pada pertimbangan ini yang perlu diperjelas adalah maksud dari
keuangan negara dan kerugian keuangan negara. Dalam arti luas keuangan
negara mencakup satu kesatuan yang tak terpisahkan diantaranya anggran
pendapatan dan belanja negara (APBN), anggran pendapatan dan belanja
daerah (APBD), keuangan negara pada badan usaha milik negara (BUMN),
dan keuangan negara pada badan usaha milik daerah (BUMD).27 Pembahasan
tentang keuangan negara juga telah tercermin dalam perumusan Undang-
Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen. Dalam arti luas, keuangan negara
fokus pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).2s Pada
hakikatnya, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara yang dikaitkan
dengan proses pemeriksaan keuangan tersebut harus dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan dan rekomendasi dari OJK.

Lebih lanjut, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengertian keuangan negara
dalam arti luas tidak hanya mengenai APBN yang dikelola oleh pemerintah
pusat saja akan tetapi juga mencakup keuangan negara yang dikelola oleh
pemerintah daerah dan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan
milik negara yaitu seperti Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum
(Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).29 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 bahwa Pertamina yang didirikan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dialihkan bentuknya menjadi
perusahaan perseroan (Persero).3o Dari peraturan ini maka sangat jelas bahwa
Pertamina (Persero) merupakan perusahaan negara yang unit usahanya adalah
milik negara. Selain itu, keuangan yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero)
juga mutlak keuangan negara.

Namun demikian, walaupun Dana Pensiun Pertamina didirikan oleh
PT Pertamina (Persero) akan tetapi dana pensiun pertamina tidak termasuk

27 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara: Edisis Revisi (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2014), him. 12-13.

28 Jimly Asshidigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi
(Jakarta: PT Bhuana IImu Populer, 2007), him. 833-834.

29 Arifin P. Soeria Atmaja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara:
Suatu Tinjauan Yuridis (Jakarta: PT Gramedia, 1986), him. 48-49.

30 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
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dalam unit usaha atau perusahaan negara. Dana pensiun pertamina memiliki
badan hukum tersendiri, di mana setiap badan hukum memiliki kekayaan yang
terpisah dari kekayaan pendirinya. Artinya, kekayaan dana pensiun pertamina
jelas terpisah dari kekayaan PT Pertamina (Persero). Dengan begitu dapat
disimpulkan bahwa kekayaan dana pensiun pertamina tidak termasuk dalam
kekayaan negara atau bagian keuangan negara. Ketika terjadi tindak pidana
yang merugikan keuangan dana pensiun pertamina bukan berarti perbuatan
tersebut juga merugikan keuangan negara. Maka dalam pertimbangan di atas,
penulis mengatakan bahwa hakim telah keliru mengatakan bahwa terdakwa
Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melakukan perbuatan yang
menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Menimbang, bahwa Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan
karena Judex Facti berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo karena kekayaan dan dan keungan
Dana Pensiun Pertamina merupakan kekayaan negara atau
keuangan negara karena sumber dana berasal dari iuran
peserta yakni pegawai pertamina yang dipotong gaji sesuai
dengan ketentuan dan bersumber dari kontribusi pemberi kerja
yaitu PT. Pertamina (persero) yang merupakan BUMN”.
“Pengelolaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Presiden
Direktur DP Pertamina menurut penilaian professional
(professional judgement rule) jelas tidak dilakukan dalam
rangka mencapai tujuan DP Pertamina melainkan didasari
perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian
keuangan negara yang sangat besar”. (Putusan Mahkamah
Agung, him. 17).

Dalam hal mempertimbangkan sumber keuangan Dana pensiun yang
bersumber dari luran PT. Pertamina (Persero), majelis hakim harus
memisahkan iuran dari pendiri bukan lagi Dana BUMN akan tetapi ketika
membayarkan iuran berarti PT. Pertamina (persero) telah menunaikan
kewajibannya sebagai pendiri Dana pensiun. Selain itu, Majelis hakim harus
mendalami kedudukan dana pensiun sebagai suatu badan hukum, adapun
kriteria yang menjadi ciri dari suatu Badan hukum yaitu diataranya memiliki
kekayaan tersendiri. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan
Badan hukum dana pensiun pertamina tidak dapat digabungkan dengan
kekayaan pihak lain sekalipun kekayaan pendirinya PT. Pertamina (Persero).

Lebih lanjut, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh mantan
direktur dana pensiun pertamina tersebut memang benar telah merugikan
keuangan dana pensiun pertamina. Namun yang perlu diperhatikan oleh
Majelis Hakim bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana
pensiun pertamina tidak dapat diklaim telah menimbulkan kerugian keuangan
negara yang sangat besar karena keuangan dana pensiun pertamina bukan
berasal dari anggaran belanja negara atau daerah, maupun dari perusahaan-
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perusahan milik negara. Dalam hal PT Pertamina (Persero) membayar iuran
untuk manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun pertamina adalah merupakan
kewajibannya sebagai pendiri. Dengan demikian, setelah keuangan PT
Pertamina (Persero) digunakan untuk menunaikan kewajiban tersebut maka
keuangan yang digunakan untuk membayar iuran pendiri adalah bukan lagi
keuangan negara meski bersumber dari PT Pertamina (Persero).

V. KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang
yang merugikan keuangan Dana Pensiun Pertamina harus merujuk pada
Undang-Undang yang lebih khusus mengaturnya. Dengan kata lain, tindak
pidana yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis harus ditegakan
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Hal ini
sejalan dengan asas lex specialist systematic atau asas kekhususan sistematis.
Lebih lanjut, Dana Pensiun Pertamina merupakan badan hukum mandiri yang
memiliki sifat keperdataan. Meskipun badan hukum Dana Pensiun Pertamina
didirikan olen PT. Pertamina (Persero) selaku BUMN bukan berarti
keuangannya termasuk ruang lingkup keuangan negara, sebab sumber dana
yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina diperoleh dari iuran karyawan
sebagai peserta dan juga iuran pendiri sebagai kewajiban PT. Pertamina
(Persero) yang tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara. Dengan
demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Direktur Dana
Pensiun Pertamina tersebut bukan tindak pidana korupsi sehingga tidak tepat
jika diterapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (PTPK) untuk mengadili terdakwa.
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Abstrak

Pelaksanaan aborsi di Indonesia merupakan hal yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi dapat melanggar hak untuk hidup bagi janin, legalisasi
aborsi di Indonesia telah memperbolehkan aborsi dengan ketentuan tertentu. Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 secara umum membagi alasan dibolehkannya aborsi menjadi
dua indikasi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan indikasi perkosaan. Lahirnya peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi belum sejalan dengan pelaksanaannya.
Meskipun sudah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan
Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat
Perkosaan, Pemerintah belum dapat mengakomodir seutuhnya mengenai pelaksanaan aborsi
yang legal. Akibatnya, aborsi di Indonesia masih memiliki permasalahan terkait dengan
pengaturan dan kaitannya dengan pelaksanaan aborsi. Oleh karena itu, tulisan ini akan
membahas bagaimana pengaturan mengenai aborsi di Indonesia dan implikasi problematika
dalam legalisasi aborsi berdasarkan peraturan yang ada.

Kata kunci: Aborsi, Legalisasi, Kesehatan

I. LATAR BELAKANG

Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan
pengguguran kandungan.! Aborsi berasal dari bahasa Latin abortus yang
artinya gugur kandungan.? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas
Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang
selanjutnya disebut Permenkes, aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil
konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.®
Disebutkan sebagai suatu upaya atau tindakan yang artinya ada unsur
kesengajaan. Abortus provocatus merupakan aborsi yang terencana dan
merupakan tindakan yang disengaja dengan melakukan tindakan-tindakan
yang dapat berakibat keluarnya janin dari rahim.* KBBI mendefinisikan
keluarnya janin yang tidak disengaja tersebut sebagai keguguran.® Keguguran
dalam istilah medis dikenal sebagai abortus spontan.® Perbedaan aborsi dan

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi Aborsi”
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aborsi, diakses pada 25 September 2021.

2 Sudarto, Masailul Fighiyah Al-Haditsah, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), him. 72.

3 Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan
Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan,
Permenkes No. 3 Tahun 2016, BN No. 190 Tahun 2016, Ps. 1 angka 1.

4 Maryati Sutarno, Awas Perempuan Bisa Celaka Jika Tidak Memahami Kesehatan
Reproduksinya, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), him. 58.

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi Keguguran”
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keguguran, diakses pada 25 September 2021.

6 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kesehatan tentang Hukum Malapraktik Tenaga
Medis Jilid 2, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), him. 150.
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keguguran adalah pada aborsi ada tindakan pengguguran secara sengaja
terhadap kehamilan, baik dilakukan sendiri oleh perempuan yang mengandung
atau dengan bantuan pihak lain sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.
Sedangkan keguguran merupakan tindakan yang tidak disengaja sehingga
mengakibatkan janin keluar dari rahim sebelum ia lahir karena sebab-sebab
tertentu.

Pada dasarnya aborsi merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia.
Hukum di Indonesia melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu,
termasuk dalam hal ini jika seorang anak sejak dalam kandungan ibunya. Oleh
karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang melekat sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya.’ Sehingga hak
untuk hidup bagi seorang janin juga seharusnya dilindungi sampai ia dapat
hidup diluar rahim. Wujud Pemerintah Indonesia yang melindungi hak asasi
setiap manusia salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Usia kehamilan untuk melakukan aborsi menurut Ikatan Dokter Anak
Indonesia adalah sebelum 20 minggu sejak hari terakhir haid.? Hal ini berbeda
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan
bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan memasuki usia enam
minggu, kecuali untuk indikasi kesehatan.®

Aborsi pada praktiknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti
meminum obat, jamu-jamuan, dipijit, atau dengan memasukan benda tajam
untuk memotong janin melalui alat kemaluan perempuan (dekapitasi).
Meskipun aborsi merupakan larangan bahkan memiliki ancaman hukuman,
aborsi tetap diperbolehkan secara terbatas. UU Kesehatan Pasal 75 sampai
dengan Pasal 77 menegaskan bahwa aborsi merupakan suatu larangan bagi
setiap orang dengan pengecualian. Pengecualian itu hanya dapat diterapkan
apabila masuk kategori indikasi kedaruratan medis yang diketahui sejak usia
dini kehamilan dan dapat membahayakan ibu dan/atau janin atau kehamilan
akibat adanya tindak pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis
bagi korban.X?

Indonesia memang telah memberlakukan undang-undang yang
membolehkan secara terbatas pelaksanaan aborsi. Sebagai suatu undang-
undang yang membutuhkan peraturan pelaksana, maka sudah terbit Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro)
sebagai amanat dari Pasal 75 ayat (4) UU Kesehatan. Begitu juga dengan

7 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No.
165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 angka 1.

8 Atifa Adlina, “Aborsi, Prosedur Medis untuk Menggugurkan Kandungan”
https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/, diakses pada 26 September
2021.

9 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun
2009. TLN No. 5063, Ps. 76 huruf a.

10 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, Ps. 75 ayat (2).
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Permenkes yang dimaksudkan untuk petunjuk operasional dari peraturan
perundang-undangan diatasnya.

Meskipun sudah diatur, pelaksanaan aborsi yang legal menurut
peraturan belum dapat terlaksana. Hal-hal yang menghambat diantaranya
adalah belum adanya keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggara
dan fasilitas kesehatan yang ditetapkan untuk melaksanakan aborsi. Maka,
tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan mengenai aborsi di Indonesia
dan implikasinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Il. PENGATURAN MENGENAI ABORSI DI INDONESIA

Aborsi terbagi menjadi tiga menurut kejadiannya. Abortus
spontaneous adalah aborsi yang terjadi secara langsung tanpa adanya campur
tangan pihak luar seperti tindakan medis atau pengaruh obat.!! Umumnya
aborsi ini terjadi karena adanya pengaruh dari fisik perempuan hamil tersebut.

Kedua, aborsi yang disengaja sebelum kehamilan memasuki usia 20 minggu.*?

Aborsi ini dilakukan dengan atau tanpa bantuan pihak lain selain perempuan

hamil tersebut yang bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana. Hal ini juga

dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pengguguran
kandungan, seperti tenaga kesehatan, dukun, keluarga, dan lain sebagainya
selama ia turut serta dalam upaya penghilangan nyawa janin atau upaya aborsi
yang dilakukan. Ketiga, aborsi pengobatan atau therapeutic yang merupakan
upaya pengguguran kandungan dengan adanya indikasi medis yang apabila
kehamilan tersebut dilanjutkan dapat membahayakan ibu dan/atau janin.*®

Selain jenis-jenis aborsi tersebut, terdapat pembagian lain jenis aborsi, yaitu:

a. Abortus Provocatus Medicinalis, yaitu aborsi yang dilakukan karena
adanya indikasi kedaruratan medis;

b. Abortus Provocatus Criminalis, yaitu aborsi yang tergolong sebagai
tindakan kriminal karena termasuk dalam tindak pidana; dan,

c. Aborsi karena pertimbangan psikis, yaitu apabila seorang perempuan
mengalami  pemerkosaan dan mengakibatkan kehamilan serta
kehamilannya dapat menyebabkan permasalahan psikis bagi perempuan
tersebut apabila tidak digugurkan. Alasan lain adalah untuk mencegah
permasalahan psikis yang dapat terjadi pada anak tersebut apabila
dilahirkan dan dikucilkan sebagai “anak haram” di masyarakat.

Umumnya perempuan yang melakukan aborsi akan merasa malu dan
menutupi tindakannya sehingga ia memilih untuk melakukan sendiri aborsi
karena anggapan bahwa itu aib dan dapat berakibat fatal karena aborsi yang
tidak aman. Selain itu, norma agama dan norma hukum juga memengaruhi
tindakan menyembunyikan aborsi tersebut. Keinginan ibu untuk melakukan
aborsi bukan hanya dimiliki oleh perempuan yang mengalami pemerkosaan,

11 Sutarno, Perempuan Bisa Celaka, him. 56.
12 Ibid,.

13 bid, him. 57.

14 Sjahdeini, Hukum Malapraktik, him. 150.
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akibat hubungan seksual diluar nikah dan mengakibatkan kehamilan yang
tidak diinginkan (KTD), tetapi juga ditemui pada perempuan yang sudah
berkeluarga. Bahkan persentase perempuan berkeluarga yang tidak ingin lagi
memiliki anak meningkat setelah ia memiliki seorang anak.'® Keinginan untuk
melakukan aborsi dijumpai pula pada keluarga atau orang terdekatnya.®

Tindakan aborsi yang ilegal dapat dikenai ancaman menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346 KUHP menyatakan
bahwa perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan hukuman
penjara maksimal empat tahun.'” Pasal 347 ayat (1) mengancam orang yang
menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan tanpa
adanya izin dari perempuan itu dengan hukuman penjara maksimal selama dua
belas tahun.!® Apabila karena tindakan itu menyebabkan perempuan tersebut
meninggal, maka ancaman penjara maksimal lima belas tahun.'® Terhadap
orang yang melakukan pengguguran kandungan yang disengaja atas izin
perempuan tersebut dapat dihukum penjara maksimal lima tahun enam bulan,
jika perempuan tersebut sampai meninggal dunia maka ancaman menjadi
maksimal tujuh tahun penjara.? Jika yang membantu aborsi secara ilegal
terhadap Pasal 346, 347, dan 348 adalah tenaga kesehatan atau dokter, maka
dapat dikenakan Pasal 349 yang menyebabkan ancaman hukumannya
ditambah sepertiga atau dipecat dari jabatannya.?

Pasal 299 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai tindakan seseorang
yang memberitahukan atau menimbulkan harapan bagi perempuan hamil
bahwa kandungannya dapat gugur, mati, atau hilang dengan melakukan
pengobatan atau tindakan sesuatu terhadap perempuan tersebut dapat diancam
penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal empat puluh lima ribu
rupiah.?? Pada ayat (2) disebutkan, “Jika yang bersalah berbuat demikian untuk
mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian
atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya
dapat ditambah sepertiga.”?® Apabila ia melakukan kejahatan tersebut dalam
jabatannya, maka ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.?*

15 Anatman Pictures, “Dokumenter Studi Hasil Aborsi di Indonesia”, 26 September
2021, YouTube video, 6:51, https://www.youtube.com/watch?v=coaRGbrmQgw.

16 Didik Ardiansyah, “Jalankan Praktik Aborsi, Oknum Bidan Ditangkap Polisi”
https://news.okezone.com/read/2021/05/24/340/2414924/jalankan-praktik-aborsi-oknum-
bidan-ditangkap-polisi, diakses pada 27 September 2021.

17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wethoek van Straftrecht], diterjemahkan
oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), Ps. 346.

18 Ibid, Ps. 347 ayat (1).

19 Ibid, Ps. 347 ayat (2).

20 Ibid, Ps. 348.

21 Ibid, Ps. 349.

22 Ibid, Ps. 249 ayat (1).

23 Ibid, Ps. 249 ayat (2).

24 1bid, Ps. 249 ayat (3).
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Praktik aborsi yang dilakukan tanpa bantuan medis yang tidak aman
dapat membahayakan kesehatan, seperti menyebabkan komplikasi perdarahan
hebat, keracunan dan infeksi akibat bahan penggugur kandungan, kerusakan
organ, bahkan membahayakan keselamatan nyawa ibu.® UU Kesehatan
menegaskan Pemerintah harus melindungi dan mencegah tindakan aborsi yang
tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab, serta tidak aborsi yang
bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.® Hal itu adalah aborsi yang tidak dengan persetujuan perempuan
yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional,
tidak sesuai standar profesi dan pelayanan yang berlaku, mengandung unsur
diskriminatif, dan mengutamakan keuntungan materi dibandingkan dengan
indikasi medis.?” Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berupaya diantaranya
dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk dapat melakukan
aborsi secara legal, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga
kesehatan, dan kewenangan lainnya yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
daerah yang dirincikan dalam PP Kespro.

Legalisasi aborsi di Indonesia hanya karena adanya indikasi medis dan
indikasi perkosaan. Aborsi diatur dalam UU Kesehatan Pasal 75 sampai Pasal
77. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) huruf a, indikasi medis dibolehkannya
melakukan aborsi adalah apabila kehamilan tersebut telah terdeteksi sejak awal
usia kehamilan dapat membahayakan ibu dan/atau janin, yang mengalami
kondisi penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, atau keadaan yang tidak
dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan janin tersebut apabila dilahirkan.?
Pasal 194 menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menyalahi ketentuan
Pasal 75 ayat (2) dapat dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda
maksimal satu miliar rupiah.?® Usia kehamilan dilakukan dengan menghitung
hari atau minggu sejak hari terakhir haid.** Meskipun peraturan perundang-
undangan menyatakan bahwa usia kehamilan diketahui melalui anamnesis®!
kepada ibu hamil dihitung sejak hari pertama haid terakhir (HPHT), namun
apabila ada keraguan dapat diketahui dengan pemeriksaan ultrasonografi
(USG).*

Pemeriksaan mengenai kondisi apakah kehamilan memiliki indikasi
kedaruratan medis atau tidak dapat diketahui sejak sebelum usia kehamilan

25 Guttmacher Institute, “Aborsi di Indonesia”, Dalam Kesimpulan 2 (2008), him. 3.

26 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, Ps. 77.

27 Ibid, Penjelasan Pasal 77.

28 Ibid, Ps. 75 ayat (2) huruf a.

29 Ibid, Ps. 194.

30 World Health Organization, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for
Health Systems Second Edition (Jenewa: World Health Organization, 2012), him. iv.

31 Anamnesis adalah cara mendapatkan informasi dari pasien maupun keluarga pasien
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

32 Ibid,.
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memasuki 24 minggu.® Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a menyatakan
bahwa yang dimaksud mengancam nyawa dan kesehatan ibu adalah kondisi
fisik dan/atau mental yang jika kehamilan dilanjutkan maka dapat berdampak
pada hilangnya nyawa ibu, menurunkan kondisi, atau menyebabkan gangguan
mental berat.>* Sedangkan yang dimaksud mengancam nyawa dan kesehatan
janin adalah apabila kehamilan tersebut dilanjutkan hingga anak tersebut lahir,
dikhawatirkan ia tidak dapat hidup sebagaimana anak pada usianya,
mengalami cacat bawaan dan/atau penyakit genetik berat, serta janin tidak
dapat diperbaiki kondisinya.®® Hal-hal yang tergolong berbahaya bagi ibu
dan/atau janin diantaranya adalah pre-eklampsia berat, bayi tanpa tempurung
kepala, atau kelainan tulang belakang pada janin. Jangka waktu
diperbolehkannya aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis tidak
disebutkan, namun UU Kesehatan mengatur untuk aborsi karena indikasi
perkosaan harus dilakukan sebelum kehamilan berusia enam minggu atau
dalam PP Kespro yaitu 40 hari dihitung sejak HPHT .36

Menurut Pasal 32 dan 33 PP Kespro, tim kelayakan aborsi yang terdiri
dari minimal dua orang tenaga kesehatan dan diketuai oleh dokter yang
memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menentukan apakah ada indikasi
kedaruratan medis yang menentukan perlu dilakukannya aborsi atau tidak
setelah ada pemeriksaan yang sesuai dengan standar.®” Standar yang dilakukan
seperti, mengevaluasi kesehatan secara medis, melakukan pemeriksaan, dan
menjelaskan tahapan serta konsekuensi dari dilakukannya aborsi.®® Tim
kemudian akan mengeluarkan surat kelayakan aborsi.*

Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan yang tidak
diinginkan oleh perempuan karena hubungan seksual sesuai peraturan
perundang-undangan.*® Konseling dibutuhkan dalam rangkaian pelaksanaan
aborsi. Untuk perempuan yang memiliki indikasi perkosaan namun dalam
konseling pra tindakan akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi, maka
konselor harus memberikan pendampingan.** Pendampingan dilakukan selama
kehamilan tidak hanya untuk yang menolak perkosaan tetapi juga untuk korban

33 Bob Irsan, “Pendahuluan Pelayanan Antenatal”
https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-ginekologi/pelayanan-antenatal,
diakses pada 25 September 2021.

34 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, PP No. 61 Tahun
2014, LN No. 169 Tahun 2014, TLN No. 5559, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a.

35 Ibid, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf b.

36 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, Ps. 76 huruf a dan Peraturan Pemerintah
tentang Kesehatan Reproduksi, Ps. 31 ayat (2).

37 Ibid, Ps. 33 jo. Ps. 32 ayat (2)

38 Adlina, "Prosedur Medis untuk Menggugurkan Kandungan".

39 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, Ps. 33 ayat (4).

40 Ibid, Ps. 34 ayat (1).

41 Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan
Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Ps. 19
ayat (4).
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perkosaan yang tidak memenuhi ketentuan dibolehkannya aborsi.*? Anak yang
lahir dari ibu korban perkosaan dapat diurus oleh keluarga, tetapi jika keluarga
menolak maka anak menjadi anak asuh negara sesuai peraturan perundang-
undangan.*®

Secara umum, aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
terampil dan berwenang yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh
menteri.** PP Kespro dan Permenkes secara spesifik menyebutkan bahwa
tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter yang sesuai dengan standar
profesi, pelayanan, dan prosedur operasional.** Dokter yang sah dalam
melakukan aborsi harus mengikuti pelatihan terakreditasi oleh Pemerintah
Pusat dan daerah yang diselenggarakan pemerintah bersama organisasi profesi
dan hanya diikuti oleh dokter tertentu setelah adanya penetapan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota padanya.®® Pelatihan bertujuan untuk
mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam yang diakui
pemerintah dengan dikeluarkannya sertifikat oleh Pemerintah Pusat sebagai
pengakuan untuk menjalankan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung
jawab.#

Penyelenggaraan aborsi harus dilakukan oleh tim yang berbeda
dengan tim kelayakan aborsi maupun yang termasuk dalam dokter yang
mengeluarkan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan agar tidak ada
konflik kepentingan didalamnya. Apabila jumlah dokter di fasilitas kesehatan
tersebut tidak mencukupi untuk dijadikan dua tim, maka dibolehkan untuk
aborsi dilakukan oleh tim dokter yang sama.®® Fasilitas kesehatan yang
ditetapkan oleh menteri dapat berupa puskesmas, klinik pratama, klinik utama
atau yang setara, maupun rumah sakit.*

Sebelum melakukan aborsi, baik karena indikasi kedaruratan medis
maupun karena perkosaan, harus dilakukan konseling begitupun pasca aborsi
oleh konselor yang kompeten dan berwenang setelah ia melalui pendidikan
formal atau pelatihan.®® Konseling pra tindakan diantaranya bertujuan untuk
menelaah kebutuhan perempuan tersebut, memberikan informasi dan
menjelaskan bahwa aborsi dapat atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan
pemeriksaan klinis dan penunjang, dan membantu perempuan tersebut untuk

42 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, Ps. 38 ayat (1).

43 1bid, Ps. 38 ayat (2) dan (3).

44 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, Ps. 76 huruf b.

45 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, Ps. 35 ayat (2)
huruf a dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan
Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Ps. 12 ayat (2) huruf
a.

46 Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan
Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Ps. 3
ayat (1), Ps. 6, dan Ps. 8 ayat (1).

47 Ibid, Ps. 2 dan Ps. 9 ayat (1) dan (2).

48 Indonesia, Ps. 15 ayat (3)

49 Ibid Ps. 13 ayat (1) dan (2).

50 Ibid, Ps. 19 ayat (1).
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mengambil keputusan jadi atau batalnya melakukan tindakan aborsi.>* Jika
perempuan tersebut menyatakan setuju dilakukan aborsi, maka konselor akan
mengeluarkan keterangan konseling dan melaporkan kepada dokter untuk
dilakukan tindakan.5? Setelah tindakan, konseling diantaranya bertujuan untuk
mengobservasi dan mengevaluasi kondisi perempuan tersebut setelah aborsi,
memberikan informasi mengenai perubahan fisik, dan menjelaskan pentingnya
alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.®

Aborsi harus dilakukan oleh dokter sesuai standar yang ditetapkan di
fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh menteri, tidak diskriminatif, tidak
mengutamakan imbalan materi, dan dengan permintaan atau persetujuan
perempuan tersebut.>* Jika perempuan tersebut tidak dapat memberikan
persetujuan, maka bisa diwakilkan oleh keluarganya.>® Aborsi kecuali karena
perkosaan harus dengan izin suami, namun jika suami tidak dapat dihubungi
maka dengan izin keluarga yang bersangkutan.®® Aborsi yang telah berjalan
harus dilaporkan ke kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan
ke kepala dinas kesehatan provinsi.®’

Aborsi terhadap perempuan dengan indikasi medis harus mendapat
surat kelayakan aborsi dan surat keterangan konseling dari konselor,
sedangkan aborsi karena indikasi perkosaan harus mendapat surat keterangan
dokter mengenai usia kehamilan dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau
ahli lain yang menyatakan adanya perkosaan. Oleh karena itu, aborsi karena
perkosaan membutuhkan campur tangan pihak lain seperti, Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepolisian, dan
memerlukan adanya visum.

I1l. IMPLIKASI PROBLEMATIKA DALAM PENGATURAN
TENTANG ABORSI DI INDONESIA

Pengaturan mengenai aborsi sudah bisa dikatakan lengkap karena
tidak hanya diatur dalam undang-undang namun juga memiliki peraturan
pelaksana berupa PP Kespro dan Permenkes, namun hingga saat ini belum ada
pelaksanaan atas legalisasi aborsi. Menurut Kirana Pritasari, yang saat itu
menjabat sebagai Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan,
menyatakan bahwa sudah ada tim yang dapat melakukan aborsi secara aman
dan juga penyediaan layanan konsultasi oleh psikolog dan psikiater di rumah

51 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, Ps. 37 ayat (3).

52 Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan
Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Ps. 19
ayat (3).

53 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, Ps. 37 ayat (4).

54 Ibid, Ps. 35 ayat (2) hurufa, b, c, e, fan f.

55 Ibid, Ps. 35 ayat (3).

56 Ibid, Ps. 35 ayat (3) huruf d dan Ps. Ps. 35 ayat (4).

57 Ibid, Ps. 39 ayat (1).
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sakit tertentu khususnya rumah sakit pendidikan.®® Kementerian Kesehatan
juga sedang menyiapkan tim fasilitator dan sedang berkoordinasi dengan
organisasi profesi, termasuk Kepolisian untuk aborsi indikasi perkosaan,
khususnya untuk pemberian pelatihan dan sertifikasi agar dapat memberikan
pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.%®

Pelaksanaan pelatihan yang dimaksudkan untuk memberikan
pendidikan, keterampilan, serta sikap yang tersertifikasi oleh Pemerintah Pusat
belum dilaksanakan. Sehingga saat ini tenaga kesehatan yang melakukan
aborsi diestimasikan sebanyak 85% dilakukan oleh rumah sakit dan staf yang
memberikan pelayanan alat kontrasepsi, dokter spesialis kebidanan dan
kandungan, dan bidan di daerah perkotaan dan di pedesaan pelaku yang
membantu aborsi masih didominasi oleh dukun bersalin.®® Menurut penelitian
Guttmacher Institute dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia pada tahun 2018 penelitian terhadap perempuan yang melakukan
aborsi di Pulau Jawa, didapati bahwa 73% dari perempuan melakukan aborsi
sendiri, 21% melaporkan melakukan aborsi dibantu oleh dokter atau bidan, dan
sisanya menggunakan pelayanan tradisional atau apoteker.5!

Masih belum siapnya komponen-komponen yang dapat melakukan
aborsi yang legal sebagaimana aturan yang ada bukan berarti meniadakan
praktik aborsi yang aman, tenaga kesehatan tetap melakukan aborsi atas dasar
kesehatan dan keselamatan bagi ibu meskipun belum berjalannya pelatihan
maupun  sertifikasi untuk melakukan aborsi sebagaimana dalam
pengaturannya. Kesiapan pelaksanaan legalisasi aborsi belum terpublikasi
secara terbuka untuk publik.

Terkait dengan pemberian kesempatan korban perkosaan untuk
melakukan aborsi memiliki waktu yang terhitung sempit. Dengan
mempertimbangkan dampak traumanya, korban menjadi sulit untuk
mengungkapkan kejadian khususnya kepada banyak pihak dan kehamilan
tersebut dapat memperburuk keadaan. Korban bisa saja telah mengalami
cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian materi, dan
mengalami cedera terhadap hak-hak dasarnya atas tindak perkosaan yang
terjadi. Sangat mungkin bagi korban akan lama untuk berpikir jernih dan
segera melapor ke Kepolisian agar bisa melakukan visum sesaat setelah
terjadinya perkosaan sehingga jejak yang ditinggalkan pelaku masih melekat

58 Admin Mukisi, “Pemerintah Siapkan Layanan Aborsi Aman dan Sesuai Aturan”
https://mukisi.com/1769/pemerintah-siapkan-layanan-aborsi-aman-dan-sesuai-aturan/, diakses
pada 25 September 2021.

59 Ibid,.

60 Institute, “Aborsi di Indonesia”, hlm. 2.

61 Guttmacher Institute dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, “Aborsi di Jawa”,
Lembar Fakta IPAS Indonesia (2020), him. 3.
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untuk bukti telah terjadi perkosaan dan dapat membantu dalam mencari
pelaku.5?

Jika pada akhirnya perempuan tersebut hamil, untuk mendapatkan
identitas pelaku pada tubuh korban harus melalui tes DNA janin dengan cara
mengambil cairan ketuban atau juga villi chorialis oleh dokter ahli kebidanan
dan kandungan pada saat usia kandungan 10-12 minggu kemudian proses
untuk mendapatkan hasil masih harus menunggu hingga 14 hari.%® Teknologi
termutakhir baru dapat melakukan pemeriksaan DNA pada usia kandungan 8
minggu.54 Hal ini jelas melebihi batas waktu diperbolehkannya aborsi. Dengan
demikian, peraturan mengenai kebolehan aborsi akibat perkosaan dibawah
usia kandungan 40 hari tidak dapat dilaksanakan bila melihat kondisi tersebut.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia sudah melegalisasi
dilakukannya tindak aborsi dengan ketentuan adanya indikasi kedaruratan
medis serta indikasi perkosaan. Baik undang-undang maupun peraturan
pelaksana telah merinci bagaimana prosedur dan persyaratan dilakukannya
tindak aborsi. Namun pada kenyataannya, tenaga kesehatan yang bersertifikat
atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri belum
disampaikan secara terbuka kepada publik. Sehingga pelaksanaan aborsi masih
dilakukan oleh tenaga kesehatan tanpa adanya sertifikasi sebagaimana yang
dimaksud pada peraturan-peraturan tersebut.

Pengaturan aborsi untuk indikasi perkosaan juga belum dapat
dijalankan apabila melihat kondisi perkembangan teknologi. Pembatasan
waktu aborsi yang hanya 40 hari tidak sejalan dengan kemampuan untuk
mengambil sampel tes DNA pada janin yang paling tidak dapat dilakukan saat
usia kandungan 8 minggu. Akibatnya, perlindungan hak reproduksi korban
sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak terlindungi. Hak anak untuk
mendapatkan kasih sayang juga sangat mungkin untuk tidak diberikan secara
maksimal jika ibu mengalami tekanan batin akibat KTD.

Legalisasi aborsi memang tidak sepenuhnya dapat mencegah praktik
ilegal aborsi. Sebab data yang ada maupun aborsi yang terungkap ke
permukaan hanya setitik dari ratusan bahkan ribuan praktik aborsi illegal yang
sudah berlangsung lama. Namun dengan adanya pengaturan ini dapat menjadi
landasan bagi perempuan untuk lebih memilih jalur aman dalam melakukan
aborsi dan menjadi perlindungan bagi korban perkosaan meskipun masih kecil

62 Irene Anindyaputri, “Pemeriksaan Visum”
https://hellosehat.com/sehat/operasi/prosedur-pemeriksaan-visum-korban-kekerasan/, diakses
pada 26 September 2021.

63 Benedikta Desideria, “Tes DNA Bisa Dilakukan Saat Hamil untuk Ketahui Ayah
Janin Bayi” https://www.liputan6.com/health/read/2190149/tes-dna-bisa-dilakukan-saat-hamil-
untuk-ketahui-ayah-janin-bay, diakses pada 29 September 2021.

64 Budiono, “Apakah Bisa Test DNA Saat Bayi Masih dalam Kandungan?”
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/test-dna-msih-dalam-kandungan, diakses pada 29
September 2021.

24

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesi


https://hellosehat.com/sehat/operasi/prosedur-pemeriksaan-visum-korban-kekerasan/
https://www.liputan6.com/health/read/2190149/tes-dna-bisa-dilakukan-saat-hamil-untuk-ketahui-ayah-janin-bay
https://www.liputan6.com/health/read/2190149/tes-dna-bisa-dilakukan-saat-hamil-untuk-ketahui-ayah-janin-bay
https://www.alodokter.com/komunitas/topic/test-dna-msih-dalam-kandungan

Tinjauan Yuridis Pengaturan Mengenai Aborsi di Indonesia

kemungkinan jika harus membuat visum dan melakukan tes DNA untuk
pembuktiannya. Oleh karena itu, pendidikan reproduksi dan alat kontrasepsi
penting diberikan sejak usia dini untuk mencegah kehamilan diluar nikah dan
penyikapan masyarakat terhadap korban perkosaan yang berujung kehamilan.
Perencanaan jumlah anak dan penggunaan alat kontrasepsi juga seharusnya
tidak dilakukan oleh perempuan berkeluarga saja tetapi juga yang belum
menikah untuk menghindari KTD yang dapat berakibat timbulnya keinginan
mengaborsi.
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QUO VADIS PAPUA?: PERAN ASPIRASI 11 JULI 1945 MENJADI
INSPIRASI DALAM MENGHADAPI BAHAYA DISINTEGRASI
BANGSA

Arnaldo JR Soares

I. PENGANTAR

Universitas Indonesia (Ul) adalah universitas yang unik dan istimewa
ditinjau dari identitas namanya. UGM berdiri saat Patih Gajah Mada sudah
tinggal nama, Undip berdiri saat Diponegoro sudah tiada dan bahkan Harvard
berdiri setelah John Harvard telah lama berlalu dari kehidupan, tetapi
Universitas Indonesia memakai nama negara ini dan hanya akan hilang nhama
itu jika Indonesia bubar dan menjalani nasib seperti Universitas Timor Timur
yang terpaksa hilang ketika propinsi ke-27 Republik Indonesia ini dilikuidasi.
Oleh karena itu dari identitas ini adalah jelas bahwa Universitas Indonesia
adalah Universitas yang akan paling peduli untuk membicarakan dan
merumuskan pemikiran-pemikiran baru dalam mengangkat nama bangsa dan
menghindarkan Indonesia dari karma disintegrasi yang dialami oleh Uni
Sovyet pada tahun 1991 dan lebih lama lagi dialami oleh Imperium Ottoman
di akhir Perang Dunia Pertama. Ul adalah institusi yang punya akibat langsung
dalam diskursus mengenai integrasi dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu
menjaga keutuhan bangsa adalah suatu motivasi konkret.

Acrtikel sederhana ini akan menguraikan mengenai nasib Papua dalam
kerangka konsep Indonesia yang bukan hanya baru tetapi juga merupakan
pendobrakan atas dominasi konsep imperium Inggris yang telah menjamin
konstelasi politik di Asia Tenggara selama dua abad terakhir sejak berakhirnya
perang Napoleon pada tahun 1830. Memahami konsep Papua secara
komprehensif dan paham akan akar sejarahnya memberikan modal yang lebih
utuh dan kokoh dalam memperjuangkan kesatuan bangsa demi menghadapi
ancaman disintegrasi bangsa. Lepasnya Timor Timur dan pulau Sipadan-
Ligitan adalah pengalaman konkret yang menjadi pelajaran berharga bagi
bangsa Indonesia dalam hal ini dan Papua adalah wilayah Indonesia yang
berpotensi besar menempuh jalan lurus menuju disintegrasi bangsa.

Tinjauan dari Ul seyogianya sarat bernilai intelektual sehingga tidak
cukup untuk secara sloganistis mengumandangkan semboyan NKRI Harga
Mati. Seyogianya Ul melakukan tinjauan intelektual atas ancaman disintegrasi
bangsa dan oleh itikad dan keinginan luhur yang demikian artikel ini ditulis
oleh salah satu alumnus UI.

Artikel ini dimulai dengan ulasan atas Aspirasi 11 Juli 1945 yang
menjadi pedoman dan konsensus awal mengenai wilayah nasional dan
kesatuan bangsa yang diangkat sebagai sebuah inspirasi persatuan yang
berperan penting dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.
Selanjutnya diuraikan mengenai konsep perjuangan yang terbelah menjadi
bentuk perjuangan integrasionis dan invasionis dengan konsekuensinya dalam
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perjalanan sejarah bangsa. Uraian kemudian ditutup dengan kesimpulan akan
suatu sikap dan kesadaran untuk berjuang demi menghadapi ancaman
disitegrasi bangsa.

Il. ASPIRASI 11 JULI 1945 SEBAGAI INSPIRASI PERSATUAN
DAN KONSENSUS NASIONAL
Berdasarkan Notulen Rapat tanggal 11 Juli 1945 sebagaimana
termaktub di dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) (Sekneg, 1998 : HIm. 180) maka telah tercatat hal
sebagaimana disampaikan oleh anggota Oto Iskandardinata sebagai berikut :
“Paduka Tuan Ketua, suara yang dikeluarkan oleh anggota-
anggota yang terhormat, ialah 66. Daripada 66 ini, yang jatuh
kepada nomor 2 ialah 39, kepada no.1 ada 19, kepada no. 3 ada
6, yang blanko 1dan kepada lain-lain 1, jumlahnya 66. Jadi,
dengan pilihan yang baru dilakukan ini yang dipilih, ialah No.
2. (Nomor 2 ialah: Hindia Belanda dulu, Malaya, Borneo
Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnya).”

Hasil pemungutan suara tersebut kemudian disepakati bersama dan
Ketua BPUPKI Bapak Radjiman secara resmi menetapkan dan mengesahkan
keputusan tersebut dalam persidangan dan menyatakan dengan resmi wilayah
Indonesia Merdeka adalah: Hindia Belanda dulu, Malaya, Borneo Utara,
Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnya.

Keputusan bersejarah ini adalah aspirasi dan konsensus nasional yang
diambil di tengah kawah candradimuka perang Asia Timur Raya dan menjadi
preseden yang signifikan dalam sejarah bahwa pada kenyataannya para bapa
dan ibu bangsa (founding parents) telah melahirkan aspirasi yang tegas akan
kewilayahan Indonesia Merdeka dan hal ini adalah fakta sejarah. Karena
bangsa ini perlu mengetahui sejarahnya. Bung Hatta menegaskan perihal
koridor dari aspirasi 11 Juli ini antara lain sebagai berikut dalam sidang
tersebut yang tercatat sebagai berikut : (Sekneg, 1998 : HIm. 180)

“janganlah kita mengeluarkan alasan-alasan yang agak

menyerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam

daerah lingkungan kita sendiri. Seumur hidup kita menentang
imperialisme, janganlah kita memberi kepada pemuda kita
anjuran atau semangat imperialisme, semangat meluap keluar.

Marilah kita mendidik pemuda Kkita, supaya semangat

imperialisme meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke

dalam, yang memang masih banyak harus diperkuat dan
disempurnakan.”
koridor di atas membatasi aspirasi 11 Juli dari semangat imperialistis dan
menjadi inspirasi yang diharpkan akan meluap ke dalam membereskan
kewajiban ke dalam secara tuntas. Dalam semangat inilah aspirasi 11 Juli 1945
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dapat menjadi momentum refleksi guna menumbuhkan ke dalam semangat
konsensus nasional dan inspirasi persatuan. Realitas objektif membuktikan
bahwa dalam peta keragaman masyarakat Indonesia maka konsensus nasional
dan inspirasi persatuan adalah hal yang utama guna mengokohkan eksistensi
bangsa Indonesia. Tanpa persatuan, tidak ada Indonesia.

Kenyataan ini menjadi satu hal pokok yang wajib disadari dan
didayagunakan. Aspirasi 11 Juli 1945 adalah satu momentum yang membawa
pesan utama mengenai aspek kewilayahan Indonesia dan secara konseptual
tidaklah imperialistis. Uraian dalam notulen rapat yang mendahului
pengesahan hasil pemungutan suara seyogianya menjadi pengingat bagi kita
untuk memahami aspirasi 11 Juli 1045 tersebut secara jernih bahwa aspirasi
11 Juli 1945 menjadi satu pesan yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dari para
pendiri bangsa (founding parents) dan bahwa dalam konstelasi geopolitik
Indonesia seyogianya kita menjadi lebih sadar akan urgensi konsep ini dan
bagaimana aspirasi berkelindan dalam realisasi konsep tersebut. Jelas bahwa
Bung Hatta telah memetakan dengan jernih aspirasi 11 Juli 1945 bahwa
aspirasi tersebut seyogianya dipahami dengan konsep imperialisme yang
meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke dalam yang memang masih
banyak harus diperkuat dan disempurnakan.

Papua adalah salah satu masalah tersebut. Klaim atas kemerdekaan
Papua yang separatis seyogianya dipahami dalam perspektif sejarah. Karena
sejarahlah yang dapat memberikan pandangan yang proporsional dan jernih
karena dalam kejernihanlah kita dapat berkaca. Manusia daam ruang dan
waktunya adalah objek kajiab sejarah sekaligus struktur pengetahuan sejarah
yang terus menerus dibicarakan dan tiada habisnya.1 Dengan melihat manusia
sebagai makhluk yang dinamis maka sesuai dengan berbagai potensinya, maka
segala tantangan oleh sebagian besar manusia bisa diatasinya dan manusia juga
dibentuk melalui keadaan dan waktu yang mengitarinya (Ahmad Sahidin, 2019
: HIm. 31-32). Oleh karena itu memahami sejarah membuat manusia untuk
selalu waspada dan tidak jatuh dalam kesalahan yang pernah dilakukan
sebelumnya. Hilangnya Timor Timur, Sipadan-Ligitan yang telah terjadi
sebelum ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk
senantiasa waspada karena tanpa kewaspadaan dan sikap untuk sadar sejarah
maka disintegrasi bangsa akan menjadi kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan oleh bangsa Indonesia dan insan FHUI yang membawa nama
negara ke dalam almamaternya.

Sikap dasar dalam memahami Papua seyogianya dipedomankan pada
pernyataan Bung Karno dalam otobiografi beliau yang secara tegas
menyatakan sebagai berikut mengenai Papua : (Cindy Adams, 2014, HIm. 246)

“Dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami, Irian Barat

hanya selebar daun kelor, tetapi Irian Barat adalah sebagian

dari tubuh kami. Apakah seseorang akan membiarkan salah

1 Ajid Thohir, Ahmad Sahidin, Filsafat Sejarah : profetik, spekulatif, dan
kritis,(Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019), Him. 31
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satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan

perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan,

apabila ujung jarinya dipotong?

Pernyataan tegas Bung Karno di atas menggariskan politik Indonesia
dalam menyikapi masalah Papua. Oleh karena itu adalah kurang bijak untuk
memetakan Papua di luar konteks Negara Indonesia. Melihat hal ini adalah keji
jika Papua dilihat di luar konteks sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dan
dengan aspirasi 11 Juli 1945 maka telah kokohlah digariskan consensus
nasional yang telah memetakan Papua dan Timor Timur sebagai bagian dari
Indonesia yang merdeka.

Inspirasi persatuan dan consensus nasional ini adalah pedoman yang
seyogianya disadari bersama oleh segenap bangsa Indonesia sebagai
nilai/value dari keberadaan Negara Republik Indonesia. Peran Aspirasi 11 Juli
1945 sangatlah signifikan di sini dalam meneguhkan kesadaran kita
sebagaimana telah diuraikan oleh Bung Hatta untuk mengurus dan
membereskan pekerjaan kita ke dalam yang memang masih banyak harus
diperkuat dan disempurnakan. Menggagas aspirasi ini sebagai batu peneguh
yang menghalau beragam pandangan separatis dan tuduhan Indonesia
bermental ekspansionis membina satu redaksional dan narasi yang luhur sesuai
pernyataan dalam Pembukaan UUD’45 bahwa atas berkat rahmat Allah yang
maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur untuk
berkehidupan kebangsaan yang bebas maka bertolak dari aspirasi 11 Juli 1945
sudah selayak dan sepantasnya jika kita memulai perjuangan meneguhkan
eksistensi bangsa Indonesia melawan semangat separatisme yang tentunya
berakar pada politik adu domba kolonial yang telah bersimaharajalela di
Indonesia sejak kedatangan kaum penjajah barat. Menyadari hal ini adalah satu
keutamaan bagi alumni Ul yang membawa panji-panji keindonesiaan
menghadapi ancaman disintegrasi. Dengan aspirasi 11 Juli 1945 dilahirkanlah
inspirasi persatuan dan konsensus nasional atas persatuan bangsa. Sehingga
kita tidak akan bersikap reaktif terhadap sikap dan aksi separatis tetapi
seyogianya berangkat dari kesadaran yang penuh akan inspirasi persatuan dan
konsensus nasional yang sudah terjadi sejak negara ini belum didirikan.

Ke mana arah Papua ke depan seyogianya Kembali ke akar
permasalahannya yang bisa dipelajari dari sejarah. Bahwa kembalinya Papua
ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1962 adalah hasil dari perjuangan panjang
diplomasi Bung Karno yang merasa Belanda telah menggunakan akal bulus
untuk melakukan sabotase terhadap hasil KMB (Konferensi Meja Bundar).
Sifat Belanda yang selalu ingkar janji itu menurut Bung Karno hanya bisa
dilawan dengan perjuangan yang utuh dan bersatu (Kris Wijoyo Soepandiji,
2018: HIm. 82). Disinilah inspirasi persatuan dan konsensus nasional menjadi
batu penjuru dalam perjuangan mengutuhkan wilayah Republik Indonesia.

Berangkat dari aspirasi 11 Juli 1945 maka dengan demikian
mempersatukan Nusantara sebenarnya adalah proses mengutuhkan wilayah
Negara Republik Indonesia dan bukan semangat ekspansionistis ke luar yang
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sempit. Oleh karena itu memahami aspirasi 11 Juli 1945 adalah suatu
keharusan bagi bangsa Indonesia supaya dapat menata arah masa depannya
menuju masyarakat adil dan makmur serta bukan bias menuju disintegrasi dan
bubarnya Negara Indonesia. Konsep keindonesiaan yang relatif baru ini
niscaya akan bertahan dalam deraan jaman jika insan Indonesia peka terhadap
gerak sejarah dan cita-cita luhur bangsa untuk menegakkan inspirasi persatuan
dan konsensus nasional.

I1l. MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
INTEGRASIONIS ATAU INVASIONIS?

Ancaman disintegrasi bangsa adalah tema besar yang dihindari oleh
banyak pihak dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara selama 76
tahun ini sejak tahun 1945, Sejarah menunjukkan adanya dua golongan besar
kelompok yang berusaha mewujudkan inspirasi kemerdekaan yang
berkesinambungan. Kelompok itu adalah kelompok Integrasionis dan
kelompok invasionis. Integrasionis adalah kelompok yang berusaha
mewujudkan inspirasi persatuan melalui langkah-langkah konsensus nasional
yang berusaha menggalang solidaritas kenusantaraan dalam inspirasi
persatuan sebagaimana telah dirintis dalam aspirasi 11 Juli 1945. Sementara di
sisi lain adalah kelompok Invasionis yang secara tegas berusaha mengutuhkan
wilayah Indonesia Raya dengan slogan dan tindakan yang bernuansa
militerisme sehingga konsep NKRI Harga Mati menemukan relevansinya
dalam perjuangan mengutuhkan wilayah Indonesia merdeka.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa memuat dialektika dua
kelompok ini sejak awal perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945.
Pemahaman yang utuh akan dikotomi (integrasionis dan invasionis) dan
dialektika yang terjadi akan membawa pengertian yang komprehensif dan
menghindarkan di masa depan bangsa Indonesia akan jatuh pada jurang
disintegrasi. Secara spiritual sikap ini bermuara pada klausula dalam Alinea Ill
Pembukaan UUD’45 bahwa : “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.” Kalimat ini memberikan makna bahwa perjuangan
kemerdekaan Indonesia adalah direstui Tuhan, kemudian wajib dilakukan
sebagai perwujudan dari keinginan luhur manusia Indonesia dan diarahkan
pada kehidupan kebangsaan yang bebas. Tiga hal ini adalah pilar perjuangan
yang wajib dipahami dengan benar dan dijalankan secara proporsional sesuai
derap jaman.

Sejarah  menunjukkan secara jelas dialektika antara kelompok
perjuangan integrasionis dan invasionis yang melahirkan Kerjasama dan
pertentangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kekuatan pertahanan
dan keamanan Indonesia berada di tangan militer, yaitu TNI (Tentara Nasional
Indonesia) yang bertanggung jawab atas kekuatan pertahanan dan secara
langsung melindungi eksistensi Republik Indonesia dari ancaman asing. Soal
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keamanan menjadi soal yang tertinggi bagi Republik Indonesia sejak
pengakuan kedaulatan. Dan soal keamanan ini sebenarnya tak lain dari perang
saudara lagi, di mana barisan-barisan bersenjata dari bangsa kita sendiri
bertarung semakin banyak dalam suasana perang total pula, karena
persengketaan golongan lawan golongan dan partai lawan partai.2 Tugas ini
cukup berat khususnya di masa-masa awal Republik yang diutarakan oleh
Bapak AH. Nasution sebagai berikut :3

“Sebagai seorang panglima saya seringkali merenungkan

kesulitan dualism di pihak kita, bertempur dan berdiplomasi.

Dualisme yang tak terhapus dari perasaan kami generasi 45 di

TNIL”

Semangat invasionis ini bangun sebagai reaksi-objektif atas ancaman
konkret yang dialami oleh bangsa dan negara tetapi dualisme cara perjuangan
yang berdialektika antara diplomasi (integrasionis) dan bertempur (invasionis)
yang pada kenyataan bermuara pada satu tujuan luhur yaitu kelanggengan
Republik Indonesia.

Tempaan jaman sejak berdirinya Republik telah memberikan
pengalaman berharga dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara
Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi. Konsep Indonesia adalah
konsep yang baru dan belum lagi 100 tahun berlalu. Namun demikian situasi
dan kondisi geopolitik yang darurat akibat beragamnya masyarakat Indonesia
telah memberikan titik lemah bagi kelanggengan Indonesia dipercaturan dunia.
Pancasila sebagai konsensus nasional selama 76 tahun ini telah diuji oleh
pukulan sejarah dan tangguh dalam mempertahankan keutuhan wilayah
Negara Republik Indonesia. Namun demikian, lebih dalam lagi perlu diingat
bahwa tugas untuk mengutuhkan wilayah Negara Republik Indonesia yang
merdeka sebagaimana disepakati dalam aspirasi 11 Juli 1945 seharusnya
menjadi inspirasi persatuan yang senantiasa menjadi suluh bagi persatuan
nasional. Pengalaman selama 76 tahun dan dikotomi yang dialektik antara
kelompok integrasionis dan invasionis yang berlangsung selama ini
seyogianya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa guna mengokohkan
persatuan bangsa dalam rangka mengutuhkan wilayah Republik Indonesia.

Syukurlah bahwa pertarungan dialektik antara dua kelompok tersebut
(integrasionis dan invasionis) tidak mengakibatkan pecahnya negeri Indonesia
yang nota bene sama-sama kedua kelompok ini cintai. Cinta tanah air itu
tercermin dalam sikap dan komitmen pemimpin militer yang diungkapkan oleh
Bapak A.H. Nasution dalam memoarnya sebagai berikut : 4

2 Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas : Jilid 2 Kenangan Masa Gerilya
(Jakarta : Gunung Agung, 1983), HIm. 265.

3 Dr. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas : Jilid 1 Kenangan Masa Muda
(Jakarta : Gunung Agung, 1984), HIm. 186.

4 Nasution, op. cit., HIm. 185
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“Saya berpendapat, bahwa keutuhan persatuan adalah lebih
penting. Sebaliknya pecahnya pimpinan nasional dengan TNI
akan berarti pecahnya Republik yang sedang kita bela
kehadirannya.

Cinta tanah air telah melahirkan rasa takut kehilangan yang lebih
bernuansa sloganistik tanpa adanya kesadaran akan ancaman disintegrasi itu.
Aspirasi 11 Juli 1945 menjernihkan ketakutan itu menjadi kesadaran dan
membuka pemikiran orang untuk secara lebih sadar mempertahankan dan
melestarikan nilai-nilai yang diwarisi oleh konsep keindonesiaan itu.

Aspirasi 11 Juli 1945 memberikan Kompas yang jelas akan arah
Republik Indonesia ke depan dan dalam lingkungan yang bagaimana nilai-nilai
kemanusiaan dan  kehidupan  kebangsaan yang bebas akan
ditumbuhkembangkan. Papua adalah salah satu kasus dalam lautan sejarah
Republik Indonesia yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Berpatokan
pada pemikiran yang sloganistik akan memerangkap pemikiran yang dinamis
sekalipun dari manusia Indonesia yang berkeinginan luhur untuk terbentur
pada slogan yang dibakukan dan akhirnya akan Bernama doktrin apalagi
dogma.

Ketika pemikiran membeku menjadi dogma maka akhirnya
disintegrasi yang selalu dihindari akan terpatri sebagai nasib bangsa Indonesia
yang pasti di masa depan. Ketika pemikiran terpaku menjadi dogma maka
mempertahankan Indonesia sebagai sebuah nilai yang inspiratif dalam dunia
yang berkembang menjadi tidak lagi relevan dan akhirnya konsep Indonesia
akan ditinggalkan karena hanya abu yang diwariskan dan bukan api.

Dengan memahami nilai-nilai dan menghindarkan diri untuk berbicara
dalam wacana yang sloganistik maka arah Papua tidak akan lagi menjadi
pertanyaan Quo Vadis karena sudah jelas arah tujuannya sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan UUD’45 untuk berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

IV. KESIMPULAN

Sejak ditandatanganinya New York Agreement pada tanggal 15
Agustus 1962 maka secara resmi Papua mulai menjalani proses Kembali ke
pangkuan Ibu Pertiwi. Kendatipun Papua secara resmi menjadi wilayah NKRI
pada tanggal 1 Mei 1963, tetapi sengkarut sejarah dan diskursus integrasi
wilayah Papua tidak pernah berakhir sampai hari ini. Lepasnya Timor Timur
dan Sipadan Ligitan dalam waktu sepuluh tahun menjadi preseden yang kokoh
bagi Benny Wenda untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dan wacana
kemerdekaan menjadi iming-iming gerakan separatis yang paling manjur.

Hal ini dipahami masyarakat dunia dalam narasi dan redaksional yang
tidak utuh tetapi sangat tendensius bagi lepasnya Papua dari wilayah Indonesia
yang merdeka. Aspirasi 11 Juli 1945 menjernihkan pemahaman bahwa
inspirasi persatuan seyogianya disosialisasikan bukan melalui langkah-
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langkah invasionis karena semangat jaman dewasa ini sepenuhnya
memberikan angin pada demokrasi sehingga langkah-langkah integrasionis
yang hadir melalui konsensus-konsensus nasional menjadi solusi alternatif
yang bukan hanya membuka jalan bagi masa depan Papua tetapi terutama bagi
masa depan Indonesia.

Semangat aspirasi 11 Juli 1945 menjadi inspirasi dalam perjuangan
menghadapi gelombang separatisme yang berkembang pesat seiring dengan
angin demokrasi. Melawan konsep jelas wajib menggunakan konsep dan
disinilah FHUI dapat berkiprah menghadapi ancaman disintegrasi oleh kaum
separatisme. Satu semangat yang menjadi kekuatan bersama adalah bahwa
tidak ada bangsa yang berjuang untuk masa depan yang jauh lebih buruk.
Dengan aspirasi 11 Juli 1945 masa depan yang lebih baik itu menjanjikan
karena konsep keindonesiaan itu dibangun dalam kepungan dan wilayah
Indonesia direbut dengan persatuan keinginan yang luhur untuk berkehidupan
kebangsaan yang bebas.
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Abstrak

Sengketa kesehatan bukan menjadi hal yang asing dewasa ini. Perubahan pola hubungan antara
dokter — pasien yang dahulu paternalistik menjadi partnership mengikuti perkembangan zaman
menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya jumlah gugatan dari pasien terhadap tenamaupun
fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus-kasus sengketa kesehatan memiliki karakteristik yang unik
dibandingkan dengan jenis sengketa lain. Hal ini dikarenakan tidak hanya berdampak pada
individual sebagai subyek hukum, tetapi juga profesi yang diemban dan atau lembaganya.
Karakter dari profesi dan lembaga akan dirugikan apabila proses penyelesaian sengketa
kesehatan dilakukan secara terbuka melalui proses litigasi. Terdapat berbagai jenis alternatif
penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh selain jalur litigasi, salah satunya adalah mediasi.
Mediasi dalam bidang kesehatan telah diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sifat tertutup dan rahasia dalam proses mediasi menjadi kunci
utama dalam proses penyelesaian sengketa kesehatan dikarenakan memberikan perlindungan
terhadap individu maupun Lembaga yang sedang bersengketa sehigga citra lembaga terjaga.
Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa wajib dilakukan
untuk mendapatkan hasil terbaik yang sifatnya win-win bagi kedua belah pihak yang
bersengketa.

Abstract

Medical disputes are very common nowadays. The change in the pattern of the relationship
between doctors and patients, which used to be paternalistic to become a partnership following
the times, is one of the factors causing the large number of lawsuits from patients against
medical personnel and health care facilities. Medical dispute cases have unique characteristics
compared to other types of disputes. This is because it does not only have an impact on
individuals as legal subjects, but also the professions carried out and or their institutions. The
character of the profession and institution will be harmed if the health dispute resolution process
is carried out openly through the litigation process. There are various types of alternative
dispute resolution that can be taken apart from litigation, one of which is mediation. Mediation
in the health sector has been mandated in Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning
Health. The closed and confidential nature of the mediation process is the main key in the
medical dispute resolution process because it provides protection for individuals and
institutions in dispute so that the image of the institution is maintained. Therefore, optimizing
the implementation of alternative dispute resolution must be carried out to obtain the best results
that are win-win for both parties to the dispute.

I. LATAR BELAKANG

Pada masa lampau, dalam hubungan antara dokter — pasien, dokter
dianggap tahu segalanya (father knows best) oleh pasien. Kondisi ini
menyebabkan timbulnya hubungan vertikal antara dokter dan pasien dan
melahirkan hubungan yang paternalistik antara dokter dan pasien. Derajat
kedudukan dan peran dokter yang memiliki peran pengobat dianggap lebih
tinggi oleh pasien yang menderita sakit karena keadaan psikobiologis pasien
memberikan peringatan bahwa sang pengobatlah yang dianggap mampu
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memberikan bantuan pertolongan berdasar kemampuan profesionalnya.l
Namun, seiring dengan berkembang pesatnya sarana informasi, pengetahuan
dan kesadarannya masyarakat semakin meningkat dalam hal tanggung
jawabnya terhadap kesehatannya. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan
dari pasien terhadap hubungan yang seimbang atau horizontal antara dokter
dan juga pasien.

Dalam perkembangannya, pola hubungan antara dokter dan pasien
yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang
lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi.2 Hal
ini berarti kedudukan dokter dan pasien adalah seimbang dan pasien lah yang
lebih berhak menentukan apa yang terbaik bagi dirinya setelah mendapat
penjelasan yang komprehensif dari dokter. Segala sesuatunya
dikomunikasikan diantara kedua belah pihak, sehingga menghasilkan
keputusan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, baik
dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun si pasien sendiri
selaku penerima pelayanan Kesehatan. Dalam hal dokter telah melakukan
tindakan medis yang menyimpang dan tidak sesuai dengan standar profesinya,
maka dokter tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan
hukum yang berlaku.3

Seiring dengan berkembangnya pola hubungan dokter dan pasien
tersebut, semakin banyak pula jumlah pasien yang melayangkan gugatan, baik
pidana maupun perdata terhadap dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan
karena didasari rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang
diterima atau merasa kepentingannya dirugikan. Desriza Ratman dalam
bukunya “Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Nonlitigasi terhadap Sengketa
Medik dengan Konsep Win-Win Solution” mendefinisikan sengketa medik
sebagai terjadinya pertentangan antara pihak pasien dan pihak dokter atau
rumah sakit disebabkan adanya salah satu pihak yang tidak puas atau
terlanggar haknya oleh pihak lain.4 Safitri Hariyani dalam buku Sengketa
Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dan Pasien
menyatakan sengketa medik merupakan sengketa yang terjadi antara dokter
dengan pasien dalam praktik kedokteran.5

Pada 2019 lalu, terdapat seorang pasien yang menggugat RSUD
Kabupaten Bekasi atas dugaan malpraktik untuk memperbaiki kondisi

1 Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku 1,
(Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), him. 89-90.

2 Retno Harjanti Hartiningsih, “Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien”.
Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Vol. 14 No. 1 (Juli
2020), him. 1.

3 Wahyu Andrianto, “Malpraktik Medis di Rumah Sakit, Implikasi pada Tanggung
Jawab Hukum dan Orientasi Bisnis Rumah Sakit,” (Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia,
2005), him. 4-5.

4 Ndeadmin, “Sengketa Medis”, https://pendewal.com/sengketa-medis/ diakses 24
September 2021.

5 Ibid.
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tangannya seperti semula ke rumah sakit lain hingga tuntas atau membayar
ganti rugi hingga Rp 2 miliar.6 Keberadaan pandemi COVID-19 juga
memperluas kemungkinan timbulnya sengketa kesehatan. Pada tahun 2020,
keluarga pasien menggugat RS Dedi Keluarga Purwokerto untuk memberikan
ganti rugi sebesar Rp5,3 miliar ke PN Purwokerto. Hal ini disebabkan keluarga
pasien tidak terima karena pasien sejak mulai dirawat hingga meninggal
diperlakukan seperti pasien COVID-19. Padahal belakangan, diketahui bahwa
pasien tersebut negatif COVID-19.7 Kita perlu mengingat terdapat sebuah asas
dalam hukum pidana ‘ultimatum remedium’ yang memiliki arti hukum pidana
hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.8
Optimalisasi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa wajib dilakukan
untuk mendapatkan hasil terbaik yang sifatnya win-win bagi kedua belah pihak
yang bersengketa.

Il. PEMBAHASAN
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Kesehatan
1. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa
Mekanisme penyelesaian melalui pengadilan terus mendapatkan kritik
lantaran prosesnya yang panjang dan berbeli, membutuhkan biaya yang cukup
banyak, dan hasil bersifat win-lose yang akan meninggalkan dendam para
pihak. Sejalan dengan itu, muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif
dengan konsep atau metode penyelesaian yang bersifat konsensus, kooperatif
dan hasil yang dapat diterima baik oleh para pihak, mekanisme ini dikenal
dengan nama Alternative Dispute Resolution (ADR).9 Alternative Dispute
Resolution juga dikenal dalam penyelesaian sengketa di bidang kesehatan,
yaitu dengan mekanisme Konsiliasi, Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase.
a) Konsiliasi
Konsiliasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengkenta dengan
mempertemukan para pihak untuk aktif mencari penyelesaian sengketa
dengan bantuan pihak ketiga dengan tetap mendasar pada konsensus para
pihak.10 Pihak ketiga memiliki peran untuk mengambil inisiatif
menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang akan
diajukan kepada para pihak, yang mana sangat bergantung pada itikad

6 Tommi Andryandy, “Diduga Mal Praktik, Taufik Hidayat Gugat RSUD Kabupaten
Bekasi Rp 2 Miliar”, https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01317871/diduga-mal-
praktik-taufik-hidayat-gugat-rsud-kabupaten-bekasi-rp-2-miliar diakses 24 September 2021.

7 Eko Widiyatno, “Keluarga Gugat RS Karena Pasien ‘Dicovidkan’”
https://www.republika.co.id/berita/glozcn409/keluarga-gugat-rs-karena-pasien-dicovidkan
diakses 25 September 2021.

8 Anonim, “Ultimatum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum”,
https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/ diakses 25
September 2021.

9 Ibid., him. 6.

10 H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase, (Jakarta: Raja
Grafindopersada, 2004), him. 11.
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baik dan keaktifan para pihak yang bersengketa, karena kosiliator tidak
memiliki kewenangan untuk memutus hasil kesepakatan.11

b) Negosiasi
Negosiasi dalam arti kata secara harfiah berarti musyawarah atau
berunding, yang mana merujuk pada bentuk penyelesaian sengketa yang
diselesaikan oleh para pihak tanpa bantuannya pihak ketiga.12

c) Mediasi
Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk menghasilkan kesepakatan para pihak yang
bersengketa dengan dibantu oleh mediator.13 Mediator secara aktif
memberikan bimbingan, arahan ataupun rekomendasi selama proses
perundingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi
mediator tidak berperan dan berfungsi sebagai hakim yang dapat
mengambil keputusan.14

d) Arbitrase
Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan
pihak ketiga yang netral, yang mana pihak ketiga dalam arbitrase
bertindak sebagai hakim yang memiliki wewenang yang diberikan oleh
para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa.15 Pilihan
penyelesaian sengketa melalui arbitrase umumnya dipilih untuk sengketa
kontraktual.16

2. Perkembangan ADR di Bidang Kesehatan

Alternatif penyelesaian sengketa disebut juga sebagai Alternative
Dispute Resolution atau disingkat ADR merupakan suatu rangkaian proses dari
para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di luar jalur pengadilan, baik
hanya para pihak saja yang menyelesaikan atau meminta bantuan dari orang
ketiga yang netral yang mengupayakan agar permasalahan sengketa tersebut
cepat selesai. Penerapan ADR terdapat pada berbagai bidang terjadinya
sengketa, salah satunya bidang kesehatan. ADR di bidang Kesehatan terus
mengalami perkembangan sejalan dengan adanya peningkatan jumlah
terjadinya sengketa kesehatan di Indonesia. Sejak tahun 1998-2006 terdapat
302 pengaduan kasus sengketa medis, selanjutnya sejak setelah dikeluarkan
UU Praktik kedokteran dari tahun 2006 — 2016, MKDI justru mencatat adanya
peningkatan jumlah kasus sebesar 362 pengaduan. Selain itu, dat pada tahun
2013 ditemukan 182 kasus malpraktek di seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus
dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan

11 Mahkamah Agung RI, Laporan Penelitian ..., him. 17.

12 Ibid., him. 15.

13 Dedi Afandi, “Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis”, Majalah
Kedokteran Indonesia, Vol. 59, No. 5 (Mei 2009), him. 190

14 Mahkamah Agung RI, Laporan Penelitian ..., him. 16.

15 Ibid., him. 17.

16 H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase ..., him. 11
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dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. Tren
kesehatan saat ini kemudian kembali menjadi perhatian semanjak terjadinya
Pandemi COVID-19. Berbagai kasus sengketa kesehatan menjadi sorotan
publik yang dapat membahayakan karakteristik sengekta di bidang
kesehatan.17

Perkembangan sengketa kesehatan yang terus fluktuatif dan dinamis
mendorong berbagai fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga medis dan
kesehatan untuk berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian
terjadinya sengketa di bidang kesehatan. Dalam prakteknya, ADR yang
seringkali diterapkan di bidang kesehatan biasanya melalui proses negosiasi
dan mediasi. Tidak jarang kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan seperti
rumah sakit, klinik, dan lain-lainnya mendaftarkan anggotanya dalam
pelatihan untuk dapat menjadi seorang negosiator dan mediator. Sifat ADR
yang memberikan perlindungan terhadap individu maupun lembaga di bidang
kesehatan merupakan tujuan utama yang diharapkan oleh para subyek di
bidang kesehatan. Oleh karena itu, berkembangnya konsep win-win solution
dan terjaganya kerahasiaan menjadi kunci utama dalam proses penyelesaian
sengketa kesehatan serta mendorong perkembangan ADR di bidang kesehatan.

B. Konsep dan Pengaturan Mediasi
1. Herzien Indonesis Reglement (HIR) dan Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg)

Konsep mediasi telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda.
Konsep mediasi pertama kali tertuang dalam Pasal 130 HIR yang menyatakan
bahwa menegaskan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak
menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan
mencoba memperdamaikan mereka.18 Hal ini berarti apabila adanya gugatan
ke pengadilan perkara perdata, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba
mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Hal yang sama dinyatakan dalam
Pasal 154 RBg.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Mediasi pertama kali dinyatakan sebagai salah satu bentuk alternatif
penyelesaian sengketa dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa:19
“Alternatif ~ Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

17 Dedi Afandi, “Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis”, Majalah
Kedokteran Indoensia, Vol.59, No. 5, 22009, him. 15.

18 Herzien Indonesis Reglement, Ps. 130.

19 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU
No, 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 1 angka 10.
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pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.”

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Mediasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara tegas
dalam Pasal 60 ayat (1) sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa. Pengaturan mengenai mediasi dalam UU ini hanya sebatas
menyatakan bahwa hasil dari penyelesaian sengketa melalui alternatif
penyelesaian sengketa dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat
final dan mengikat para pihak untuk kemudian dilaksanakan dengan itikad
baik. 20

4. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Mahkamah Agung telah berupaya mengatur prosedur mediasi di
pengadilan. Pertama-tama adalah melalui Sema No. 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, selanjutnya Perma No.2 Tahun
2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2008 sampai
akhirnya diperbaharui kembali dengan Perma No. 1 Tahun 2016 yang lebih
relevan dengan perkembangan dinamika masyarakat. Dalam perma terbaru ini,
secara garis besar mengatur tentang pedoman mediasi di pengadilan yang
menjabarkan mengenai ruang lingkup, jenis perkara wajib menempuh mediasi,
sifat proses mediasi, kewajiban menghadiri mediasi, itikad baik menempuh
mediasi, biaya mediasi (biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para
pihak), tempat penyelenggaraan mediasi, dan tata kelola mediasi di
pengadilan.

Kemudian diatur juga mengenai mediator yang terdiri dari sertifikasi
mediator dan akreditasi lembaga, tahapan tugas mediator serta pedoman untuk
mengatur perilaku mediator. Terdapat pengaturan mengenai tahapan
pramediasi yang meliputi kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban
kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan
mediator, pemanggilan para pihak, dan akibat hukum pihak tidak beriktikad
baik. Selanjutnya mengenai tahapan proses mediasi yang terdiri dari
penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi, ruang lingkup
materi pertemuan mediasi, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat, mediasi
ketika telah mencapai kesepakatan, kesepakatan perdamaian sebagian serta
mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Terdapat pengaturan
terkait perdamaian sukarela yang terdiri dari perdamaian sukarela pada tahap
pemeriksaan perkara dan perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum
banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ditegaskan pula mengenai
keterpisahan mediasi dari litigasi dan perdamaian di luar pengadilan

20 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No, 48 Tahun 2009, LN
No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
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5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, mediasi telah diatur secara tegas dalam
Pasal 29 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa: 21

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa mediasi dilakukan bila timbul
sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien
sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh
para pihak. Kata ‘harus’ dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa proses
mediasi wajib untuk dilakukan dalam hal sengketa kesehatan. Tujuan dari
keharusan ini adalah dalam rangka mencapai kepastian hukum.22

C. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan
mekanisme mediasi merupakan cara yang sudah lama dipakai untuk
menyelesaikan sengketa pada berbagai macam kasus, seperti bisnis,
lingkungan hidup, perburuhan, pertahanan, perumahan, maupun kesehatan dan
sebagainya yang merupakan ceriman dari tuntutan masyarakat atas
penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.23 Masyarakat Indonesia
memiliki sebuah kebiasaan dalam sistem adat yang mana menyelesaikan
sebuah konflik maupun sengketa dengan mekanisme musyawarah mufakat
melalui sebuah forum tradisional, sehingga dapat menyelesaikan perselisihan
sekaligus memulihkan persaudaraan dan silaturahmi, atau dikenal dengan
istilah “Win Win Solution.”24

Adanya konsep Win Win Solution ini merupakan karakteristik utama
serta kelebihan yang paling menonjol dari mekanisme penyelesaian sengketa
melalui Mediasi. Kesepakan yang dihasilkan dari mediasi memang menuju
pada arah Win Win Solution karena kesepakatan lahir dari keputusan bersama
yang dapat diterima baik oleh masing-masing pihak serta adanya sifat
kerahasiaan proses mediasi karena pada dasarnya proses dan hasil kesepakatan
mediasi tidak wajib untuk dibuka untuk umum dan dipublikasikan.25 Selain

21 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No, 30 Tahun 1999, LN No. 36 Tahun
2009 LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 29.

22 Wahyu Andrianto, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Sebuah
Keniscayaan”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/It606d5a8455070/mediasi-
sebagai-penyelesaian-sengketa-kesehatan--sebuah-keniscayaan?page=all ~ diakses 26
September 2021.

23 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
(Yogyakarta: Gama Media, 2008), him. 56.

24 Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di
Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia”, Jurnal llmu Hukum, Vol. 3, No. 2, him. 217.

25 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003) him. 2.
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itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi cenderung tidak
mengeluarkan banyak biaya atau lebih murah, proses yang praktis, dan relatif
tidak formal dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui
pengadilan, sehingga penyelesaian sengketa melalui mekanisme Mediasi
seringkali menjadi alternatif pilihan untuk banyak pihak yang sedang
menghadapi suatu sengketa.26

D. Urgensi Penyelesaian Sengketa Kesehatan Melalui Mediasi

Dalam praktiknya, sengketa kesehatan memiliki karakteristik-
karakteristik khusus yang membedakan dengan kasus-kasus sengketa pada
bidang lainnya. Sengketa kesehatan timbul antara pemberi pelayanan
kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan.27 Pemberi pelayanan
kesehatan yang dimaksud merujuk kepada Tenaga Kesehatan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU
Tenaga Kesehatan) dan Tenaga Medis berdasarkan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran).
Sedangkan, penerima pelayanan kesehatan yang dimaksud merujuk pada
setiap orang yang disebut pasien.

Sengketa kesehatan mempunyai karakter yang berbeda dengan
sengketa lainnya, hal ini dikarenakan sengketa dalam pelayanan kesehatan
tidak hanya berdampak pada individu sebagai subjek hukum saja, tetapi juga
profesi yang diemban dan atau lembaganya. Karakter dari profesi dan lembaga
akan sangat dirugikan bila proses penyelesaian sengeketa kesehatan dilakukan
bersifat terbuka melalui proses litigasi, sifat terbuka akan memberikan peluang
terhadap terjadinya pembunuhan karakter dari profesi yang diembannya.
Mediasi merupakan pendekatan non litigasi dalam penyelesaian sengketa yang
diakui oleh hukum positif di Indonesia, musyawarah untuk mufakat dengan
bantuan mediator dapat ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan, prinsip
kemanusiaan, keadilan dan dalam rangka menjaga hubungan baik untuk
mengakhiri sengketa yang ada.28 Mediasi kesehatan sebagai komplementer
dari proses litigasi akan sangat membantu lembaga peradilan dalam
menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara
di lembaga peradilan.29

I11. KESIMPULAN
Konsep mediasi telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda yang
tertuang dalam HIR dan RGb. Terdapat perma yang secara lex specialis

26 Rika Lestari, “Perbandingan Hukum ...”, hlm. 220.
27 Wahyu Andrianto, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Sebuah

Keniscayaan”, https://iwww.hukumonline.com/berita/baca/lIt606d5a8455070/mediasi-
sebagai-penyelesaian-sengketa-kesehatan--sebuah-keniscayaan?page=all ~ diakses 26
September 2021.

28 Ilma Navarinda Amna, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik di
Indonesia”, Skripsi Universitas Indonesia, 2018, him. 6-9.
29 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No, 30 Tahun 1999, Ps. 29.
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mengatur mengenai prosedur mediasi di pengasilan, yakni Perma No. 1 Tahun
2016. Mediasi dalam bidang kesehatan diwajibkan sebagaimana terkandung
dalam Pasal 29 UU Kesehatan. Sengketa kesehatan yang terus dinamis dan
kompleks mendorong para pihak yang bersengketa untuk menghindari jalur
litigasi karena proses yang berbelit, sehingga memilih mediasi sebagai
mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan. Dengan adanya sifat kerahasiaan
dalam mediasi menjadi kunci utama dalam proses penyelesaian sengketa
kesehatan, memberikan perlindungan terhadap individu maupun Lembaga
yang sedang bersengketa sehigga terhindar dari pencemaran nama baik dan
jatuhnya kepercayaan terhadap profesi atau lembaga tersebut. Konsep win-win
solution dalam mediasi merupakan hal yang sangat memperngaruhi para pihak
memilih mediasi sebagai pilihan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa
diantaranya.
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PENENTUAN TANTIEM BAGI DIREKSI/DEWAN KOMISARIS
SEPENUHNYA TERGANTUNG PADA KEPUTUSAN RUPS

Binoto Nadapdap

E-mail: binotonadapdap@ymail.com atau binotonadapdap@gmail.com

Bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Dekom) PT, penghasilan yang diharapkan dari
perusahaan selain gaji, antara lain adalah tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, asuransi,
kredit card, biaya cuti dan tantiem. Semua penghasilan ini, kecuali biaya cuti dan tantiem,
diperoleh oleh Direksi dan/atau Dekom secara tetap tiap bulan, sedangkan biaya cuti dan tantiem
akan didapatkan sekali dalam satu tahun, setelah tahun buku berakhir atau pada saat cuti tahunan
tiba. Direksi dan/atau Dekom Komisaris apakah akan mendapatkan tantiem atau tidak
mendapatkan, tergantung pada kinerja perusahaan. Dalam hal perusahaan berhasil meraih
untung, maka pada tempatnya apabila Direksi dan/atau Dekom dalam kalkulasinya akan
mendapatkan tantiem atas kinerja mereka dalam satu tahun buku. Keberhasilan perusahaan
meraih untung memungkinkan pemegang saham tergerak hatinya membagi keuntungan dengan
pribadi yang menjalankan dan mengawasi perusahaan selama tahun buku. Namun yang menjadi
pertanyaan adalah apakah Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan di tengah masa
jabatan mempunyai dasar untuk menuntut tantiem kepada perusahaan?

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun
ini serta belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, membawa dampak yang
begitu dashyat terhadap berbagai sudut kehidupan kita bersama tanpa
terkecuali. Dalam dunia bisnis misalnya, kita dapat lihat, rasakan dan saksikan
sendiri dampak buruk dari Covi-19 ini. Di media massa diberitakan bahwa
maskapai penerbangan milik negara Republik Indonesia, Garuda Indonesia
Airways (GIA) sedang mengalami persoalan arus kas yang cukup serius.
Beban utang dari perusaan pelat merah ini sudah sedemikian membubung
tinggi. Utang dari BUMN di bidang aviasi ini sudah mencapai angka 70 (tujuh
puluh) triliun Rupiah. Dengan kewajiban yang sedemikian besar, PT Garuda
Indonesia menghadapi persoalan yang cukup serius. Nasib PT Garuda
Indonesia Tbk (Persero) berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan
maskapai flag carrier ini di tengah berdarah-darah.1 Selain terjerat utang yang
menggunung hingga 70 triliun rupiah, Persero Garuda juga menderita kerugian
yang tidak sedikit karena Pandemi Covid-19. Dengan pendapatan sebesar 50
juta dolar AS per bulan, beban operasional Garuda Indonesia sekitar 150 juta
dollar AS per bulan. Artinya, perusahaan merugi 100 juta dollar AS atau
sekitra Rp 1.44 triliun (kurs Rp. 14.400 per dollar) per bulan.2

Salah seorang Komisaris PT Garuda Indonesia Airways Tbk
mengemukakan bahwa sebelum dirinya diangkat sebegai Komisaris, beban
utang dari perusahaan pelat merah ini sudah mencapai. 20 ( dua puluh) triliun
Rupiah. Dengan adanya pandemi Covid-19, utang ini semakin bertambah

1 https://money.kompas.com/read/2021/06/09/223600826/biang-kerok-rugi-garuda--
sewa-pesawat-lebih-mahlm-dari-maskapai-lain?page=all diakses tanggal 10 Juni 2021.

2 Kinerja BUMN, Restrukturisasi Utang Garuda Diperkuat dengan Efisiensi
Operasional, Harian Kompas, 23 Juni 2021, him. 9.
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terus. Melihat kondisi keuangan Garuda yang sudah sedemikian sulit ini,
sebagai salah satu langkah untuk mengurangi beban Garuda, untuk itu
Komisaris Garuda Peter F. Gontha dan Yenny Wahid meminta agar gaji
mereka untuk sementara agar jangan dibayar dulu. Pembayaran gaji mereka
akan dilaksanakan sampai diadakan RUPS berikutnya. Menyusul beban berat
utang yang melilit PT Garuda Indonesia Tbk, Peter F Gontha, meminta gajinya
tidak dibayarkan.3

I. BERTOLAK BELAKANG

Bila dalam cerita dari PT Garuda Indonesia Airways (GIA) Tbk di
atas, karena kondisi keuangan yang sedemikian parah, salah seorang Komisaris
mengambil inisiatif dengan cara menulis surat kepada manajemen perusahaan
yang agar gajinya Komisaris tidak dibayar dulu sampai diadakan RUPS lebih
lanjut. Cerita yang berbeda terjadi di salah satu PT yang bergerak menghimpun
dana dari masyarakat.

Dalam perkara tersebut, PT bersangkutan menghadapi gugatan dari
mantan Direksi dan Dewan Komisarisnya. Inti soal tuntutan dari mantan
Direksi dan Dewan Komisaris adalah gugatan perbuatan melawan hukum
karena Pemegang Saham tidak memberikan tantiem pada waktu mantan
Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan oleh Pemegang Saham sebelum
masa jabatan mereka berakhir. Mantan Direksi dan Dewan Komisaris
diberhentikan lebih cepat dari jangka waktu yang diputuskan pada saat
pengangkatan berdasarkan RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris
diberhentikan di tengah perjalanan. Tindakan dari Pemegang Saham yang
tidak memberikan tantiem ini, tidak dapat diterima oleh mantan Direksi dan
Dewan Komisaris. Karena mantan Direksi dan Dewan Komisaris tidak
mendapatkan tantiem pada waktu diberhentikan, kemudian mereka menuntut
hak atas tantiem ini melalui pengadilan negeri yang berwenang.

Alasan dari mantan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perseroan Terbatas adalah oleh

3 https://industri.kontan.co.id/news/keuangan-garuda-giaa-kritis-peter-f-gontha-
minta-gajinya-sebagai-komisaris-distop diakses tanggal 10 Juni 2021. Dalam suratnya yang
ditujukan kepada Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan tembusan kepada
Direktur Keuangan Garuda, Peter F. Gontha mengemukakan bahwa mengingat keadaan
keuangan Garuda yang tambah lama bertambah kritis, kami sebagai anggota Dewan Komisaris
yang sangat mengetahui penyebab-penyebab kejadian ini antara lain: 1. Tidak ada penghematan
biaya operasional antara lain GHA; 2. Tidak adanya informasi mengenai cara dan negosiasi
dengan lessor; 3. Tidak adanya evaluasi/perubahan penerbangan /route yang merugi; 4. Cash
flow manajemen yang tidak dimengerti; 5. Keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara
sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan Dewan Komisaris; 6. Saran komisaris yang oleh
karenanya tidak diperlukan; 7. Aktivitas Komisaris yang oleh karenanya hanya 5-6 jam
per/minggu. Maka kami mohon, demi “sedikit meringankan” beban perusahaan, untuk segera,
mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan
pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang, dimana
diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar
kritisnya keadaan perusahaan.
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karena pada saat mereka diberhentikan, mereka tidak mendapatkan tantiem
dari perusahaan. Padahal selama ini, dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris
diberhentikan lebih cepat dari waktu yang disepakati pada waktu
pengangkatan, mantan Direksi dan Dewan Komisaris selalu mendapatkan
tantiem. Menurut mantan Direksi dan Dekom, di perusahaan mereka pernah
menjabat, sudah beberapa kali terjadi pergantian Direksi dan Dewan Komisaris
yang lebih cepat dari RUPS pada saat pengangkatan. Semua Direksi dan
Dewan Komisaris yang diberhentikan lebih cepat ini, semuanya mendapat
tantiem atau yang sejenis dengan itu. Kepada Direksi dan Dewan Komisaris
yang diberhentikan di tengah perjalanan, semuanya mendapatkan tanda
terimakasih dari pemegang saham. Paling tidak ada semacam ucapan
terimakasih, berupa jabat tangan yang ada nilai rupiahnya. Soal besarnya
penghargaan yang diterima oleh mantan Direksi dan Dewan Komisaris tidak
selalu sama. Ada terjadi perbedaan antara Direksi yang satu dengan Direksi
yang lain. Mengenai besarnya penghargaan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris adalah tergantung kepada pemegang saham. Namun yang
dipersoalkan oleh mantan Direksi dan Dewan Komisaris bersangkutan adalah
oleh karena mereka sama sekali tidak mendapatkan sama sekali atas apresiasi
kerja mereka (Direksi dan Dewan Komisaris) selama mengurus PT.
Singkatnya mantan Direksi dan Dewan Komisaris menuntut kepada pemegang
saham agar mereka mendapatkan tantiem atau penghargaan atas
pemberhentian mereka selaku Direksi dan Dewan Komisaris PT di tengah
perjalanan. Selanjutnya para mantan Direksi dan Dewan Komisaris yang
diberhentikan lebih cepat dari masa jabatan itu mengemukakan alasan bahwa
oleh karena dalam beberapa kali pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
senatiasa ada tantiem atau penghargaan, maka putusan RUPS terdahulu tentu
menjadi pedoman bagi RUPS dalam mengambil putusan. Menurut mantan
Direksi dan Dewan Komisaris, keputusan RUPS terdahulu menjadi semacam
preseden terhadap putusan berikutnya pada saat RUPS memberhentikan diri
mereka selaku Direksi dan Dewan Komisaris.

Il. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak yang tidak
diberikan baik kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan oleh Undang-undang PT dan/atau anggaran dasar perseroan.
Menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 4- tahun 2007 salah sati hak dari
RUPS adalah Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan
jumlah penyisihan untuk cadangan.

Tercapainya keuntungan oleh perusahaan merupakan hal yang
diharapkan oleh pemegang saham. Dengan berhasilnya PT mendapatkan
keuntungan dalam satu tahun buku, bagi pemegang saham keuntungan tersebut
merupakan kabar yang menyenangkan. Ketika perusahaan mendapatkan
keuntungan, bagi pemegang saham dari segi tertentu, paling tidak perlu
menyuntik dana buat keperluan kegiatan perusahaan. Keuntungan yang
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diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai dana tambahan apabila perusahaan
membutuhkan biaya untuk sejumlah keperluan. Dalam hal ini, keuntungan
yang diperoleh perusahaan, RUPS dapat mengalokasikannya untuk keperluan
perusahaan itu sendiri, apakah itu untuk memperluas luas lahan, menambah
alat-alat kantor, memperbaiki gedung, menyumbangkan kepda amsyarakat
sekitar (CSR), menjadi pemegang saham di perusahan dan lain sebagainya.

Salah satu hak dari pemegang saham dalam keadaan di mana PT
mendapatkan untung adalah mendapatkan dividen. Perusahaan dapat
membeagikan dividen kepada Direksi apabila perusahaan mendapatkan saldo
laba yang positif. Persyaratan mendapatkan saldo laba yang positif ini dapat
diibaratkan sebagai daging empuk yang siapa untuk dipotong-potong oleh
yang berhak. Yang dapat diiris oleh pemegang saham adalah apabila daging
tersebut sudah tersaji di pelupuk mata. Kalau tidak ada daging, maka
memotong tulang itu terasa sakit. Jadi, untung dapat diibaratkan seperti daging
yang siap dibagikan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkannya dengan
syarat dan kesepakatan tertentu.

Perlu diingat bahwa pembagian keuntungan dari perusahaan tidak
secara otomatis beralih atau dapat dinikmati oleh pemegang saham. Ketika
perusahaan mendapatkan laba bersih dalam satu tahun buku, hal itu tidak
berarti secara serta merta beralih ke rekening pemegang saham. Perihal
penggunaan keuntungan perusahaan akan ditentukan melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).

Terhadap keuntungan perusahaan, RUPS bisa jadi memutuskan untuk
membaginya langsung kepada setiap pemegang. Untung dari perusahaan
langsung dibagikan kepada setiap pemegang saham begitu RUPS ditutup.
Dalam hal ini, para pemegang saham sepakat untuk memutuskan pembagian
keuntungan perusahaan tidak dialokasikan untuk keperluan lain, akan tetapi
adalah diberikan kepada pemegang saham. Dalam hal ini, ada pembagian
dividen kepada setiap pemegang saham sesuai dengan porsi dari saham yang
dimiliki oleh setiap pemegang saham.

Pada kondisi lain, bisa juga terjadi bahwa keuntungan perusahaan
tidak serta merta dibagikan kepada pemegang saham. Perihal penggunaan
untung dari perusahaan masih tunduk kepada mekanisme tertentu, yaitu
diputuskan melalui RUPS. Soal pembagian untung tergantung dari keputusan
RUPS. Keputusan RUPS sendiri mengenai pengalokasian atau pembagian
untung tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Tidak setiap pemegang saham
bersatu kata dan pendirian mengenai pembagian yang diraih oleh perusahaan.
Bisa saja di antara sesama pemegang saham mempunyai kepentingan yang
berbeda mengenai pembagian keuntungan yang berhasil diraup oleh
perusahaan.

Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa laba perusahaan tidak dibagikan
kepada pemegang saham Pembagian dividen tidak dibagikan setelah RUPS
ditutup. Dividen diperuntukkan untuk kebutuhan lain yang juga penting bagi
kelangsungan dan/atau perluasan aktivitas perusahaan. Misalnya, akses atau
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jalan ke lokasi perusahaan di mana perusahaan beroperasi atau mempunyai
kantor pusat sudah sedemikian parah. Jalan yang berlobang dan rusak parah
menjadikan arus mobil atau truk yang keluar masuk perusahaan mengalami
kesulitan. Dengan kondisi jalan yang buruk menjadikan arus masuk barang
dari dan ke perusahaan menjadi terhambat. Fasilitas jalan raya ke lokasi
perusahaan menjadikan waktu yang dibutuhkan bagi keluar masuk ke
perusahaan agak sulit diprediksikan. Kalau jalan yang rusak dibiarkan begitu
saja terus tanpa ada upaya perbaikan akan menimbulkan beban tambahan atas
aktivitas perusahaan. Arus keluar masuk kendaraan ke pabrik menjadi
terganggu. Arus keluar masuk yang terhambat ini pada ujungnya akan
menjadikan pengangkutan bahan produksi dan distribusi hasil produksi
menjadi terlambat. Karena itu, demi untuk kepentingan perusahaan jalan sudah
sedemikian rusak parah, perlu segera diperbaiki sendiri oleh perusahaan dari
keuntungan yang didapat. Pilihan yang paling rasional untuk alokasi
keuntungan perusahaan adalah memperbaiki akses jalan keluar masuk ke
lokasi perusahaan beroperasi yang sudah sedemikian parah rusaknya.

Memang untuk mengatasi kerusakan akses jalan ke lokasi perusahaan,
terbuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan pembangunan jalan
kepada pemerintah setempat (Pemda). Sesuai dengan sistem yang berlaku
mengenai pengusulan proyek melalui RAPBD dilaksanakan hanya satu kali
satu tahun. Bisa saja dianggarkan mengenai perbaikan jalan ke lokasi
perusahaan melalui RAPBD. Namun terhadap usulan perbaikan jalan ini perlu
dicatat, bahwa usulan bisa saja nanti akan disetujui atau bisa saja tidak
disetujui.

Mengajukan permintaan perbaikan jalan melalui Pemda, tidak mudah
untuk menentukan kepastian apakah akan disetujui atau tidak disetujui. Paling
tidak perlu waktu yang lebih lama menunggu pembahasan RAPBD. Itupun
nantinya belum pasti disetujui oleh DPRD. Pembangunan atau perbaikan akses
jalan ke lokasi perusahaan bisa dikabulkan dan bisa juga sebaliknya tidak
dikabulkan. Oleh karena itu, daripada mengharapkan perbaikan jalan yang
belum jelas ceritanya, adalah lebih baik apabila para pemegang saham yang
mengambil inisiatif untuk mengatasi persoalan perbaikan jalan akses menuju
lokasi perusahaan dengan mempergunakan dana perusahaan sendiri, yaitu
berupa keuntungan perusahaan. Demi untuk mengatasi hambatan yang dialami
oleh perusahaan selama ini, keuntungan kemudian yang didapat kemudian
dialokasikan untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak. Alokasi keuntungan
perusahaan untuk membangun jalan, nantinya bisa ditempatkan dalam pos
pengeluaran atau menjadi semacam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR). Pengalokasian untung perusahaan ini bisa diperhitungkan nantinya
dengan beban pajak misalnya.

Selain itu, bisa juga terjadi bahwa keuntungan perusahaan tidak
dibagikan kepada pemegang saham karena dipergunakan untuk keperluan
internal perusahaan. Dalam hal ini misalnya bisa terjadi bahwa tanah di mana
lokasi perusahaan berlokasi sudah tidak memadai lagi untuk menampung
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kegiatan perusahaan yang semakin tumbuh dan berkembang. Pada saat awal
perusahaan didirikan, tanah milik atau tanah yang disewa oleh perusahaan
masih memadai untuk menampung seluruh kegiatan perusahaan. Namun
seiring dengan perkembangan perusahaan, lahan milik perusahaan tidak lagi
memadai. Lahan yang tersedia sudah terasa semakin sesak. Karena perusahaan
sudah mengalami perkembangan yang sedemikian rupa, maka perlu ada
pembelian lahan yang lebih luas. Perlu perluasan lahan untuk menampung
aktivitas perusahaan yang semakin bertumbuh. Kebetulan ada tanah di dekat
lokasi perusahaan yang hendak dijual oleh pemiliknya. Harganya boleh
dikatakan tergolong tidak begitu mahal. Jika dibuat kalkulasi bahwa
keuntungan perusahaan masih cukup untuk membeli lahan yang dibutuhkan
bagi aktivitas perusahaaan. Dilihat dari kondisi obyektif perusahaan, yaitu
adanya kebutuhan mengenai perluasan lahan, maka untuk itu pemegang saham
memutuskan melalui RUPS bahwa untung perusahaan tidak dibagikan kepada
pemegang saham, akan tetapi dialokasikan untuk pembelian, akan tetapai
untuk membeli lahan.

Di sisi lain, seiring dengan upaya pemerintah untuk mengkaitkan
dunia industri dengan penelitian kampus, bisa juga terbuka kemungkinan
bahwa keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham, akan
tetapi diputuskan untuk mendukung kegiatan penelitian di perguruan tinggi.
Selama ini, salah satu kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam
melaksanakan penelitian adalah soal minimnya dana yang tersedia. Sejumlah
penelitian di perguruan tinggi tidak dapat dilaksanakan karena tidak
tersedianya dana yang cukup untuk menunjang penelitian. Proposal penelitian
yang sudah dipersiapkan cukup lama, namun karena tidak mendapatkan
sokongan dana, akhirnya berubah menjadi sebagai dokumen yang indah saja.
Proposal pada akhirnya tidak dapat dieksekusi oleh peneliti dari kampus.

Di satu sisi terhadap penelitian dari perguruan tinggi, perusahaan atau
perseroan terbatas berkepentingan terhadap hasil penelitian tersebut. Di sini
ada saling ketergantungan antara perusahaan dengan perguruan tinggi. Ada
pihak yang membutuhkan hasil penelitian di satu sisi dan di sisi lain ada pihak
yang membutuhkan untuk melakukan penelitian. Di sini dibutuhkan sinergi
antara dua entitas yang berbeda. Dengan adanya alokasi keuntungan
perusahaan untuk mendukung penelitian di kampus, diharapkan bahwa
penelitian tersebut akan dapat dipergunakan oleh dunia industri dalam kegiatan
usaha. Pengembangan suatu produk memang bisa saja dilaksanakan sendiri
oleh perusahaan. Cara ini sudah sering ditempuh oleh sejumlah perusahaan
yang tergolong besar. Artinya hasil penelitian dan pengembangan di
lingkungan perusahaan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi di si lain, soal
adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan perusahaan untuk menjalin
kerjasama penelitian juga sudah lazim terjadi. Dari sisi perusahaan, hasil
penelitian perguruan tinggi yang didanai oleh perusahaan, suatu saat
diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik kepada perusahaan atau
pemegang saham. Pengalihan keuntungan perusahaan yang tidak langsung
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dinikmati oleh pemegang saham pada saat memberikan bantuan ke perguruan
tinggi, akan tetapi pada masa yang akan datang

Perihal penggunaan keuntungan perusahan, apakah itu akan dibagi
langsung kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dipergunakan
sebagai CSR, dipergunakan untuk keperluan pengembangan perusahaan atau
untuk keperluan yang lain, semuanya ditentukan melalui RUPS. Pengambilan
keputusan mengenai penggunaan atau peruntukan untung perusahaan bisa
dicapai dengan suara bulat akan tetapi bisa juga dimbil berdasarkan voting.
Jadi apakah keuntungan perusahaan langsung dinikmati oleh pemegang saham
atau diperuntukkan untuk keperluan lain, semuanya dikembalikan kepada
keputusan RUPS.

Perihal penggunaan keuntungan perusahaan, di antara pemegang
saham bisa juga terjadi perbedaan. Yaitu sesama pemegang saham berbeda
kubu dan kepentingan mengenai alokasi keuntungan yang diraup oleh
perusahaan dalam satu tahun buku. Ada pemegang saham yang menginginkan
keuntungan langsung dibagi di satu sisi, dan di sisi lain ada juga pemegang
saham yang menginginkan agar keuntungan perusahaan tidak dibagi, ditahan
dulu sementara waktu. Hak atas dividen dalam hukum Indonesia dapat
dibagikan apabila disetujui oleh RUPS yang terkadang dikendalikan oleh
shareholder (pemegang saham) mayoritas.4 Perbedaan kepentingan mengenai
alokasi keuntungan perusahaan ada juga yang harus diselesaikan melalui
gugatan di pengadilan. Salah satunya adalah apa yang terjadi di salah satu
perusahaan besar industri mobil. Dalam perkara antara Dodge v. Ford Motor
Co misalnya, terjadi perselisihan di antara 2 (dua) kubu pemegang saham.
Pemegang saham tertentu tidak meinginginkan pembagian keuntungan,
sementara itu di sisi lain ada juga pemegang saham yang menginginkan agar
untung perusahaan dibagikan. Dodge memohon ke pengadilan agar
keuntungan perusahaan dibagikan pemegang saham, termasuk pemegang
saham minoritas. Dalam perkara ini, pengadilan mengabulkan permohonan
Dodge mengenai pembagian keuntungan kepada pemegang saham.5

Dalam hal perusahaan mengalami kerugian tidak ada pembicaraan
mengenai pembagian dividen. Ketika perushaaan tidak mendapatkan untung
sama sekali, maka tidak ada keunutngan yang dapat dibagi. Dalam sebuah
tubuh, keuntungan itu dapat diibaratkan seperti daging. Yang enak diiris itu
adalah daging lebih. Dalam hal ada daging yang tersedia, maka daging itu bisa
diiris. Akan tetapi ketika perusahaan mengalami kerugian, maka tidak ada
yang dapat diiris.

Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tidak
mempunyai kemampuan untuk membayar operasional, misalnya untuk

4 Prayoko, Robert, Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum
Perusahaan Modern, (Yogjakarta: Graha IImu, 2015), him. 138.

5 Grant M Hayden and Matthew T. Bodie, “One Share, One Vote and The False
Promise of Shareholder Homogenity” dalam Cordozo Law Review, Vol. 30 No. 2, 2008, him.
480.
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membayar gaji karyawan atau membayar sewa kantor. Performa perusahaan
yang buruk menjadikan likuiditas perusahaan menjadi tidak cair. Ada sejumlah
kewajiban yang tidak dapat dilunasi secara tepat waktu. Tagihan dari kreditor
tidak dapat dilunasi dan mungkin juga tidak mampu untuk dicicil. Singkatnya
perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajiban kepada
pihak yang berkepentingan. Untuk mengatasi kesulitan keuangan ini, apabila
perusahaan masih diharapkan dapat berjalan terus, maka untuk itu dari
pemegang saham dituntut adanya kesediaan untuk menyuntik dana segar
kepada perusahaan, baik itu dengan cara memberikan pinjaman kepada
perusahaan, menaikkan modal dasar dan kemudian menawarkan saham kepada
pemegang saham yang baru. Dengan masuknya pemegang saham yang baru,
perusahaan mendapatkan dana segar sebagai medium untuk menjalankan roda
perusahaan.

I1l. TANTIEM BUKAN HAK DARI DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS

Kembali kepada tuntutan dari mantan Direksi dan Dewan Komisaris
yang dalam tuntutan mengklaim tantiem sebagai hak, untuk menjawab
tuntutan tersebut perlu dikembalikan kepada ketentuan dalam UU PT yang
mengatur tentang penggunaan laba dari perusahaan. Pertanyaannya adalah
apakah tantiem merupakan hak Direksi dan Dewan Komisaris atau merupakan
hak dari RUPS?.

Pasal 71 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 menentukan bahwa
penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh
RUPS. Rumusan dalam UU PT ini jelas menentukan bahwa organ di dalam PT
yang berwenang untuk menentukan soal peruntukan atau pengalokasian
untung dari perusahaan hanyalah RUPS. Tidak ada organ di dalam PT atau di
luar PT yang berhak untuk menentukan soal pembagian untung dari
perusahaan. Dengan rumusan dari UU yang sedemikian rupa, tidak ada instansi
lain berhak untuk mengintervensi pemegang saham mengenai pengalokasian
untung dari perusahaan. RUPS adalah satu-satunya organ atau forum PT yang
berhak menentukan soal mau diapakan untung yang diperoleh perusahaan.
Semua kata penentunya ada di tangan RUPS.

Pengambilan suara dalam RUPS mengenai penggunaan keuntungan
perusahaan, apakah akan diberikan diberikan dalam bentuk dividen atau akan
dialokasikan  untuk keperluan yang lain adalah dikembalikan kepada
keputusan RUPS. Menurut ketentuan dalam Pasal 87 UU Nomor 40 Tahun
2007 bahwa Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Keputusan dengan suara bulat ini adalah keputusan yang diharapkan.
Dalam hal RUPS dapat mengambil keputusan dengan mufakat, itu artinya para
pemegang saham tidak mempunyai sudut pandang atau kepentingan yang
berbeda mengenai alokasi keuntungan perusahaan. Namun keputusan dengan
mufakat tidak selalu dapat tercapai. Dalam hal keputusan berdasarkan
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musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan cara untuk
mengambil keputusan dengan cara voting. Keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui lebih dari ¥z (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,
kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa
keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Maksud dengan musyawarah untuk mufakat disini adalah hasil
kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili
dalam RUPS. Sedangkan yang dimaksud dengan disetujui lebih dari %2 (satu
perdua) bagian adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih
dari ¥ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul
atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari ¥z (satu perdua)
bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara
terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara
lebih dari % (satu perdua) bagian.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain
dalam RUPS. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang
besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh rapat umum pemegang
saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen hanya boleh
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Tanpa ada
saldo laba yang positif yang diperoleh oleh Perseroan Terbatas, apakah itu
tahun buku yang sudah berlalu atau untuk tahun buku yang sedang berjalan
tidak akan ada pembagian dividen terhadap para pemegang saham.

Soal pembagian dividen selalu menarik di depan mata para pemegang
saham. Pada saat Perseroan Terbatas dalam satu tahun buku atau lebih berhasil
memperoleh laba bersih, hal itu tidak secara otomatis bahwa seluruh laba
bersih tersebut serta merta dinikmati oleh setiap pemegang saham begitu
RUPS ditutup. Perihal penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan
Terbatas, masih harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham.
Mungkin atau bisa saja terjadi bahwa para pemegang saham dengan sura bulat
sepakat bahwa keuntungan bersih Perseroan Terbatas akan dibagi seluruhnya
kepada para pemegang saham. Sebaliknya bisa juga terjadi, bahwa di antara
para pemegang saham timbul perbedaan mengenai persentase dan alokasi
keuntungan bersih yang diperoleh Perseroan Terbatas. Terhadap pembagian
dividen bisa juga penyelesaiannya harus lewat Pengadilan.

Pada prinsipnya dividen perusahaan adalah hak dari pemegang saham.
Apakah dividen sepenuhnya dinikmati oleh pemegang saham atau akan
mereka berikan kepada pihak lain, hal tersebut sepenuhnya tergantung pada
pilihan pemegang saham. Dengan kata lain, Direksi, Dewan Komisaris
dan/atau karyawan atau stakeholder tidak berhak memaksa pemegang saham
untuk mengalokasikan dividen perusahaan. Hanya Rapat Umum Pemegang
Saham satu-satunya organ dalam Perseroan Terbatas yang berhak menentukan
soal bagaimana serta berapa bagian dari dividen yang diperoleh Perseroan
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Terbatas akan dibagikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau
karyawan, jika pemegang saham tergerak hatinya.

Salah satu pokok soal ketika Perseroan Terbatas memperoleh laba
bersih yang dinyatakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
adalah perihal atau soal bagaimana pembagian atau pemberian tantiem dan
bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan Terbatas. Pemberian tantiem
dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan
untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali
ditentukan lain dalam RUPS.

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti dari
tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada
karyawan. Menurut kamus ini bahwa yang berhak untuk mendapatkan tantiem
hanyalah karyawan atau pekerja. Sedangkan menurut surat Sekretaris
Kementrian BUMN No S-326/S.MBU/2002 tanggal 3 Mei 2002, tantiem
diartikan sebagai penghargaan yang diberikan kepada direksi, komisaris dan
sekretaris komisaris BUMN persero setiap tahun apabila memperoleh laba
yang diputuskan dalam RUPS. Berdasarkan kedua rujukan ini bahwa yang
berhak untuk mendapatkan tantiem bukan karyawan akan tetapi adalah juga
Direksi, Komisaris dan sekretaris komisaris BUMN. Namun yang menjadi
pertanyaan adalah bahwa belum ada rujukan mengenai batasan tantiem yang
harus dibagikan kepada manajemen, direksi dan komisaris. Berapa maksimal
jumlah tantiem yang boleh dibagikan kepada direksi dan manajemen. Untuk
pertanyaan ini, tidak ada standar atau ketentuan yang baku, baik di perusahaan
murni swasta ataupun di BUMN. Dulu sebetulnya telah pernah diajukan suatu
formula mengatur rasio pembagian keuntungan yang diraih oleh suatu industri
di Indonesia, yakni 40% untuk pengusaha (pemilik), 30% untuk reinvestasi dan
30% harus dikembalikan untuk kesejahteraan buruh. Pada waktu usul ini
diajukan terjadi perdebatan yang cukup panjang mengenai porsi keuntungan
yang didapat oleh suatu industri. Pada saat itu pengusaha mengajukan formula
yang agak berbeda yakni 40% keuntungan bersih untuk pengusaha, 45% untuk
reinvestasi dan 15% untuk buruh. Hingga sekarang, formula pembagian
dividen (laba bersih) ini belum ada kesepahaman di antara Pemegang Saham,
Direksi, Komisaris dan/atau karyawan Perseroan Terbatas.6

Oleh karena pembagian tantiem didasarkan pada hitungan satu tahu
buku perusahaan, yaitu diputuskan pada saat RUPS Tahunan, sedangkan
dalam kasus di atas Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan di tengah
perjalanan, oleh karena itu, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut tidak berkaitan dengan hitungan-hitungan tantiem. Dilihat dari
aktivitas perseroan, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris belum dapat
diputuskan karena RUPS pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris adalah

6 Binoto Nadapdap, Kubu Buku: Dari Resensi ke Resensi, (Yogyakarta: K-Media,
2015), him. 19-20.
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RUPS luar biasa, bukan RUPS Tahunan. Padahal penentuan apakah
perusahaan mempunyai saldo laba positif adalah berdasarkan kegiatan
tahunan. Pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan melalui RUPS
Luar Biasa, maka pada saat itu belum ada perhitungan laba saldo positif selama
satu tahun.

Dengan kata lain hendak dikatakan bahwa tuntutan dari Direksi dan
Dewan Komisaris yang menuntut agar perusahaan memberikan tantiem ketika
mereka diberhentikan di tengah perjalanan adalah permintaan yang berlebihan.
Namun dalam hal pemegang saham pada saat memberhentikan Direksi dan
Dewan Komisaris sebelum waktunya, apakah akan memberikan uang tanda
pisah atau terimakasih, sepenuhnya tergantung kepada niat baik dari pemegang
saham. Memang tidak dilarang apabila pada saat RUPS memberhentikan
Direksi dan Dewan Komisaris di tengah perjalanan, dengan berbagai
pertimbangan, pemegang saham diperbolehkan untuk memberikan tanda
terima kasih kepada pengurus perusahaan yang menurut perhitungan
pemegang saham bahwa Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan
kontribusi yang tidak sedikit terhadap kemajuan perusahaan selama mereka
menjabat. Semua terserah kepada kemurahan hati dari pemegang saham
semata.

V. TIDAK ADA ASAS PRESEDEN MENGENAI KEPUTUSAN RUPS

Neraca suatu perusahaan tidak selalu bersfat stabil. Ada masa pasang
surut di dalam aktivitas perusahaan. Untuk masa waktu tertentu bisa saja atau
mungkin terjadi bahwa perusahaan mengalami kesulitan yang berkepanjangan.
Sekedar untuk mencapai titik break even point (kembali modal) sangat sulit
diraih. Perusahaan dihadapkan dengan kondisi sulit dan berlangsung dalam
tempo lama. Perusahaan rugi terus menerus secara berkepanjangan. Nafas
untuk bertahan sudah sangat tipis. Tabung oksigen persediaan sudah berada
dalam titik kronis. Singkatnya, perusahaan berada pada siklus aktivitas yang
morat marit.

Sebagai contoh dapat dikemukakan adalah apa yang terjadi sekarang.
Dengan adanya pandemi yang bersifat lintas benua agaknya perusahaan sangat
tidak realisitis apabila mengharapkan akan mendapatkan untuk besar. Dalam
suasana yang sulit, jika perusahaan bisa bertahan hidup sudah suatu hal yang
patut disyukuri. Kondisi perekonomian yang sedemikian parah menjadikan
perusahaan melakukan sejumlah pengetatan, baik itu dengan menghentikan
sebagian kapasitas produksi, mengurangi karyawan, memanggil karyawan
masuk bekerja berdasarkan orderan, pensiun dini, mem-PHK karyawan
sampai dengan menutup dan/atau melikuidasi perusahaan.

Di sisi lain, bisa juga terjadi bahwa perusahaan setelah bertarung
dalam suasana sulit selama bertahun-tahun kemudian berhasil keluar dari
lubang jarum. Upaya terus menerus yang ditempuh oleh manajemen
menjadikan perusahaan mulai menemukan paket yang pas terhadap kegiatan
usaha. Perusahaan mulai mendapatkan orderan yan bagus. Perusahaan
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mendapat sejumlah pekerjaan dari mitra lama atau mitra baru. Permintaan
dari sejumlah konsumen atau mitra menjadikan perusahaan mampu meraih
untung. Kerja keras menghadapi keuslitan sudah berbuah manis. Jika pada
masa lalu yang terjadi adalah masa sulit yang menyesakkan dada, sekarang
sudah berubah, perusahaan sudah dapat bernafas dengan lega dan panjang.
Perusahaan sudah mendapatkan untung yang lumayan besar.

Fluktasi kegiatan perusahaan yang kadang naik dan kadang turun
tersebut tentu berpengaruh terhadap keputusan dari pemegang saham. Dalam
hal perusahaan mengalami kerugian tentu tidak realistis untuk memberikan
tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Ketika perusahaan mengalami
kerugian tidak ada daging yang dapat diiris untuk diberikan kepada Direksi
dan Dewan Komisaris sebagai tantiem. Pembagian tantien hanya dimungkikan
apabila kinerja perusahaan adalah berada pada kutub positif.

Dalam hal pemegang saham pada RUPS sebelumnya membagikan
tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian tersebut diputuskan
oleh pemegang saham karena perusahaan mendapatkan keuntungan. Adalah
tidak nikmat kalau daging hanya dinikmati oleh pemegang saham semata.
Keuntungan perusahaan ada juga baiknya dibagikan kepada pengurus
perusahaan. Alasan sederhananya adalah perusahaan untung karena ada
kontribusi nyata dari pengurus perusahaan pada saat menjalankan dan
mengawasi gerak jalan perusahaan. Ketika ada untung diperoleh, tidak elok
rasanya apabila hanya pemegang saham semata yang menikmati keuntungan,
akan tetapi lebih pas apabila dibagikan juga kepada pengurus perseroan dalam
bentuk tantiem.

Kembali kepada pertanyaan apakah untuk pengambilan keputusan
dalam RUPS berlaku asas preseden (mengikat) sebagaimana yang berlaku
dalam pengambilan putusan oleh hakim. Menurut asas preseden bahwa
putusan yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi atau hakim terdahulu
mengikat terhadap perkara yang diputus kemudian. Dengan ketentuan bahwa
fakta dalam perkara adalah sama atau mempunyai banyak persamaan. Apa
yang diputuskan oleh oleh hakim terdahulu menjadi acuan bagi hakim dalam
mengadili perkara-perkara yang diadili di kemudian hari.

Sekalipun ada kejadian di mana pada waktu terjadi permberhentian
Direksi dan Dewan Komisaris pada masa-masa lalu, di mana ketika Direksi
dan Dewan Komisaris mereka mendapatkan tantiem, hal tersebut tidak
mengikat bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan berikutnya.
Pengambilan keputusan oleh pemegang saham adalah tergantung pada
keadaan dan kebutuhan perusahaan. Dan mengenai apakah kepada mantan
Direksi dan Dewan Komisaris akan diberikan atau tidak berikan tantiem
sepenuhnya ada di tangan RUPS. Tidak ada pihak lain yang mengintervensi
RUPS untuk mengambil putusan mengenai pembagian keuntungan
perusahaan, apakah dibagi langsung kepada setiap pemegang saham, sebagai
CSR, dipergunakan untuk investasi atau diberikan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris yang diberhentikan.
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Kalau mantan Direksi dan Dewan Komisaris mengatakan asas
preseden berlaku juga dalam pengambilan keputusan oleh RUPS, pendapat
tersebut adalah pendapat yang sulit dicari rujukannya dalam literatur hukum
perusahaan. Tetapi namanya juga pihak yang mengharapkan sesuatu,
terkadang apa yang tidak ada, salah satu upaya untuk mendukung harapan
tersebut, antara lain adalah dengan mencari jalan yang sebelumnya tidak
pernah terdengar, “terpaksa” diadakan supaya terkesan bahwa alasan yang
mereka kemukakan seolah-olah ada dasar hukumnyanya. Dengan adanya
alasan tersebut, tidak akan begitu nyata bahwa dasar mereka untuk meminta
sesuatu sebetulnya belum ada rujukan. Demi untuk mendapatkan sesuatu,
memang bisa terbuka kemungkinan untuk menggoyang kepercayan tehadap
prinsip dan tata cara dalam berbagai bidang yang selama ini sudah diakui
sebagai landasan yang sah, termasuk kewenangan dari institusi bisnis
perseroan yang bernama RUPS mengenai pembagian tantiem, di mana tantiem
itu berdasarkan ketentuan UU PT bukan merupakan hak dari mantan Direksi
dan/atau Dewan Komisaris, akan tetapi adalah kemurahan hati dari pemegang
saham untuk berbagi. Hendaklah kemurahan hati dari pemegang saham tidak
diartikan oleh mantan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi hak yang boleh
dituntut melalui proses hukum. Kemurahan hati itu tergantung kepada yang
memberikan, apakah akan dibagikan atau tidak akan dibagikan tergantung
pada pemegang saham. Hendaklah kemurahan hati dari pemegang saham tidak
diartikan sebaliknya menjadi menjadi semacam kewajiban dengan cara
berlindung di balik asas preseden. Asas preseden tidak dapat meniadakan hak
pemegang saham untuk memutuskan soal ada tidaknya tantiem kepada mantan
Direksi dan Dewan Komisaris, sekalipun diajukan gugatan ke pengadilan
untuk mendapatkannya, karena sistem hukum Indonesia tidak menganut asas
preseden. Penyusunan dalil gugatan bahwa asas preseden berlaku dalam
pengambilan keputusan RUPS adalah dalil yang terlampau jauh dan tidak ada
relevansinya dengan kegiatan usaha.
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PEMIKIRAN ANSELM VON FEUERBACH TENTANG HUKUM
PIDANA: PEMBACAAN ATAS LITERATUR PRIMER

Dion Valerian:

I. Pendahuluan

Penstudi ilmu hukum Indonesia mengenal nama Anselm von
Feuerbach2 sebagai pencetus konsep asas legalitas dalam hukum pidana, yang
diformulasikan dalam maksim Latin “nullum delictum nulla poena sine
praevia lege poenali” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana
yang mendahuluinya). Asas legalitas diejawantahkan dalam rumusan Pasal 1
ayat (1) KUHP Indonesia: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
sebelumnya”. Asas legalitas dipandang oleh para ahli sebagai salah satu asas
fundamental dalam hukum pidana.3 Meskipun beberapa ilmuwan menyatakan
bahwa ide dasar asas legalitas telah hadir dalam kitab-kitab suci agama jauh
sebelum Feuerbach merintis teorinya4, Feuerbach tetap diterima secara luas
dalam khazanah keilmuan hukum pidana sebagai pencipta adagium tersebut,
terutama pada tradisi sistem hukum civil law. Dalam A Modern History of
German Criminal Law (2014), Vormbaum menyebut bahwa Feuerbach
“mungkin dapat disebut sebagai teoritikus Jerman terpenting dalam ilmu
hukum pidana”.5

1 Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2016. Penulis
monograf Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia (2017) dan anggota tim
penyusun buku Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan
Perubahan (2019). Beberapa artikel ilmiah dan esai hukum populernya diterbitkan dalam
Integritas: Jurnal Antikorupsi, Jurnal Hukum & Pembangunan, Juris: Jurnal Kajian IImu
Hukum, Hukumonline.com, dan Bahasan.id. Alamat surel dionvalerian@yahoo.com.

2 Yuris Jerman pemegang gelar doktor ilmu filsafat (1795) dan doktor ilmu hukum
(1799) ini bernama lengkap Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1833). Feuerbach
pernah menjadi profesor di Universitas Jena, Universitas Kiel, dan Universitas Landshut, serta
Presiden Pengadilan Banding Anspach. Di bawah pengaruhnya, pembaruan legislasi pidana di
Bavaria dimulai pada tahun 1806 dengan penghapusan penyiksaan dalam proses peradilan
pidana. Feuerbach adalah penyusun KUHP Bavaria yang terbit tahun 1813. Disarikan dari
Encyclopadia Britannica 1911, entri Feuerbach, Paul Johann Anselm, dan Tatjana Hornle, PJA
von Feuerbach and his Textbook of the Common Penal Law, dalam Markus D. Dubber (ed.),
Foundational Texts in Modern Criminal Law, (United Kingdom: Oxford University Press,
2014), him. 120-122.

3 Dua asas fundamental dalam hukum pidana menurut Barda N. Arief adalah asas
legalitas dan asas kesalahan. Ahli lain, Gabriel Himlevy, merumuskan empat asas fundamental:
asas legalitas, asas perbuatan, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban personal, lebih
lanjut rujuk Dion Valerian, Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta:
RUAS Media, 2017), him. 1.

4 Rujuk antara lain pemikiran Topo Santoso dalam Hukum Pidana: Suatu Pengantar,
(Depok: Rajawali Pers, 2020), him. 316, serta pendapat J.E. Sahetapy dan Eddy O.S. Hiariej
dalam Valerian, Op. Cit., him. 14.

5 Thomas Vormbaum, A Modern History of German Criminal Law, (Verlag Berlin
Heidelberg: Springer, 2014), him. 37.
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Salah satu literatur hukum pidana Indonesia yang sering dirujuk
mengenai pemikiran Feuerbach adalah buku Moeljatno, Asas-asas Hukum
Pidana. Di dalamnya, Moeljatho menjelaskan bahwa maksim nullum delictum
nulla poena sine praevia lege (tanpa “poenali’) dirumuskan oleh Feuerbach
dalam buku Lehrbuch des peinlichen Recht. Meskipun menggunakan bahasa
Latin, maksim tersebut beserta asas legalitas tidak dikenal dalam hukum
Romawi kuno yang berbahasa Latin.6 Moeljatno juga menguraikan teori
Feuerbach tentang “vom psychologischen Zwang” (paksaan psikologis). Teori
ini berpandangan bahwa dengan adanya pengancaman sanksi pidana terhadap
suatu perbuatan yang dilarang, terdapat suatu tekanan psikologis kepada orang
yang hendak melakukan tindak pidana, berkenaan dengan sanksi pidana yang
akan dijatuhkan kepadanya jika ia melakukan tindak pidana itu.7

Meskipun sangat berpengaruh, di Indonesia masih sedikit publikasi
yang mengkaji pemikiran Feuerbach secara langsung dari literatur primernya.8
Acrtikel ini mencoba mengisi ceruk yang belum banyak ditulis tersebut, dengan
memanfaatkan terjemahan bahasa Inggris atas karya Feuerbach yang dimuat
dalam buku Foundational Texts in Modern Criminal Law (selanjutnya disebut
Foundational Texts) terbitan tahun 2014. Selain memuat artikel pengantar
kritis HOrnle atas pemikiran Feuerbach yang berjudul PJA von Feuerbach and
his Textbook of the Common Penal Law, Foundational Texts juga memuat
petikan (excerpt) dari buku Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland
gultigen peinlichen Rechts (Textbook of the Common Penal Law in Force in
Germany), yang diterjemahkan oleh Youngs dan Dubber.9 Menariknya,
Lehrbuch des gemeinen in Deutschland giltigen peinlichen Rechts
(selanjutnya disebut Lehrbuch) ternyata juga baru pertama kali diterjemahkan
dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris dengan publikasi buku
Foundational Texts tersebut.10

Lehrbuch Feuerbach, yang terbit pertama kali pada tahun 1801, terdiri
atas 3 (tiga) buku:

1. Buku kesatu: bagian filosofis atau umum hukum pidana (philosophical or
general part of penal law);

2. Buku kedua: bagian positif atau khusus hukum pidana (positive or special
part of penal law); dan

6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), him. 25-27.

7 lbid.

8 Sebagai perkecualian adalah buku J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum
Pidana material bagian umum, terj. Hasnan, (Tt: Binacipta, 1987), hIm. 51. Moeljatno di dalam
Asas-asas Hukum Pidana tidak menjelaskan secara spesifik mengenai sumber yang dirujuknya
untuk menjelaskan pemikiran Feuerbach. Moeljatno hanya menyebut bahwa ia mengutip salah
satu “karangan dalam Tijdschrift v. Strafrecht” saat menjelaskan tentang kejahatan di zaman
Romawi, Moeljatno, Loc. Cit.

9 Paul Johann Anselm Feuerbach, Textbook of the Common Penal Law in Germany
[Lehrbuch des gemeinen in Deutschland giltigen peinlichen Rechts], terj. Raymond Youngs dan
Markus Dubber, dalam Markus D. Dubber, Op. Cit., Appendix A.

10 Markus D. Dubber, Introduction: Grounding Criminal Law: Foundational Texts
in Comparative-Historical Perspective, dalam Markus D. Dubber, Op. Cit., him. 3.
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3. Buku ketiga: bagian pragmatik hukum pidana (pragmatic part of penal
law).

Petikan yang dimuat dalam Foundational Texts adalah sebagian dari

“Buku kesatu: bagian filosofis atau umum hukum pidana”, yaitu:

1. “Pengantar mengenai konsep, sumber-sumber, disiplin-disiplin
pendukung, dan literatur hukum pidana” (Prolegomena to the concept,
sources, ancillary disciplines and literature of penal law);

2. “Penjelasan tentang prinsip tertinggi hukum pidana” [Account of the
highest principle of criminal law (Criminalrecht)]; dan

3. “Penjelasan aturan hukum derivatif dari bagian umum” [Account of the
derivative legal rules (Rechtssatze) of the general part].

Il. PEMIKIRAN FEUERBACH

Berdasarkan petikan Lehrbuch yang tersedia dalam Foundational
Texts, penulis akan menguraikan pemikiran Feuerbach dalam tiga topik, yaitu:
1. ilmu hukum pidana;
2. paksaan psikologis; dan
3. prinsip tertinggi hukum pidana.

Sekadar komentar ringkas dari penulis terhadap pemikiran Feuerbach
akan dicantumkan dalam catatan kaki.

1. llmu Hukum Pidana

Menurut Feuerbach, hukum pidanall adalah ilmu mengenai hak-hak
negara yang didasarkan pada undang-undang pidana (criminal statutes)
terhadap subjek-subjek yang melanggar undang-undang tersebut
(Uebertreter). Karena sifatnya sebagai “hak negara”, hukum pidana tergolong
sebagai hukum publik, berbeda dengan hukum perdata yang melingkupi hak-
hak orang secara privat, dan dibedakan pula dari hukum tata negara
(Staatsrecht) yang merepresentasikan hak-hak berdasarkan konstitusi
negara.12

Lebih lanjut, Feuerbach membedakan hukum pidana ke dalam hukum
pidana umum dan hukum pidana positif. Hukum pidana umum adalah filsafat
dasar hukum (philosophy of the legal grounds) dari hukum pidana beserta
pelaksanaannya. Hukum pidana umum merupakan ilmu mengenai hak-hak
negara yang mungkin (possible rights) yang lahir dari undang-undang pidana.
Berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana positif merupakan hak-

11 Dalam Lehrbuch, Feuerbach menggunakan terminologi “criminal law” dan “penal
law” secara bergantian. Menurut Dubber, istilah yang lazim digunakan pada masa Feuerbach
adalah penal law atau peinliches Recht. Terminologi peinliches Recht merefleksikan asosiasi
istilah tersebut dengan “pengenaan/penjatuhan derita” atau “the infliction of pain (Pein)”, Ibid.,
him. 14.

12 Feuerbach, Op. Cit.,, § 1. Berdasarkan uraian ini, penulis berpendapat bahwa
definisi hukum pidana menurut Feuerbach lebih dekat kepada konsep ius puniendi daripada ius
poenale. lus puniendi bermakna hak negara untuk memidana, sementara ius poenale adalah
hukum pidana materiil yang berlaku. Lebih lanjut rujuk Santoso, Op. Cit., him. 14-15.
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hak aktual (actual rights) suatu negara yang muncul dari undang-undang
pidana.13

Feuerbach menerangkan bahwa ilmu hukum pidana positif berasal dari
prinsip umum mengenai hukuman terhadap perbuatan melawan hukum
[bagian filosofis (umum)]. Illmu hukum pidana positif kemudian
mendeskripsikan hak-hak tertentu suatu negara dalam menjatuhkan
penghukuman terhadap bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum [bagian
positif (khusus)].14 “Proses pidana”, yaitu doktrin yang membahas tentang
cara negara mengklaim haknya dari undang-undang pidana, merupakan bagian
dari hukum acara secara umum, dan ia terhubung kepada hukum pidana murni
karena kebutuhan pengajaran akademis semata.15

2. Paksaan Psikologis

Bagi Feuerbach, akumulasi kehendak (will) dan kekuasaan (power)
dari individu-individu demi tujuan melindungi kebebasan/kemerdekaan semua
orang yang bersifat resiprokal (timbal balik) membentuk suatu masyarakat
warga negara (civic society). Terminologi “negara” didefinisikan Feuerbach
sebagai suatu civic society yang diorganisasi dengan ketundukan kepada
kehendak bersama dan berdasarkan pada konstitusi. Tujuan negara adalah
penciptaan “kondisi hukum” (legal condition), yaitu ko-eksistensi (kehidupan
bersama) umat manusia yang selaras dengan hukum hak (nach dem Gesetze
des Rechts).16 Jika seseorang melampaui batasan-batasan kebebasan hukum,
maka ia telah melakukan suatu pelanggaran hak. Lebih lanjut, jika seseorang
melanggar kebebasan yang dijamin oleh kontrak negara (Staatsvertrag) dan
dilindungi dengan undang-undang pidana, maka ia telah melakukan suatu
kejahatan (crime).17 Pelanggaran-pelanggaran hak (Rechtsverletzungen)
dalam bentuk apapun bertentangan dengan tujuan negara, dan oleh karena itu
adalah amat esensial bahwa tidak boleh ada pelanggaran hak yang terjadi di
dalam negara. Negara dibenarkan dan terikat untuk melakukan tindakan-
tindakan (Anstalten machen) yang dengannya pelanggaran hak dibuat tidak
mungkin terjadi.18

Feuerbach memandang bahwa tindakan-tindakan negara itu harus
bersifat memaksa (compulsory measures, Zwangsanstalten), yang mencakup
paksaan fisik dan paksaan psikologis. Paksaan fisik menegasikan pelanggaran
hak dengan dua mekanisme:
1. secara antisipatif dengan mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak

yang belum selesai (completed), yaitu dengan mengupayakan keamanan

13 Feuerbach, Op. Cit., § 2.
14 Konsep ius poenale dalam pemikiran Feuerbach baru tampak dalam pembahasan

“ilmu hukum pidana positif”.
15 Ibid., § 4.
16 Ibid., § 82
17 Ibid., § 21.
18 Ibid., 8 9.
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yang menguntungkan pihak yang terancam, dan dengan secara langsung
mematahkan tenaga fisik pelaku yang melakukan pelanggaran; serta

2. menegasikan pelanggaran hak setelah pelanggaran itu terjadi, yaitu
dengan memaksa pelaku untuk memberikan penggantian atau
kompensasi.19

Selanjutnya, untuk dapat mencegah pelanggaran hak, di samping
paksaan fisik diperlukan pula jenis paksaan lain yang lebih dahulu eksis
sebelum terjadinya pelanggaran hak. Paksaan tersebut adalah paksaan
psikologis, yang berasal dari negara dan berlaku dalam semua kasus
individual .20

Feuerbach memandang bahwa akar psikologis dari semua pelanggaran
adalah sensualitas (sensuality, Sinnlichkeit). Impuls indrawi (sensual) ini dapat
dinegasikan jika semua orang mengetahui bahwa suatu hal yang jahat/durjana
(evil, Uebel) akan mengikuti tindakan tersebut secara tak terhindarkan.21
Suatu hal yang jahat itu harus lebih besar dari sekadar ketidakenakan
(displeasure, Unlust) yang muncul dari tidak terpuaskannya impuls melakukan
pelanggaran. Menurut Feuerbach, untuk menciptakan keyakinan umum
terhadap asosiasi antara suatu hal yang jahat (evil) dengan pelanggaran hak
tersebut diperlukan adanya:

1. suatu undang-undang yang menentukan bahwa suatu hal jahat (evil) itu
adalah konsekeunsi yang diperlukan (necessary consequence) dari
perbuatan pelanggaran hak; dan

2. hubungan kausal juga harus tampak dalam kenyataan aktual; suatu hal
jahat (evil) itu harus benar-benar dijatunkan kepada pelaku pelanggaran
hak setelah ia melakukan pelanggaran.

Efektivitas yang harmonis dari kekuasaan eksekutif dan legislatif demi
tujuan pencegahan (deterrence, Abschreckung) menciptakan paksaan
psikologis.22 Suatu hal jahat yang diancamkan negara melalui undang-undang
dan harus dijatuhkan berdasarkan kekuasaan undang-undang tersebut (by
virtue of the statute) adalah hukuman/sanksi pidana (civic punishment). Alasan
umum mengenai eksistensi dan perlunya hukuman/sanksi pidana itu, baik
dalam undang-undang maupun pelaksanaannya, adalah kebutuhan untuk
merawat kebebasan resiprokal milik semua orang dengan menghilangkan
impuls indrawi (sensual impulse) untuk melakukan pelanggaran hak.23

Bagi Feuerbach, tujuan dari ancaman hukuman/sanksi pidana dalam
undang-undang adalah mencegah orang melakukan pelanggaran hak

19 Ibid., § 10.

20 Ibid., § 12.

21 1bid., § 13. Mungkin deskripsi Feuerbach mengenai “suatu hlm yang jahat (an
evil)” di sini sedikit membingungkan, sehingga perlu diinformasikan bahwa yang Feuerbach
maksud sebagai “suatu hlm yang jahat” adalah “hukuman/sanksi pidana”. Menarik bahwa
Feuerbach memandang hukuman/sanksi pidana pada prinsipnya adalah sesuatu yang bersifat
“jahat”.

22 Ibid., § 14.

23 Ibid., § 15.
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(deterrence). Di sini, semua orang di dalam negara dianggap sebagai pihak
yang dapat menjadi pelaku (possible offenders, Beleidiger). Kemudian, tujuan
penjatuhan hukuman/sanksi pidana adalah terciptanya efektivitas pelaksanaan
ancaman pidana dalam undang-undang. Tanpa penjatuhan hukuman/sanksi
pidana, ancaman tersebut akan menjadi kosong/tidak efektif.24

Lebih lanjut, Feuerbach mengemukakan bahwa dasar hukum
(Rechtsgrund) dari ancaman hukuman/sanksi pidana adalah ko-eksistensi
hukuman/sanksi pidana tersebut dengan kebebasan hukum dari orang yang
diancamkan hukuman. Ini sama halnya dengan keperluan untuk melindungi
hak semua orang, yang merupakan dasar dari kewajiban negara untuk
mengancamkan hukuman/sanksi pidana. Alasan hukum penjatuhan
hukuman/sanksi pidana adalah ancaman undang-undang yang telah ada
terlebih dahulu.25

3. Prinsip Tertinggi Hukum Pidana
Feuerbach merumuskan prinsip tertinggi hukum pidana, yaitu:

.. Setiap hukuman/sanksi hukum (legal punishment) di suatu
negara adalah konsekuensi hukum suatu undang-undang yang
didasarkan pada keperluan untuk merawat hak-hak orang lain
dan mengancam suatu pelanggaran hak dengan suatu hal jahat
yang bersifat indrawi (sensual evil).26
Dari prinsip tertinggi ini kemudian mengalir tiga prinsip subordinat

yang berlaku tanpa pengecualian, yaitu: 27

1. Setiap penjatuhan hukuman/sanksi pidana mensyaratkan adanya undang-
undang pidana28 (Nulla poena sine lege, no penalty without law, tidak
ada hukuman/sanksi tanpa hukum). Hanya ancaman hukuman/sanksi
pidana berdasarkan undang-undanglah yang menjadi dasar bagi konsep
dan kemungkinan hukum (legal possibility) dari suatu hukuman/sanksi
pidana.

2. Penjatuhan hukuman/sanksi pidana bergantung pada eksistensi dari
perbuatan yang diancam hukuman/sanksi pidana29 (Nulla poena sine
crimine, no punishment without a crime, tidak ada hukuman/sanksi tanpa
kejahatan). Penghubungan ancaman hukuman/sanksi pidana dengan
perbuatan pelanggaran hak oleh undang-undang merupakan persyaratan
yang diperlukan menurut hukum.

24 1bid., § 16.

25 Ibid., § 17.

26 Ibid., § 19, “Every legal punishment in the state is the legal consequence of a statute
that is based on the necessity of maintaining the rights of others and that threatens the violation
of a right with a sensual evil”.

27 Ibid., § 20.

28 “Every infliction of a punishment presupposes a criminal statute”.

29 “The infliction of a punishment is contingent on the existence of the threatened
act”.
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3. Perbuatan yang diancam hukuman/sanksi pidana oleh undang-undang
bergantung pada hukuman/sanksi pidana yang diatur undang-undang30
(Nullum crimen sine poena legali, no crime without a legal penalty, tidak
ada kejahatan tanpa sanksi hukum). Penghubungan “suatu hal yang jahat”
(maksudnya “hukuman/sanksi pidana”) kepada perbuatan pelanggaran
hak oleh undang-undang merupakan konsekuensi hukum yang perlu.

Jika dicermati berdasarkan uraian di atas, Feuerbach di dalam

Lehrbuch tidak secara spesifik menyebut adagium “nullum delictum nulla

poena sine praevia lege poenali”. Formulasi yang disusun Feuerbach terdiri

dari tiga maksim: Nulla poena sine lege, Nulla poena sine crimine, dan Nullum
crimen sine poena legali.31

I1l. PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, penulis menggarisbawahi beberapa pokok
pemikiran penting Feuerbach, sebagai berikut:

1. Feuerbach mendefinisikan ilmu hukum pidana sebagai ilmu mengenai
hak-hak negara yang didasarkan pada undang-undang pidana terhadap
subjek-subjek yang melanggar undang-undang tersebut. Penulis
berpendapat, definisi Feuerbach ini dekat dengan konsep ius puniendi.32

2. Menurut Feuerbach, negara dibenarkan untuk melakukan tindakan-
tindakan memaksa untuk menghalau terjadinya pelanggaran hak.
Tindakan-tindakan tersebut berbentuk paksaan fisik dan paksaan
psikologis.

3. Negara melaksanakan paksaan psikologis dengan mencantumkan
ancaman hukuman/sanksi pidana terhadap suatu perbuatan pelanggaran
hak di dalam undang-undang. Tujuan dari pencantuman ancaman
hukuman/sanksi pidana tersebut adalah untuk mencegah orang melakukan
pelanggaran hak (deterrence).33

30 “The statutorily threatened deed (the statutory prerequisite) is contingent on the
statutory punishment”.

31 Ada kemungkinan bahwa maksim nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenali baru muncul kemudian dari sarjana yang terpengaruh pemikiran Feuerbach. Sebagai
catatan, terdapat satu disertasi tulisan Konigswarter berjudul “De juris criminalis placito:
nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali” yang terbit tahun 1835 di Academia
Lugduno-Batava.

32 Rujuk catatan kaki nomor 12 dan 14 di atas.

33 Menyitir Hornle, konsep deterrence Feuerbach lebih mengutamakan aspek paksaan
psikologis melalui pengancaman hukuman/sanksi pidana secara normatif dalam undang-
undang, sementara penerapan hukuman/sanksi pidana secara aktual bersifat sekunder - hanya
untuk memastikan agar ancaman hukuman/sanksi pidana dalam undang-undang berlaku efektif,
Hdornle, Op. Cit., him. 127-128. Pandangan ini agak berbeda dengan konsep general deterrence
(pencegahan umum) dalam teori falsafah pemidanaan, yang memandang bahwa general
deterrence justru dicapai dengan pemidanaan atau penjatuhan hukuman/sanksi pidana secara
faktual. Lebih lanjut rujuk antara lain Santoso, Op. Cit., him. 173-177, Marlina, Hukum
Penitensier, (Bandung: Refika Aditama, 2011), him. 50-58, dan Thomas J. Bernard et. al.,
Punishment, dalam Encyclopedia Britannica.
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4. Feuerbach memandang bahwa prinsip tertinggi hukum pidana adalah
“setiap hukuman/sanksi hukum di suatu negara merupakan konsekuensi
hukum dari suatu undang-undang yang:

a. didasarkan pada keperluan untuk merawat hak-hak orang lain; dan

b. mengancam suatu pelanggaran hak dengan suatu hal jahat yang
bersifat indrawi ”.

Prinsip tertinggi ini kemudian menurunkan tiga prinsip subordinat yang

kini kita pahami sebagai prinsip/asas legalitas, yaitu:

a. Nulla poena sine lege;

b. Nulla poena sine crimine; dan

c.  Nullum crimen sine poena legali.

Penulis berpendapat, seyogyanya fakultas-fakultas hukum juga

mengajarkan tentang prinsip tertinggi hukum pidana menurut Feuerbach,

tidak hanya mengajarkan tentang Nulla poena sine lege, Nulla poena sine

crimine, dan Nullum crimen sine poena legali saja, yang notabene

merupakan prinsip turunan dari prinsip tertinggi hukum pidana tersebut.

5. Bagi Feuerbach, esensi dari kejahatan/tindak pidana adalah “pelanggaran
terhadap hak orang lain”. Jika diposisikan sebagai suatu konsep
kriminalisasi34, pemikiran Feuerbach itu menentukan bahwa hanya
perbuatan yang melanggar hak orang lain sajalah yang dapat dijadikan
sebagai tindak pidana. Menurut Hornle, kriteria kriminalisasi berbasis
“hak” ini dapat digunakan untuk mengkritik legislasi pidana yang bersifat
moralistik, paternalistik, atau berdasarkan pada ide public good yang
samar. Lebih lanjut, Hornle memandang bahwa aspek pemikiran
“pelanggaran hak sebagai kriteria kriminalisasi” ini banyak
ditinggalkan/diabaikan (neglected) dalam penerimaan publik terhadap
karya Feuerbach. Pemikiran Feuerbach tentang pelanggaran hak tersebut,
tandas Hornle, patut untuk dikutip dan dirujuk lebih sering.35
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GAGASAN NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PENGUASAAN
NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM

Arina Novizas Shebubakari

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah pasal yang dikenal sebagai ideologi dan politik ekonomi
Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan
negara atas:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak; dan

2. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
mengenai pengertian “hak penguasaan negara” atau “hak menguasai negara”.
Ketentuan yang dirumuskan dalam ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal
38 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Il. METODE PENELITIAN

Mengenai konsep penguasaan negara terdapat keterkaitan dengan
teori kekuasaan negara. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi
tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya
dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk
peraturan hukum.2 Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan
dengan teori kedaulatan. Sementara itu, menurut J.J. Rousseau kekuasaan
negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil
perjanjian masyarakat (contract sosial) yang berarti suatu bentuk kesatuan
yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan
milik setiap individu.3 Pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun
kekuasaan negara bukan kekuasaan tanpa batas, sebab terdapat beberapa
ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum
Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan leges
imperii.4

1 Penulis adalah alumni SIFHUI, S2 Magister Kenotariatan Ul dan S3 Hukum Ul,
konsultan hukum pertambangan, Notaris dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Al Azhar Indonesia.

2 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, (Jakarta: Bina Aksara,
1984), him.99.

3 R.Wiratno, dkk, Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (Jakarta:
PT.Pembangunan, 1958), him. 176.

4 Undang-undang Dasar negara yang memuat ketentuan-ketentuan kepada siapa
kekuasaan itu diserahkan dan batas-batas pelaksanaannya.
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Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan
negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan
hak bangsa. Negara dalam hal ini dipandang sebagai lembaga masyarakat
umum yang memiliki karakter. Oleh karena itu kepada negara diberikan
wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara serta
mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang terdapat
dalam wilayahnya secara intensif. Berkaitan dengan tatakelola Pemerintahan
Otonomi Daerah maka kekuasaan negara tidak lagi sentralistik melainkan
desentralistik. Akan tetapi, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi masih
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.5

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat
(kekayaan alam) harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.

2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam
atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat
dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam
menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak
penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan
pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan
pengurusan (bestuursdaad) dan pengolahan (behersdaad), tidak untuk
melakukan tindakan sendiri (eigensdaad).

I1l. PEMBAHASAN
Apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi

negara menurut W. Friedmann, maka dapat ditemukan kajian kritis sebagai

berikut:6

1. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan
negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi
negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya
melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi,
swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan
yang bersifat khusus. Oleh karena itu, kewajiban mewujudkan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat tetap dikendalikan oleh negara.

5 Indonesia (10), log.cit.

6 Tri Hayati, dkk. Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005),
him.17.
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2. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, membenarkan negara untuk
mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities
dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis, kepentingan
umum, politik, ekonomi dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur
yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan
pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki
kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan hak atas
sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan
mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu,
terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat
orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public
services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab,
sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara
berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan
umum yang adil dan merata.

Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis pada hakekatnya
merupakan norma hukum tunggal sehingga hanya memuat aturan-aturan
pokok yang berisi garis-garis besar penyelenggaraan negara. Sifatnya masih
umum dan abstrak, sehingga agar dapat diterapkan dalam suatu peristiwa
yang bersifat konkret, maka norma hukum yang bersifat umum dan abstrak
harus diberi arti. Dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan agar sesuai
dengan peristiwanya untuk kemudian diterapkan pada peristiwa tersebut.
Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa interpretasi atau penafsiran
merupakan salah satu metode yang memberikan penjelasan mengenai produk
hukum agar ruang lingkup kaedahnya dapat diterapkan sehubungan dengan
peristiwa tertentu.7 Sementara itu, menurut Jimly Asshiddigie penafsiran
merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam suatu
teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil
keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.8

Dalam konstruksi hukum tata negara, metode penafsiran juga dipakai
sebagai sarana perubahan konstitusi, dalam arti menambah, mengurangi atau
memperbaiki suatu norma hukum dalam konstitusi. Dalam hal ini, penafsiran
dilaksanakan oleh hakim (judicial interpretation). Sebagaimana
diungkapkan oleh K.C Wheare, bahwa Undang-undang Dasar dapat diubah
melalui formal amandment, judicial interpretation dan constitutional usage
and conventions.9

7 Sudikno Mertokusumo,op.cit., him.169.

8 Jimly Asshiddigie, Pengantar Imu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), him.273.

9 Wheare, Modern Constitution (1960), sebagaimana dikutip dalam: Ibid, him.145.

71

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari Fhui Untuk Indonesi



Gagasan Negara Kesejahteraan Dalam Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia merupakan salah satu hasil reformasi hukum dalam perubahan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah
Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi lahir dari ide
pengujian Undang-undang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-
undang, yang sebenarnya telah dikemukakan ketika naskah Undang-undang
Dasar 1945 disusun di BPUPKI.10 Pengujian Undang-undang atau yang
dalam bahasa Belanda disebut sebagai toetsingrecht, adalah pengujian
konstitusionalitas suatu Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.
Jika Undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan Undang-undang
Dasar, maka Undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku
mengikat secara umum.11 Pengujian Undang-undang dapat dilakukan secara
formal maupun materiil. Pengujian secara materiil dilakukan terhadap materi
muatan Undang-undang. Sementara itu, pengujian secara formal dilakukan
selain terhadap materi muatan, seperti misalnya proses terbentuknya maupun
proses pengundangan.12

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
dicermati dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus-kasus
pengujian Undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Sampai saat ini
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan pengujian
Undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam. Di dalam
putusannya, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Pasal 33
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama
berkaitan dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam
khususnya pengujian Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan
perkara Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi menafsirkan mengenai hak menguasi negara bukan dalam negara
memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan
kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan
pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (behersdaad) dan
melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). Dengan demikian, makna
hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan
menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak
meniadakan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima
peranan negara sebagaimana disebutkan sebelumnya masih tetap dipenuhi
dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum
mampu melaksanakannya. Seperti penafsiran Mohammad Hatta yang

10 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta: PT.Bhuana limu Populer, 2007), him.581.

11 Sri Soemantri, Hak Uji Materiil di Indonesia (1997), sebagaimana dikutip dalam:
Ibid, hIm.589.

12 Ibid.
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diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 pada

tahun 1977 yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk

mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan di

bidang pembiayaan perusahaan negara dibiayai oleh pemerintah. Apabila

pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai dapat melakukan
pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi
bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar
production sharing.13

Lebih lanjut dapat dicermati, bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai
rumusan yang sangat sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat luas
dan dalam. Dirumuskan demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, mengenai hak penguasaan negara secara cermat ditempatkan
khusus dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang merupakan hukum
dasar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nasional. Makna
yang sangat dalam ini tercermin dari maksud para pendiri negara tersebut,
yang secara tegas menetapkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam
ini sangat memperhatikan tentang kemakmuran rakyat sebagai berikut:

a. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk
minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Pengertian “dikuasai oleh
negara” merupakan kreasi dan kecerdikan intelektual dari para pendiri
negara. Bila dirumuskan dengan kata “dikuasai oleh Pemerintah,” maka
rumusan tersebut akan bermakna dapat dikuasai oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah. Sesuai konsep Hukum Administrasi
Negara, bahwa Pemerintah dapat berarti Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Jadi bila dirumuskan dengan kata dikuasai oleh
Pemerintah, maka amanat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
hanya sebatas kemakmuran rakyat setempat tempat terdapatnya migas
dimaksud.14

b. Amanat konstitusi, yang hanya memberikan hak penguasaan kepada
negara. Secara yuridis pula tidak bersifat derivative, artinya tidak dapat
dikuasakan kembali kepada siapapun. Baik kepada Lembaga-Lembaga
Pemerintah, maupun kepada Pemerintah Daerah, walaupun diberikan
suatu dengan landasan Undang-undang sekalipun. Pada dasarnya tetap
akan bersifat batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (hukum dasar
yang tertinggi).

C. Sementara itu, pengertian dari “dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat” adalah bahwa:

13 Mukhtie Fadjar, “Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA”, Jurnal Konstitusi
Volume 2 Nomor 2 (September 2005) :7.

14 Jogi Tijiptadi S, “ Mineral Policy’suatu Pendekatan Baru dalam Rangka
Pelaksanaan Kedaulatan Negara dan Hak Eksklusif di Landas Kontinen, ” Disertasi S-3 Hukum,
(Semarang: Undip,2003),him.12.
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1. Pemanfaatan migas, tujuannya hanya satu yaitu untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Bila yang
dimaksudkan tujuannya untuk lebih menekankan pada rakyat
setempat, maka tentunya akan dirumuskan dengan kata
“Kemakmuran Masyarakat” bukan kemakmuran rakyat. Inilah
kecerdikan dan kecermatan para Pendiri Negara ini.15

2. Hanya negara yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk
menyelenggarakan kemakmuran rakyat, karena hanya negara yang
berwenang, berkewajiban dan mampu melaksanakannya secara
nasional.

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjadi dasar bagi eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di
Indonesia. Konteks “Hak Menguasai Negara” menjadi dasar untuk negara
memiliki kekuasaan yang penuh untuk pengelolaan sumber daya Indonesia.
Migas sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak termasuk sumber daya alam yang dikuasai negara.

Penguasaan negara atas sumber daya minyak dan gas bumi kembali
ditegaskan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa minyak dan
gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tak terbarukan yang
terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan
kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 2 dan 3
mengatur bahwa penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh
pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan membentuk
Badan Pelaksana (saat ini SKK Migas).

Konsepsi dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia
adalah Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan “Bumi air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Kewenangan
negara dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria yang meliputi:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Sementara itu, pada Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria menyatakan bahwa
“wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari negara pada ayat 2
pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

15 Ibid.,him.12.
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dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat
dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Secara khusus pertambangan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal
1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
mendefinisikan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau
padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha
minyak dan gas bumi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi berdasarkan
Pasal 2 ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi didasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat,
keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan
rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta
berwawasan lingkungan. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 22
tahun 2001 tentang Migas menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi
merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional
yang dikuasai oleh negara. Pasal 2 dari ketentuan tersebut menentukan bahwa
penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh
pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Selanjutnya ketentuan
ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan
membentuk badan pelaksana. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang
diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
terdiri atas: (1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan
eksploitasi; (2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan, niaga. Saat ini Minyak dan Gas Bumi menjadi
salah satu klaster yang termasuk dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja
walaupun belum menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Migas. Pemerintah saat ini juga sedang merevisi UU Migas yang
sejatinya masuk dalam pembahasan Prolegnas 2021.
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Abstrak

Sengketa pertanahan sering terjadi antara pemegang Hak Pengelolaan dan pemegang hak atas
tanah di atas Hak Pengelolaan yang disebabkan oleh penentuan biaya dalam rangka pemberian
atau perpanjangan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan. Pengaturan biaya dalam pemberian
hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan sebelum hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 belum menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Tulisan ini
menganalisis pengaturan biaya dalam pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan pasca
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa
bahan hukum primer dari perundang-undangan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 lahir sebagai aturan lanjutan dari Undang-Undang
Cipta Kerja, dimana peristilahan yang digunakan dalah Uang Wajib Tahunan. Penentuannya
Uang Wajib Tahunan harus sesuai tujuan pemanfaatan lahan bersangkutan, tidak boleh
mengandung unsur-unsur yang merugikan pada pihak, serta didasarkan pada karakteristik dan
kemanfaatan secara wajar. Pengaturan Uang Wajib Tahunan dalam rangka pemberian dan
perpanjangan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan setidaknya telah memberikan kepastian
hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Namun perlu dicatat bahwa pengaturan Uang
Wajib Tahunan ini masih memerlukan peraturan yang lebih rinci mengenai teknis rumusan Uang
Wajib Tahunan dalam bentuk Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Kaca Kunci: Penentuan Biaya, Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, PP No. 18/2021

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki peran krusial
dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Peran krusial tersebut
dapat dilihat dari tanah yang menjadi pemenuhan aspek ekonomi, sosial, dan
budaya. Keberadaan tanah sebagai sumber daya erat dengan hak individual
karena setiap manusia membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan
pokoknya. Setiap manusia berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya di
atas tanah seperti membangun rumah sebagai tempat berlindung dan
mengelola tanah untuk mendapatkan penghasilan.l Sukar untuk ditolak
pernyataan bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar (basic needs) bagi setiap
manusia.

Polemik muncul ketika luas tanah yang ada tidak diimbangi dengan
jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk dan adanya kecenderungan
berkurangnya tanah untuk digarap menimbulkan permasalahan-permasalahan
di bidang sosial ekonomi dan sosial politik.2 Hal ini yang menyebabkan

1 Hardianto Djanggih dan Salle, “Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Pandecta Vol. 12 No. 2 (Desember 2017), him. 166.

2 Arie V. Sendow, “Masalah Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara di
Kabupaten Minahasa,” Jurnal Hukum Unstrat 21 (April-Juni 2013), him. 32.
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sesekali tanah menjadi hal yang diperebutkan oleh manusia. Kebutuhan
manusia akan tanah tak jarang menimbulkan kasus pertanahan3 termasuk
sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.4 Bahkan perkara pertanahan yang
masuk pengadilan dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Salah satu sengketa yang sering dijumpai berkaitan dengan tanah
adalah sengketa pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan (HPL).
Sengketa lahan di atas HPL terjadi biasanya dikarenakan kesalahpahaman
antara pemegang HPL dan pemegang hak atas tanah di atas HPL. Penyebabnya
bermacam-macam, mulai dari masalah persetujuan, masalah izin, masalah
kesalahpahaman para pihak, dan masalah biaya pengeluaran. Permasalahan
biaya pengeluaran yang harus dialokasikan dalam rangka mendapatkan hak
atau memperpanjang hak merupakan permasalahan yang pelik yang
memerlukan pengaturan lebih detail agar praktiknya mendapatkan kepastian
hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/TUN/2016 merupakan
salah satu dari banyaknya sengketa tanah HPL di Indonesia. PT X (Persero)
merupakan perusahaan perseroan yang bergerak di bidang usaha pengelolaan
kawasan industri yang berstatus berikat maupun non-berikat. PT X menguasai
tanah dengan status HPL dan menyerahkan sebagian dari tanahnya itu kepada
pihak ketiga dengan hak atas tanah. Pihak ketiga yang menguasai tanah dengan
status hak guna bangunan (HGB) dihadapkan dengan habis atau berakhirnya
jangka waktu hak tersebut. Hal tersebut menyebabkan pihak ketiga harus
mengajukan perpanjangan HGB agar tetap dapat beroperasi di lahan tersebut.
Dalam rangka perpanjangan ini, pihak ketiga haruslah mendapatkan
persetujuan atau rekomendasi dari PT X selaku pemegang HPL. PT X telah
menerbitkan SK Direksi yang mengatur mengenai biaya-biaya yang perlu
dibayar oleh pihak ketiga dalam rangka perpanjangan hak. Pihak ketiga merasa
bahwa biaya-biaya yang ditetapkan terlampau mahal dan tidak sesuai dengan
perundang-undangan. Perbedaan pemahaman tersebut yang menyebabkan
kasus ini sampai di pengadilan.5

Biaya yang perlu disiapkan dalam rangka perpanjangan hak di atas
HPL merupakan hal penting dalam praktik bisnis di tanah HPL. Oleh karena
itu, dibutuhkan suatu perundang-undangan yang mengatur secara rinci

3 Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Penyelesesaian Kasus Pertanahan, Nomor PM 11 Tahun 2016, Ps. 1 angka 1.

4 Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk
mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau kebijakan pertanahan. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara
orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik
Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan,
organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak
luas. Perkara Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya
melalui lembaga peradilan.

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 171 PK/TUN/2016.
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mengenai hal ini. Praktik pemberian hak atas tanah di atas HPL sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP No. 18/2021)
berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
(PMDN No. 1/1977). Padahal sejatinya PMDN No. 1/1977 telah dicabut oleh
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
(PerkaBPN No. 9/1999), namun karena terjadinya kekosongan hukum dan
belum lengkapnya pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 (PP No. 40/1996) dan PerkaBPN No. 9/1999 maka praktik pemberian
dan perpanjangan hak atas tanah di atas HPL masih berpegang pada PMDN
No. 1/1977. Penulis dalam artikel ini akan menganalisis bagaimana kepastian
hukum biaya pemberian maupun perpanjangan hak atas tanah di atas HPL
pasca diundangkannya UUCK dan PP No. 18/2021. Pengaturan HPL dalam
UUCK dan PP No. 18/2021 merupakan suatu tahapan baru perkembangan
HPL di Indonesia karena di dalamnya terdapat pasal yang mengatur penguatan
HPL.

Il. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya.6 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
penelitian hukum (yuridis) normatif (legal research), yaitu suatu penelitian
hukum yang data-datanya berasal dari bahan-bahan pustaka atau yang
lazimnya dinamakan data sekunder (data kepustakaan). Penelitian hukum
normatif menurut Soekanto & Mamudji (1985) adalah bagian dari penelitian
kepustakaan.7 Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang lazim
digunakan dalam pengembanan ilmu hukum yang biasa disebut dogmatika
hukum.8

Penulis menitikberatkan pada penggunaan norma hukum tertulis yang
relevan dengan permasalahan pada tulisan ini. Data yang digunakan pada
penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dari bahan pustaka didukung
dengan pendapat para ahli. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.9 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA); (2) Undang-Undang

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 2007), him. 43.

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Cet.5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985), him. 13.

8 Bernhard Arief Sidharta, “Penelitiatn Hukum Normatif: Analisis Penelitian
Filosofikal dan Dogmatika,” dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), him. 142.

9 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1 (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 30.
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Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 (PP No. 40/1996); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021 (PP No. 18/2021); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1977 (PMDN No. 1/1977).

1. LANDASAN TEORI
1. Tata Susunan Hak Penguasaan Atas Tanah di Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur secara umum
perihal penggunaan tanah. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi esensial
perihal pengaturan tanah dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu pernyataan
bahwa Indonesia sebagai negara hukum10 serta kesepakatan bahwa:11 “Bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, kekayaan alam yang ada di wilayah teritorial negara
kita tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk sebagian masyarakat atau sebagian
pihak saja. Negara wajib menjamin penggunaan tanah bermanfaat bagi seluruh
lapisan masyarakat karena UUD 1945 mengamanatkan bahwa rakyat harus
dapat menikmati berkah dan karunia yang diberikan Sang Pencipta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, mengingat Indonesia merupakan
negara hukum. Dalam Hukum Tanah Indonesia diatur berbagai macam hak
penguasaan atas tanah. Apabila beberapa hak itu disusun secara sistematis
dalam tata susunan atau jenjang hierarki maka dapat dituliskan sebagai
berikut:12

No Jenis Hak Keterangan

Memiliki arti bahwa semua tanah yang
masuk dalam teritorial wilayah NKRI
merupakan kepunyaan bangsa Indonesia.

Negara sebagai organisasi kekuasaan
tertinggi diberikan tugas oleh hukum tanah
2 HMN nasional untuk dapat mengendalikan atau
mengarahkan fungsi bumi, air, dan ruang
angkasa sesuai kebijaksanaan pemerintah.

Serangkaian wewenang dan kewajiban suatu
masyarakat hukum adat yang berhubungan

Hak Bangsa

1 :
Indonesia

Hak Ulayat
3 Masyarakat Hukum R KR S o termadanhak
Adat (MHA) gkungannya. reng P

ulayat ini terus berlangsung sepanjang
menurut kenyataannya masih ada.
4 Hak-Hak Individual ~ Terdiri dari:

10 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 ayat (3).

11 Ibid., Ps. 33 ayat (3).

12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet.12, (Jakarta: Djambatan, 2008), him. 264.
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1. Hak atas tanah orisinil (primer), seperti
Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha
(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan
Hak Pakai (HP) yang diberikan oleh
Negara.

2. Hak atas tanah derivatif (sekunder),
seperti HGU atau HP yang diberikan
pemilik tanah HM, Hak Sewa, Hak
Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, dll.

3. Tanah Wakaf

4. Hak jaminan tanah, vyaitu Hak
Tanggungan (HT)

(Dibuat oleh Penulis dari Prof Boedi Harsono dalam Hukum Agraria
Indonesia, 2018)

Tata susunan hak penguasaan atas tanah di atas memberikan suatu hak
kepada negara yang dikenal HMN. HMN merupakan satu-satunya hak
kebendaan yang secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 kepada Negara.
Hak kebendaan yang dimaksud dalam hal ini ialah hak kebendaan dalam
bidang pertanahan. UUPA mengatur mengenai HMN ini;13 “Bumi, air, dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.” Makna ‘menguasai’ dalam peraturan tersebut tidak dapat
diartikan sebagai ‘memiliki’ karena dalam konsep Hukum Tanah Indonesia,
negara tidak dapat bertindak sebagai pemilik tanah.14 Pemaknaan HMN ialah
bahwa negara diberikan wewenang antara lain untuk:15 “(1) mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan
bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; (2) menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang
angkasa; serta (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air, dan ruang angkasa.”

2. Tinjauan Singkat Hak Pengelolaan

HPL dalam sistematika hak-hak penguasaan atas tanah tidak
dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah.16 Pemegang HPL memang
memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah untuk keperluan usahanya,
namun itu bukan tujuan pemberian hak tersebut kepadanya. Tujuan HPL

13 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5
Tahun 1960, LN No. 1960 — 104, TLN No. 2043, Ps. 2 ayat (1).

14 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung:
CV Mandar Maju, 1998), him. 43.

15 Indonesia, UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 2 ayat (2).

16 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia..., him. 276.
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diberikan adalah tanah yang bersangkutan disediakan untuk penggunaan pihak
lain yang memerlukan. Dalam pelaksanaan penyediaan itu pemegang HPL
diberikan kewenangan yang merupakan sebagian dari kewenangan negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Lebih tegas lagi, Prof. Boedi
Harsono menyatakan bahwa HPL pada hakikatnya bukan merupakan hak atas
tanah melainkan “gempilan” dari Hak Menguasai Negara. Serupa pendapat
yang dinyatakan oleh Prof. Maria Sumardjono bahwa HPL adalah “bagian”
dari Hak Menguasai Negara.17 Pendapat berbeda oleh Prof. A.P. Parlindungan
yang menyatakan bahwa HPL adalah hak atas tanah yang sama sekali tidak
ada istilahnya dalam UUPA.18

Pengertian HPL yang menyatakan bagian dari Hak Menguasai Negara
baru diatur dalam perundang-undangan pada saat berlakunya PP No.
40/1996.19 HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.20 Definisi ini
yang hingga kini konsisten digunakan untuk mendefinisikan arti dari HPL.
Terakhir, UUCK mendefinisikan HPL yang lebih kurang sama yaitu hak
menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya.21

Pemegang HPL merupakan subjek hukum yang berhak berdasarkan
undang-undang. Pasal 137 UUCK mengatur bahwa HPL dapat diberikan
kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan bank tanah,
BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, dan badan hukum yang
ditunjuk oleh pemerintah pusat. Satu hal menarik berkaitan dengan subjek HPL
adalah kemunculan subjek hukum baru yang dapat menguasai lahan dengan
status HPL yaitu badan bank tanah.22 Pemegang HPL memiliki kewenangan
antara lain: “(a) menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah sesuai dengan rencana tata ruang; (b) menggunakan dan memanfaatkan
seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan (c) menentukan tarif dan menerima
uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga
sesuai dengan perjanjian.”

17 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Pespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,
(Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), him. 198.

18 A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, (Bandung: Mandar
Maju, 1989), him. 1.

19 Peraturan Pemerintah ini merupakan yang pertama kali menegaskan bahwa HPL
merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh
Prof. Boedi Harsono maupun Prof. Maria S.W. Sumardjono. Sebelumnya HPL pernah
disamakan dengan hak atas tanah lain dan pernah disejajarkan dengan Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai seperti himnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1974,

20 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Atas Tanah, PP No. 40 Tahun 1996, Ps. 1.

21 Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245
Tahun 2020, TLN No. 6573, Ps. 136.

22 Ibid., Ps. 137.
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Kemudian hal baru lain yang diatur dengan terbitnya UU No. 11/2020
ini adalah hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga. Bahwa
diketahui sebelum berlakunya undang-undang ini, di atas tanah HPL hanya
dapat diberikan HGB dan HP. Maka dengan berlakunya undang-undang ini,
HGU juga dapat diberikan di atas tanah HPL sebagaimana diatur dalam Pasal
138 ayat (3) UUCK.23 Selanjutnya Pasal 142 UUCK mengamanatkan bahwa
HPL selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk
kemudian hari. PP sebagaimana dimaksud kemudian diundangkan pada tahun
2021 yaitu PP No. 18/2021 tentang “Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.” Dari penamaan PP tersebut
menandakan serta menegaskan sekali lagi bahwa HPL merupakan satu hal
yang berbeda daripada Hak Atas Tanah pada umumnya.

PP tersebut mengatur lebih rinci mengenai subjek HPL, pemanfaatan
tanah HPL, mekanisme pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga,
penentuan tarif pemanfaatan tanah, terjadinya HPL, pembebanan, peralihan,
pelepasan, dan hapusnya HPL. Diatur bahwa HPL dapat berasal dari tanah
negara dan tanah ulayat. Pemberian HPL yang berasal dari tanah ulayat
merupakan hal baru bagi perkembangan HPL di Indonesia. HPL dari tanah
ulayat ditetapkan oleh MHA sebagai perkumpulan masyarakat adat. Perlu
dicatat bahwa PP No. 18/2021 ini mencabut ketentuan PP No. 40/1996 yang
sebelumnya mengatur HPL. Secara garis besar, dapatlah disimpulkan bahwa
UU No. 11/2020 dan PP No. 18/2021 merupakan fase baru perkembangan HPL
di Indonesia mengingat banyak terobosan baru dan hal baru yang sebelumnya
belum diatur dalam perundang-undangan tentang HPL sebelumnya.

IV. PEMBAHASAN
1. Tata CaraPemberian dan Perpanjangan Hak Atas Tanah di atas Hak
Pengelolaan

Sebagaimana telah disinggung bahwa salah satu pemegang HPL
diberikan kewenangan menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian
tanah HPL untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain.24
HPL yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk
digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan hak
atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan
Hak Pakai (HP) di atas HPL sesuai dengan sifat dan fungsinya.25

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jangka waktu 35 tahun guna perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan. Atas permintaan pemegang hak dan
mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu dapat diperpanjang dengan
waktu yang paling lama 25 tahun. Subjek hukum yang dapat menguasai tanah

23 Ibid., Ps. 138.

24 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021, Ps. 7.

25 Ibid., Ps. 8.
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dengan HGU adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia.26 Dahulu HGU hanya dapat diberikan di atas
tanah negara secara langsung, hamun perkembangannya saat ini UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membolehkan HGU diberikan di atas tanah
HPL.27 HGU di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang HPL.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan
mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu
dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Subjek hukum yang
dapat menguasai HGB adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia.28 HGB dapat diberikan pada tanah
negara, tanah hak milik, maupun tanah HPL.

Hak Pakai ialah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
Memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah.29 HP juga dapat diberikan di atas HPL. HP
terdiri atas HP dengan jangka waktu dan HP waktu selama dipergunakan. HP
dengan jangka waktu dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan
hukum Indonesia, badan hukum asing, badan keagamaan/sosial, dan orang
asing. HP selama dipergunakan dapat diberikan kepada instansi pemerintah
pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing, dan
perwakilan badan internasional.30

Ketiga hak tersebut dapat diberikan di atas HPL. Apabila hak tersebut
diberikan dalam rangka kerjasama pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga maka
dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Muatan (template) dari
perjanjian pemanfaatan tanah ini harus mengikuti kaidah yang telah diatur
perundang-undangan, antara lain paling sedikit memuat:31
a. ldentitas para pihak;

b. Letak, batas, dan luas tanah;

¢. Jenis penggunaan, pemanfaatan tanah, dan/atau bangunan yang akan
didirikan;

d. Ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaruan,
peralihan, pembebanan, perubahan, dan/atau hapus/batalnya hak yang

26 Indonesia, UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 28-30.

27 Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 138.
28 Indonesia, UU No. 5 Tahun 1960, Ps. 35-36.

29 Ibid., Ps. 41.

30 Indonesia, PP No. 18 Tahun 2021, Ps. 49.

31 Ibid., Ps. 8 (2).
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diberikan di atas tanah HPL, dan ketentuan pemilikan tanah dan bangunan
setelah berakhirnya hak atas tanah;
e. Besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya;
f.  Persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan
pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausul sanksi, dan
pembatalan/pemutusan perjanjian;
Perjanjian pemanfaatan tanah apabila telah dibuat dan disepakati oleh
para pihak adalah tanda atau bukti bahwa pemegang HPL telah memberikan
persetujuan untuk pemberian atau perpanjangan hak atas tanah di atas HPL.

2. Macam Biaya Pemberian dan Perpanjangan Hak Atas Tanah di atas
Hak Pengelolaan

Sebelum berlakunya PP No. 18/2021, pelaksanaan praktik pemberian
dan perpanjangan hak atas tanah di atas HPL mengacu pada ketentuan PMDN
No. 1/1977. PMDN ini tidak mengatur secara rinci mengenai biaya-biaya yang
harus dikeluarkan dalam rangka pemberian hak di atas HPL. PMDN ini hanya
mengatur bahwa dalam perjanjian penggunaan tanah yang dibuat oleh
pemegang HPL dan calon pemegang hak di atas HPL harus memuat “jumlah
uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.32”

Namun dalam praktiknya, Prof. Arie Sukanti Hutagalung menyatakan
bahwa pemegang HPL dapat menerapkan biaya-biaya sebagai berikut: (1)
uang pemanfaatan tanah HPL; (2) uang pemasukan; (3) biaya rekomendasi
pemegang HPL untuk perpanjangan HGB atas HPL. Uang pemanfaatan tanah
HPL dibayarkan kepada pemegang HPL yang besarannya disepakati antara
kedua belah pihak. Uang pemasukan adalah besaran uang yang dibayarkan
pada negara sesuai dengan peraturan pemerintah. Terakhir, biaya rekomendasi
pemegang HPL untuk perpanjangan HGB atas HPL dibayarkan kepada
pemegang HPL yuang besarannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.33

Tidak adanya dasar hukum yang menjadi acuan perihal biaya-biaya
apa saja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemberian dan perpanjangan
hak menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di pengadilan. Sering terjadi
ketidaksepahaman berkaitan dengan biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada
calon pemegang hak maupun pemegang hak yang akan memperpanjang hak di
atas HPL. Dasar hukum yang kurang kuat menyebabkan terciptanya
ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

3. Kepastian Hukum Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021

Apabila sebelumnya terdapat banyak istilah mengenai biaya dalam

pemberian hak atas tanah pada HPL seperti uang pemasukan, uang

32 Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata
Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak
Pengelolaan Serta Pendaftarannya, Nomor PM 1 Tahun 1977, Ps. 1.

33 Arie Sukanti Hutagalung, Pendapat Hukum Sengketa HPL.
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pemanfaatan lahan, dan uang rekomendasi, maka dalam PP No. 18/2021 telah
diatur istilah baru yaitu tarif dan/atau uang wajib tahunan (penulis untuk
setelahnya akan menggunakan istilah uang wajib tahunan). Dalam Pasal 9 PP
No. 18/2021 juga diatur mengenai penentuan uang wajib tahunan yang harus
disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan lahan tersebut. Tujuan dari
pemanfaatan lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum,
kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, dan kepentingan ekonomi.
Penentuan uang wajib tahunan ini dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan
tanah dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak.
Selain itu, penentian uang wajib tahunan juga harus didasarkan pada
karakteristik peruntukkan dan kemanfaatan tertentu secara wajar.34

Tidak seperti pengaturan pemberian hak atas tanah di atas HPL
sebelumnya, PP No. 18/2021 ini telah merincikan mengenai pertimbangan-
pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan biaya untuk
penerbitan hak atas tanah di atas HPL. Selain itu, PP No. 18/2021 telah
merumuskan bahwa peristilahan yang dipakai adalah uang wajib tahunan.
Setidaknya hal ini telah memberikan kepastian hukum mengenai biaya dalam
pemberian dan perpanjangan hak atas tanah di atas HPL dan dapat menimalisir
terjadinya sengketa hak atas tanah di atas HPL.

Meski demikian, perlu dicatat dan dikawal klausul Pasal 9 ayat (4)
“Rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang dikenakan oleh pemegang
Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri.” Bahwa klausul dalam Pasal 9 PP
No. 18/2021 ini masih memerlukan Peraturan Menteri untuk menjabarkan
secara detail perihal rumusan uang wajib tahunan. Perundang-undangan
turunan ini harus dikawal agar tidak terulang kejadian PP No. 40/1996 yang
tidak kunjung terbit aturan pelaksanaannya. Rumusan uang wajib tahunan
yang nantinya akan ditetapkan oleh Menteri memberikan kepastian hukum
bagi para pihak dalam rangka pemberian hak atas tanah khususnya pemegang
hak atas tanah untuk menyiapkan biaya dalam rangka pemberian atau
perpanjangan haknya. Dengan demikian, PP No. 18/2021 telah memberikan
pondasi yang kokoh untuk pelaksanaan pemberian dan perpanjangan hak atas
tanah di atas HPL, namun masih diperlukan penguatan melalui perundang-
undangan yang diamanatkan di dalamnya.

V. KESIMPULAN

Sengketa di atas Hak Pengelolaan terjadi biasanya dikarenakan
kesalahpahaman antara pemegang Hak Pengelolaan dan pemegang hak atas
tanah di atas Hak Pengelolaan. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari
masalah persetujuan, masalah izin, masalah kesalahpahaman para pihak, dan
masalah biaya pengeluaran. Permasalahan biaya pengeluaran yang harus
dialokasikan dalam rangka mendapatkan hak atau memperpanjang hak
merupakan permasalahan yang pelik yang memerlukan pengaturan lebih detail

34 Indonesia, PP No. 18 Tahun 2021, Ps. 9.
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agar praktiknya mendapatkan kepastian hukum. Hak Pengelolaan adalah Hak
Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak atas tanah yang dapat diberikan di atas
Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai. Hak atas tanah tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan
melakukan perjanjian pemanfaatan tanah yang muatannya harus sesuai dengan
Pasal 8 (2) PP No. 18/2021. Perjanjian yang telah dibuat merupakan tanda
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan dalam memberikan atau
memperpanjang hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan.

Pelaksanaan praktik pemberian dan perpanjangan hak atas tanah di
atas HPL sebelum berlakunya UUCK dan PP No. 18/2021 masih mengacu
pada PMDN No. 1/1977. Namun PP tersebut tidak menjelaskan secara rinci
mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemberian hak di
atas Hak Pengelolaan. Hal ini yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman
dan berujung sengketa di pengadilan. Setidaknya menurut Prof. Arie Sukanti
Hutagalung terdapat tiga biaya yang harus dibayar yaitu Uang Pemasukan pada
negara, Uang Pemanfaatan Lahan dan Uang Rekomendasi pada pemegang Hak
Pengelolaan. Namun dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang mengatur
rinci hal tersebut, maka terkesan malah ketidakpastian hukum yang tercipta.

PP No. 18/2021 lahir sebagai aturan lanjutan dari UUCK, dimana
peristilahan yang digunakan dalah Uang Wajib Tahunan. Penentuannya Uang
Wajib Tahunan harus sesuai tujuan pemanfaatan lahan bersangkutan, tidak
boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan pada pihak, serta didasarkan
pada karakteristik dan kemanfaatan secara wajar. Pengaturan Uang Wajib
Tahunan dalam rangka pemberian dan perpanjangan hak atas tanah di atas Hak
Pengelolaan setidaknya telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak
yang berkepentingan. Namun perlu dicatat bahwa pengaturan Uang Wajib
Tahunan ini masih memerlukan peraturan yang lebih rinci mengenai teknis
rumusan Uang Wajib Tahunan dalam bentuk Peraturan Menteri sebagaimana
diamanatkan PP No. 18/2021.
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Abstrak

Agenda simplifikasi regulasi merupakan salah satu fokus utama Presiden Joko Widodo dalam
tujuannya meningkatkan perekonomian nasional. Presiden beranggapan bahwa kondisi over
regulasi mengakibatkan banyaknya aturan yang dinilai masyarakat khususnya bagi pelaku
usaha. Sejak 2014, sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya
memangkas regulasi yang dinilai tidak relevan. Puncaknya adalah baru-baru ini Presiden
mewajibkan agar peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria berdampak luas,
bersifat strategis, dan lintas sektoral, untuk mendapatkan persetujuan Presiden terlebih dahulu
sebelum diundangkan.

Kata kunci: simplifikasi regulasi, persetujuan presiden, perekonomian.

I. PENDAHULUAN

Sejak menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014, simplifikasi
regulasi merupakan salah satu agenda utama yang digaungkan oleh Presiden
Joko Widodo. Program ini dilatarbelakangi pada banyaknya regulasi yang
dinilai menghambat berbagai aspek birokratis, khususnya yang berkaitan
dengan perekonomian. Dalam pelaksanaannya, upaya simplifikasi regulasi
dituangkan dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada penyederhanaan
regulasi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Simplifikasi merupakan konsep penyederhanaan atau bahkan
penghapusan elemen-elemen proses untuk mengurangi kompleksitas dan
inefisiensi.1 Sedangkan simplifikasi regulasi memiliki pengertian menerapkan
regulasi sesuai kebutuhan atau seperlunya, dan sehingga dapat mengatur secara
proporsional.2

Sunstein menilai, simplifikasi regulasi meliputi penghapusan aturan
yang menghambat termasuk biaya yang tinggi, serta persyaratan-persyaratan
yang tidak berdasar.3 Aturan dan persyaratan yang menghambat ini
maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang mempersulit masyarakat yang

1 Small and Medium Enterprise Department ,“Simplification of Business Regulations
at the Sub-National Level: A Reform Implementation Toolkit for Project Teams” World Bank
Group 2006 http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/96/BEEToolkit05_full.pdf
(diakses 5 September 2021)

2 EUR-LEX, “Simplification of Legislation” European Union https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_simplification.html (diakses 5 September
2021)

3 Cass R. Sunstein, Simpler, (New York: Simon and Schuster, 2013), him. 24.
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diatur. Wicipto berpandangan bahwa simplifikasi regulasi adalah
penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu banyak
(over-regulated).4 Kondisi ini melahirkan adanya tumpang tindih
(overlapping) pengaturan yang ada khususnya antar lembaga. Tentunya, hal
ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

Menurut Uni Eropa, aktivitas dari simplifikasi regulasi meliputi
penyederhanaan, pengkodifikasian, perombakan, pengkonsolidasian peraturan
perundang-undangan, dan pencabutan aturan yang sudah tidak relevan.5
Wicipto juga menambahkan bahwa simplifikasi dapat dilakukan dengan
mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan atau
yang bermasalah.6 Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan efektivitas
dan mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, untuk dapat memulai usaha di Indonesia dulu
memerlukan izin gangguan (hinder ordonantie) yang diatur dalam Staatsblad
Tahun 1926 Nomor 226. Sedangkan izin gangguan merupakan produk hukum
peninggalan kolonial yang sudah tidak relevan dengan iklim usaha saat ini.7
Oleh karena itu, pemerintah mencabut aturan mengenai izin gangguan tersebut
melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Pencabutan kewajiban
memperoleh izin gangguan ini merupakan bentuk simplifikasi regulasi.

Ketentuan yang menghambat semacam izin gangguan inilah yang
disebut dengan istilah “red tape”. Istilah red tape maksudnya adalah proses
yang diangap tidak penting, menghambat tercapainya tujuan yang diharapkan,
namun merupakan tahapan resmi yang dipersyaratkan oleh negara.8
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai
bahwa red tape sangat membebani pelaku usaha dalam menjalankan
usahanya.9 Padahal, dunia usaha tentunya masih memiliki jalan terjal untuk

4 Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum
Nasional 7, no. 3 (2018): 321-
34, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/288/203. (diakses
pada 5 September 2021)

5 EUR-LEX, “Simplification of Legislation.”

6 Setiadi, “Simplifikasi Peraturan,”

7 Ranny Christi Mose, "Implikasi Hukum Atas Iklim Investasi Di Kota Manado
Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017." Lex Et Societatis 5, no. 4 (2017).

8 Cambridge Dictionary, “Red Tape”, Cambridge University Press 2021,
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/red-tape (diakses 4 September 2021).

9 OECD, Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative Simplification,”
(Paris: OECD Publishing, 2006), https://doi.org/10.1787/9789264029798-en. (diakses 4
September 2021).
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dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Sehingga OECD mendorong
agar negara-negara dapat memetakan tahapan administrasi perizinan berusaha
yang dianggap memenuhi kriteria red tape, untuk selanjutnya dapat dilakukan
simplifikasi.10

Studi mengenai simplifikasi juga terus berkembang dan tidak hanya
terbatas pada penyederhanaan tahapan birokratis. Sunstein bahkan
menambahkan bahwa simplifikasi regulasi dapat diwujudkan dengan
penerapan regulasi berbasis cost dan benefit dan penggunaan bahasa regulasi
yang mudah dipahami.11 Sunstein juga mendorong pentingnya menyediakan
semacam ringkasan yang mudah dibaca, agar masyarakat dapat lebih
memahami apa yang diatur dalam regulasi tersebut.12 Tujuannya adalah agar
regulasi dapat lebih mudah dipahami, sehingga meningkatkan efektivitas
penerapan regulasi tersebut. Artinya, simplifikasi regulasi memiliki banyak
kegunaan positif dari perspektif reformasi peraturan perundang-undangan.

Il. PRAKTEK SIMPLIFIKASI

Simplifikasi regulasi pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam
tatanan studi peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1986, Amerika
Serikat  menginisiasikan  Regulatory  Improvement  Project  untuk
meminimalisir beban-beban yang muncul atas peraturan yang ada.
Selanjutnya, dilakukan simplifikasi dengan melakukan review atas peraturan-
peraturan yang ada khususnya di sektor keuangan dan perbankan. Kemudian
di era Presiden Barack Obama, upaya simplifikasi regulasi kembali dicetuskan
oleh lembaga Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA). Pada tahun
2009, OIRA melakukan simplifikasi regulasi dengan penekanan pada
penghapusan ketentuan red tape, pendekatan cost dan benefit, penyederhanaan
bahasa agar regulasi lebih mudah dimengerti masyarakat.13

Uni Eropa juga melakukan upaya simplifikasi regulasi sejak tahun
1996, yaitu dengan ditetapkannya Simplification of Legislation for the Internal
Market (SLIM).14 Kemudian Uni Eropa secara rutin melakukan agenda
pengkinian (updating) simplifikasi regulasi bagi negara-negara anggotanya.
Salah satunya dengan program Commission’s rolling programme for
simplification yang ditetapkan pada tahun 2005 yang berhasil memetakan 640
inisiatif untuk simplifikasi pada tahun 2012. Di mana hal tersebut berhasil
memangkas birokrasi perizinan bisni hingga 25% dari kondisi sebelumnya.15

Masih pada tahun 2012, Uni Eropa menerapkan program simplifikasi
regulasi Bernama Regulatory Fitness and Performance programme

10 OECD, Why Is Administrative Simplification So Complicated?: Looking beyond
2010, (Paris: OECD Publishing, 2010) https://doi.org/10.1787/9789264089754-en.

11 Sunstein, Simpler, 23-24.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 EUR-LEX, “Simplification of Legislation.”

15 Ibid.
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(REFIT).16 REFIT mengidentifikasi materi regulasi yang menghambat,
menyederhanakan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
secara efektif dan efisien.17 Penekanan efisien di sini adalah dengan
memastikan agar kebijakan yang akan dituangkan dalam suatu regulasi harus
dapat dilaksanakan dengan dengan biaya yang rendah dan tidak boleh melebih
potensi manfaat yang dapat dicapai.

Indonesia sendiri cukup serius dalam mencoba menerapkan
simplifikasi regulasi. Strategi yang dilakukan adalah dengan pendekatan self-
assessment oleh lembaga-lembaga terkait dengan menginventarisasi,
mengidentifikasi, dan kemudian melakukan revisi, pencabutan, maupun
pembentukan regulasi baru.18 Sejak tahun 2015, pemerintah melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memetakan simplifikasi
regulasi dengan cara pemangkasan peraturan perundang-undangan. Baik yang
ada saat ini (existing regulation), maupun yang akan ada di masa depan (future
regulation).19 Fokus simplifikasi regulasi dalam hal ini terfokus pada empat
bidang yaitu perizinan, investasi, tata niaga ekspor dan impor, serta kemudahan
berusaha. Fokusnya adalah penyederhanaan regulasi di tingkat peraturan
menteri, peraturan direktur jenderal, atau peraturan lain yang setingkat.
Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah menggunakan metode Regulatory
Impact Analysis (RIA) untuk memaksimalkan upaya simplifikasi regulasi.20

o o
"3 =5 T8 i ¢ : 2
— -4 N T v =) o %
PCR | Elalin | eioain Tt -aciosiss + ssiesat 1
- B--. [ | - |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I Peraturan Presiden I Peraturan Pemerintah
Perppu Undang-undang
Linear (Peraturan Presiden) Linear (Peraturan Pemerintah)
Linear (Perppu) Linear (Undang-undang)

Figure 1 Jumlah peraturan Menteri dan peraturan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang disahkan pada kurun waktu 2014 — 2020 (sumber: diolah
dari peraturan.go.id)

16 Ibid.

17 “REFIT — Making EU Law Simpler, Less Costly and Future Proof.” European
Commission, 2021. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-
improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en.
(diakses 5 September 2021)

18 “Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi
Penanganannya.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, November 5, 2019.
https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-
permasalahan-dan-strategi-penanganannya/. (diakses 5 September 2021)

19 Ibid

20 Ibid.
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Figure 2 Jumlah peraturan Menteri dan peraturan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang disahkan pada kurun waktu 2014 — 2020 (sumber: diolah
dari peraturan.go.id)

Secara kuantitas, terlihat adanya tren penurunan regulasi yang
disahkan sejak Presiden Joko Widodo menjabat. Namun bukan berarti hal ini
berbanding lurus dengan penurunan ketentuan yang menghambat birokrasi
perizinan bisnis (red tape). Sehingga hal ini mendorong Presiden melakukan
langkah-langkah simplifikasi regulasi yang cukup revolusioner. Revolusioner
dalam penelitian ini maksudnya adalah upaya yang tidak biasa, belum pernah
dilakukan oleh rezim sebelumnya, dan berdampak signifikan dari perspektif
studi peraturan perundang-undangan.

Pertama, mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018
tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single
submission). Kedua, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(omnibus law). Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang
Pemberian  Persetujuan  Presiden Terhadap Rancangan Peraturan
Menteri/Kepala Lembaga (selanjutnya disebut sebagai Perpres Persetujuan
Presiden). Penelitian ini akan mencoba menganalisis kerangka berfikir Perpres
Persetujuan Presiden dari perspektif simplifikasi regulasi.

I1l. PEMBANTU PRESIDEN

Ketika dilantik untuk menjabat pada periode kedua pada tahun 2019,
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agenda simplifikasi regulasi:
“segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong,
harus kita pangkas”21. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Presiden masih
melihat banyaknya regulasi yang menghambat berbagai aspek perekonomian.
Sehingga agenda simplifikasi regulasi masih menjadi program prioritas.

21 “Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-
20247,  Kompas.com https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-
widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 (diakses 5 September 2021).
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Dalam Sidang Paripurna Kabinet Presiden mengaskan bahwa Menteri
dilarang untuk memiliki visi-misi sendiri.22 Menurutnya, yang ada hanya visi
misi Presiden. Menteri dan unsur pejabat lainnya yang merupakan pembantu
Presiden, atau berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, harus tunduk
terhadap arahan Presiden dan tidak dibenarkan memiliki agenda sendiri-
sendiri.

Dari kedua pidato tersebut, dari kacamata regulasi tentu dapat
diasumsikan bahwa presiden menginginkan agar regulasi yang ada
disederhanakan, dan Menteri serta para pembantu presiden lainnya tidak
dibenarkan membuat kebijakan sendiri. Dalam hal ini tentunya berbentuk
regulasi yang sesuai kewenangan masing-masing jabatan. Karena
bagaimanapun juga, regulasi yang disahkan tiap tahunnya masih tergolong
tinggi. Utamanya bagi peraturan lembaga yang volumenya cenderung stabil
disahkan secara kuantitas (lihat grafik 2).

Secara kronologis, amanat Presiden dalam Rapat Terbatas tertanggal
2 Juli 2015, Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Februari 2018 dan 14
November 2019, memang sudah memerintahkan agar peraturan
Menteri/kepala lembaga perlu mendapat persetujuan Presiden untuk disahkan
terlebih dahulu.23 Bahkan hal ini kembali dipertegas dalam Surat Sekretaris
Kabinet Republik Indonesia No. B-0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihal
Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Negara
tertanggal 23 April 2020. Pemberian persetujuan ini ditujukan bagi peraturan
Menteri/Kepala Lembaga yang, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat,
bersifat strategis, atau lintas sektoral.24 Kemudian baru pada tahun 2021
disahkanlah Perpres Persetujuan Presiden yang secara garis besar mengatur
materi yang sama dengan Surat Sekretaris Kabinet tersebut.

Melihat kronologis di atas, tentunya dapat dipahami bahwa lahirny
Perpres Persetujuan Presiden ini bukan tanpa alasan. Bahkan bisa dibilang
sebagai salah satu titik kulminasi kekhawatiran akan lahirnya regulasi-regulasi
yang ada. Khususnya yang disahkan oleh pejabat setingkat Menteri atau
Kepala Lembaga. Dalam rumusan konsiderans Perpres Persetujuan Presiden,
pertimbangan disahkannya aturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan
pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional,
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi
harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh
menteri/kepala lembaga;

22 “Jokowi Tegaskan Lagi Tak Ada Visi Misi Menteri”, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024110205-32-442468/jokowi-tegaskan-
lagi-tak-ada-visi-misi-menteri (diakses 5 September 2021).

23 Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No. B-
0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihm Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan
Menteri/Kepala Negara.

24 1bid.
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b. bahwa untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang
berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan
masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian
Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh
menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga;

c. bahwa pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan
Menteri/Kepala Lembaga dimaksudkan untuk meminimalkan
permasalahan  dalam  pelaksanaan Peraturan  Menteri/Kepala
Lembaga;25

Berdasarkan rumusan konsiderans di atas, memang terlihat bahwa
dasar lahirnya peraturan ini adalah untuk menyelaraskan regulasi yang
diterbitkan oleh Menteri/Kepala Lembaga agar sesuai dengan arah
pembangunan yang diamanatkan Presiden. Secara teori dalam sistem
presidensil, hal ini tentunya sah-sah saja mengingat Menteri (dan kepala
lembaga) merupakan pembantu Presiden,26 sehingga Presiden berhak
mengetahui apa saja yang dilaksanakan oleh pembantunya agar tidak
menyimpang.27 Namun secara politis, hal ini tentunya mengesankan bahwa
para pembantu Presiden selama inicenderung tidak mengikuti arah kebijakan
Presiden, atau Presiden tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh jajaran
kabinetnya.28

IV. IMEMBENTUK REGULASI YANG BAIK

Bardach dan Kagan berpendapat bahwa regulasi yang baik mendorong
pada adanya kondisi yang baik, sedangkan regulasi yang buruk mendorong
adanya kondisi yang buruk.29 Dalam konteks regulasi nasional, Presiden
menilai bahwa banyak regulasi yang justru mendorong adanya kondisi yang
buruk di masyarakat karena berpotensi menghambat tujuan pembangunan.30

Penelitian ini meyakini bahwa disahkannya Perpres Persetujuan
Presiden merupakan bentuk keinginan Presiden dalam mengoptimalkan

25 Indonesia, Peraturan Presiden Pemberian Persetujuan Presiden terhadap
Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Perpres No. 68 Tahun 2021, LN No.173 Tahun
2021, Menimbang.

26 Indonesia, Pasal 17.

27 M. Nur Solikhin, “Diskusi Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Peraturan
K/L: Pengaruh terhadap Pelaksanaan Reformasi Regulasi” (disampaikan pada Webinar
Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga: Apa
Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?, Jakarta, 18 Agustus 2021)

28 Ibid.

29 Eugene Bardach and Robert A. Kagan, “Going by the Book: The Problem of
Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report, (Philadelphia: Temple
University Press, 1981), him. 93.

30 “Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan
Tertib” Bappenas,
https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/Buku_Reformasi_Regulasi.pdf (diakses
5 September 2021)
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reformasi regulasi. Dengan analogi bahwa peraturan Menteri/Kepala Lembaga
yang dianggap berpotensi menyimpang dari visi misi Presiden, dapat ditolak
disahkan oleh Presiden. Artinya, Presiden memiliki peran langsung untuk
mengeliminasi regulasi red tape untuk tidak disahkan. Tentunya hal ini juga
berdampak langsung dalam mereduksi volume pengesahan regulasi.

Selanjutnya, Perpres Persetujuan Presiden mengamanatkan pemberian
persetujuan Presiden dilakukan setelah tahapan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi telah selesai dilaksanakan.31 Dengan
kata lain, prosesi pemberian persetujuan dilakukan setelah rancangan
peraturan Menteri/Kepala Lembaga sudah selesai dibahas dan tinggal
menunggu pengesahan oleh Menteri/Kepala Lembaga bersangkutan.

Persetujuan di tahap akhir ini tentunya berpotensi menyia-nyiakan
biaya (cost), waktu, dan tenaga yang sudah dikerahkan dalam tahapan
penyusunan peraturan yang dimaksud. Sehingga tidak efisien dalam konteks
penggunaan anggaran, dan membuang waktu dan tenaga yang dikeluarkan
apalagi jika ada pekerjaan lain yang dikorbankan untuk penyusunan regulasi
tersebut. Padahal, jika persetujuan ini diberikan di awal sebelum aturan
tersebut mulai disusun (semacam izin prakarsa), hal ini tidak hanya berpotensi
mengurangi regulasi yang tidak perlu disahkan. Tetapi juga dapat
menyelamatkan potensi biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu yang
bertentangan atau tidak disetujui oleh Presiden. Pendekatan cost dan benefit
semacam ini juga merupakan wujud simplifikasi regulasi yang konkret dan
dilakukan oleh Amerika Serikat.32 Dengan penolakan di awal, tentunya
jajaran pembantu presiden juga dapat berfokus untuk menyelesaikan pekerjaan
lainnya.

Di samping itu, pemberian persetujuan ini hanya dikhususkan pada
peraturan Menteri/lembaga yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJIMN), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), serta berimbas pada pertahanan, keamanan, dan keuangan
negara; dan lintas sektoral.33 Jika memenuhi salah satu kriteria di atas, maka
peraturan dimaksud harus mendapat persetujuan Presiden.

Kriteria berdampak luas, strategis, dan lintas sektoral ini tentunya
mengundang pertanyaan lanjutan: apakah tepat apabila peraturan setingkat
Menteri/Lembaga, mengatur hal-hal tersebut? Wicipto menilai bahwa jika
memang dibutuhkan intervensi atau persetujuan Presiden dalam aturan yang
bersifat berdampak luas, strategis, dan lintas sektoral, mengapa peraturan
tersebut tidak diatur dalam bentuk Peraturan Presiden saja?34 Dalam hal ini,

31 Indonesia, Pasal 4 jo. Pasal 5.

32 Sunstein, Simpler, him. 14.

33 Indonesia, Pasal 3 ayat (2).

34 Wicipto Setiadi, “Perpres No. 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan
Presiden Terhadap Permen/Perkalembaga Dan Reformasi Regulasi”, (disampaikan pada
Webinar ~ Kewajiban  Persetujuan  Presiden  terhadap  Rancangan  Peraturan
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memang terdapat kejanggalan Kketika suatu peraturan Menteri/Kepala
Lembaga, dapat mengatur sebegitu luas hingga lintas sektoral. Di mana hal
tersebut harusnya menjadi materi muatan Peraturan Presiden.

Memang harus diakui bahwa kondisi penyusunan regulasi di Indonesia
begitu kompleks. Mengutip penilaian Wicipto yang menganggap bahwa materi
muatan tersebut harusnya disusun dalam bentuk Peraturan Presiden, dalam
kenyataannya sulit untuk dilaksanakan jika terdapat pendelegasian langsung
dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden kepada
Peraturan Menteri.35 Di sisi lain, bahkan tanpa adanya pasal pendelegasian
langsung kepada Menteri/Kepala Lembaga sekalipun, suatu Undang-undang
atau peraturan yang lebih tinggi sulit untuk diaplikasikan jika belum ada
peraturan teknis yang mengatur lebih rinci.36

Maka dari itu, penelitian ini berkesimpulan bahwa untuk
mengefektifkan program simplifikasi regulasi, reformasi yang perlu untuk
dilakukan adalah dengan melarang adanya pendelegasian langsung dari
Undang-undang kepada Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Sebaliknya,
Menteri/Kepala Lembaga tetap diberikan kewenangan untuk membuat
regulasi. Dengan catatan, regulasi tersebut tidak boleh berdampak luas, bersifat
strategis, dan lintas sektoral. Ketiga kriteria tersebut setidaknya paling rendah
diatur dalam Peraturan Presiden untuk menghindari adanya tumpang tindih
regulasi dan ego sektoral antar lembaga.37

Kementerian/Lembaga: Apa Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?, Jakarta, 18 Agustus
2021)

35 Fadlansyah Lubis, “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga”
(disampaikan pada Webinar Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan
Kementerian/Lembaga: Apa Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?, Jakarta, 18 Agustus
2021)

36 Sunstein, Simpler, him. 21.

37 Penulis menemukan adanya peraturan lintas sektoral, yang pada pembahasannya
bersifat internal Kementerian/Lembaga, menjadi sulit diterapkan. Pada tahun 2017, disahkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 48 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Dimana peraturan
tersebut menghendaki perubahan pemegang saham atau pengurus bagi Perseroan Terbatas (PT)
yang bergerak di sektor energi dan mineral, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.
Padahlm, him ini jelas berseberangan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) beserta peraturan turunannya. Di mana kewenangan persetujuan
perubahan anggaran dasar yang mencakup nama PT, maksud dan tujuan, jangka waktu, besar
modal dasar, pengurangan modal, modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status PT di berikan
dalam UUPT adalah mutlak kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, perubahan
anggaran dasar terkait pemegang saham dalam suatu PT, sifatnya hanya pemeritahuan saja
kepada Menteri Hukum dan HAM. Sehingga tidak tepat jika Menteri ESDM melahirkan
kewenangan sendiri atas PT dalam rezim UUPT di bawah Menteri Hukum dan HAM. Namun
apabila regulasi lintas sektoral ini dituangkan dalam Peraturan Presiden yang memang secara
teoritis berwenang untuk memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, maka ketentuan regulasi
tersebut memiliki landasan hukum yang kuat untuk dipatuhi bersama oleh Menteri ESDM dan
Menteri Hukum dan HAM.
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Aubert menjelaskan bahwa suatu hukum kadang tidak berjalan efektif
di masyarakat karena adanya kelemahan (clumsiness) dari administrasi
pemerintahan itu sendiri.38 Kelemahan tersebut ditemukan baik dalam
menyusun atau mengeksekusi aturan tersebut.39

Perpres Persetujuan Presiden ini terlepas dari niat baiknya memang
menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, Perpres Persetujuan
Presiden ini tidak menjelaskan apa saja output yang dapat dihasilkan. Apakah
hanya sebatas diterima dan ditolak saja? Apakah dapat diberikan persetujuan
dengan catatan? Apakah dapat ditolak atau diterima sebagian pasalOpasalnya?
Kemudian apa saja parameter atau indikator suatu peraturan Menteri/Kepala
Lembaga dapat diterima dan ditolak?

Hal ini memang membuka ruang secara luas namun berpotensi
menjadi kontraproduktif dengan penyusunan regulasi itu sendiri. Sebagai
pembanding, Amerika Serikat memiliki OIRA yang melakukan analisis reviu
dan bersedia untuk terlibat dan memberikan rekomendasi atas rancangan
peraturan yang diusulkan untuk disahkan oleh Presiden.40 Model ini dapat
menjadi salah satu referensi yang dapat diadopsi oleh Presiden dalam upaya
mewujudkan simplifikasi regulasi.

Permasalahan lain yang menjadi pertanyaan adalah tekait peran
Sekretaris Kabinet dalam hal pemberian rekomendasi. Padahal, hal ini
menambah panjang alur pemrosesan penyusunan regulasi yang justru menjadi
concern dari Presiden sendiri (penyusunan regulasi yang terlalu lama).
Seyogyanya, Presiden cukup memberikan kekuasaan penuh kepada Menteri
yang membidangi urusan pembentukan peraturan perundang-undangan
kepercayaan dalam mempertimbangkan pemberian persetujuan presiden atau
tidak. Opsi lainnya adalah dengan melibatkan Sekretariat Kabinet untuk
terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan peraturan Menteri/Kepala
Lembaga. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet juga dapat mengawal
penyusunan peraturan Menteri/Kepala Lembaga sehingga dapat benar-benar
memahami teks dan konteks peraturan yang disusun sebelum mendapatkan
persetujuan Presiden.

V. KESIMPULAN

Disahkannya Perpres Persetujuan Presiden merupakan wujud
keseriusan Presiden Joko Widodo dalam melakukan simplifikasi regulasi. Baik
secara teoritis dan praktis, peraturan tersebut memang dapat berperan sentral
dalam upaya mengurangi adanya peraturan-peraturan tingkat Menteri/Kepala

38 Vilhelm Aubert, “Some Social Functions of Legislation.” Acta Sociologica 10, no.
1-2 (1967) https://doi.org/10.1177/000169936701000107 (diakses 3 Agustus 2021)

39 Ibid.

40 Office of Management and Budget, “Information and Regulatory Affairs” The
White House, https://www.whitehouse.gov/omb/information-regulatory-affairs/ (diakses 5
September 2021)

98

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesi


https://doi.org/10.1177/000169936701000107
https://www.whitehouse.gov/omb/information-regulatory-affairs/

Manifesto Simplifikasi Regulasi Dan Persetujuan Presiden Terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Lembaga yang dianggap tidak perlu, tidak relevan, dan menyulitkan
masyarakat.

Ditinjau dari segi efektivitas, Perpres Persetujuan Presiden ini dapat
dikategorikan sebagai upaya short term solution dalam mengurangi kondisi
overregulasi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah banyaknya regulasi di
tingkat Menteri/Kepala Lembaga yang mendapatkan delegasi langsung dari
Undang-undang, mengatur secara luas dan berdampak strategis, serta lintas
sektoral. Hal ini merupakan akar permasalaha yang harus segera dibenahi
karena menimbulkan inefetktivas dan tumpang tindih regulasi. Sehingga
regulasi yang bersifat luas pengaturannya, berdampak strategis dan lintas
sektor, harus diatur paling rendah dalam Peraturan Presiden. Hal lain yang
disayangkan adalah tahapan pemberian perstujuan di akhir setelah seluruh
tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan. Padahal jika
dilaksanakan di awal, hal ini juga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga
yang dicurahkan untuk menyusun regulasi tersebut.

Terlepas dari banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran yang ada,
Perpres Persetujuan Presiden ini merupakan bentuk keseriusan Presiden dalam
hal simplifikasi regulasi. Sehingga memang seluruh jajaran kabinet harus
benar-benar memperhatikan bahwa Presiden tidak menghendaki adanya
kebijakan yang tidak selaras dengan arah pembangunan yang diharapkan.
Kedepannya, diharapkan terdapat upaya simplifikasi regulasi lainnya yang
mampu untuk terus memangkas peraturan-peraturan yang membebani
masyarakat.

Daftar Pustaka

Aubert, Vilhelm, “Some Social Functions of Legislation.” Acta Sociologica

10, no. 1-2 (1967)
https://doi.org/10.1177/000169936701000107  (diakses 3
Agustus 2021)

Baldwin, Robert, Rules and Government, (Oxford: Clarendon Press, 2017).

Bardach, Eugene dan Robert A. Kagan, “Going by the Book: The Problem of
Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund
Report, (Philadelphia: Temple University Press, 1981), him. 93.

Lubis, Fadlansyah, “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021
tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan
Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga” (disampaikan pada
Webinar Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan
Peraturan Kementerian/Lembaga: Apa Dampaknya terhadap
Reformasi Regulasi?, Jakarta, 18 Agustus 2021)

OECD, Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative

Simplification,” (Paris: OECD Publishing,
2006), https://doi.org/10.1787/9789264029798-en. (diakses 4
September 2021).

99

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari Fhui Untuk Indonesi


https://doi.org/10.1177/000169936701000107
https://doi.org/10.1787/9789264029798-en

Manifesto Simplifikasi Regulasi Dan Persetujuan Presiden Terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

OECD, Why Is Administrative Simplification So Complicated?: Looking
beyond 2010, (Paris: OECD Publishing,
2010) https://doi.org/10.1787/9789264089754-en.

Ranny Christi Mose, "Implikasi Hukum Atas Iklim Investasi Di Kota Manado
Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017." Lex Et Societatis 5, no. 4 (2017).

Setiadi, Wicipto, “Perpres No. 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan
Presiden Terhadap Permen/Perkalembaga Dan Reformasi
Regulasi”, (disampaikan pada Webinar Kewajiban Persetujuan
Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga:
Apa Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?, Jakarta, 18
Agustus 2021)

Setiadi, Wicipto, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha,” Jurnal Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 3 (2018):
321-

34, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/a
rticle/view/288/203. (diakses pada 5 September 2021)

Solikhin, M. Nur, “Diskusi Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap
Peraturan K/L: Pengaruh terhadap Pelaksanaan Reformasi
Regulasi” (disampaikan pada Webinar Kewajiban Persetujuan
Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga:
Apa Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?, Jakarta, 18
Agustus 2021)

Sunstein, Cass R., Simpler, (New York: Simon and Schuster, 2013), him. 24.

Surono, Agus, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-
undangan, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2019).

Sururi, Ahmad. "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju
Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis." Ajudikasi:
Jurnal llmu Hukum 1, no. 2 (2017).

Indonesia, Peraturan Presiden Pemberian Persetujuan Presiden terhadap
Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Perpres No. 68
Tahun 2021, LN No.173 Tahun 2021, Menimbang.

Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No. B-
0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihal Pemberian Persetujuan
Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Negara.

“Jokowi Tegaskan Lagi Tak Ada Visi Misi Menteri”’, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024110205-32-
442468/jokowi-tegaskan-lagi-tak-ada-visi-misi-menteri
(diakses 5 September 2021).

“Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi
Penanganannya.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, November
5, 2019. https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-

100

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesi


https://doi.org/10.1787/9789264089754-en
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/288/203
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/288/203
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024110205-32-442468/jokowi-tegaskan-lagi-tak-ada-visi-misi-menteri
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024110205-32-442468/jokowi-tegaskan-lagi-tak-ada-visi-misi-menteri
https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya/

Manifesto Simplifikasi Regulasi Dan Persetujuan Presiden Terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-
penanganannya/. (diakses 5 September 2021)

“Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode
2019-2024”, Kompas.com https://jeo.kompas.com/naskah-
lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-
periode-2019-2024 (diakses 5 September 2021).

“REFIT — Making EU Law Simpler, Less Costly and Future Proof.” European
Commission, 2021. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-
process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-
making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof _en.
(diakses 5 September 2021)

“Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang
Sederhana dan Tertib” Bappenas,
https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/Buku_Refo
rmasi_Regulasi.pdf (diakses 5 September 2021)

Cambridge Dictionary, “Red Tape”, Cambridge University Press 2021,
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/red-tape
(diakses 4 September 2021).

EUR-LEX, “Simplification of Legislation” European Union https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_simplification.ht
ml (diakses 5 September 2021)

Office of Management and Budget, “Information and Regulatory Affairs” The
White House, https://www.whitehouse.gov/omb/information-
regulatory-affairs/ (diakses 5 September 2021)

Small and Medium Enterprise Department ,“Simplification of Business
Regulations at the Sub-National Level: A Reform
Implementation Toolkit for Project Teams” World Bank Group
2006
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/96/BEETo
olkit05_full.pdf (diakses 5 September 2021)

101

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari Fhui Untuk Indonesi


https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya/
https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya/
https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024
https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024
https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en
https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/Buku_Reformasi_Regulasi.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/Buku_Reformasi_Regulasi.pdf
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/red-tape
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_simplification.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_simplification.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/legislation_simplification.html
https://www.whitehouse.gov/omb/information-regulatory-affairs/
https://www.whitehouse.gov/omb/information-regulatory-affairs/
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/96/BEEToolkit05_full.pdf
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/96/BEEToolkit05_full.pdf

Manifesto Simplifikasi Regulasi Dan Persetujuan Presiden Terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

102

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesi



Problematik Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Outsourcing Pasca Berlakunya UU No.11 Tahun 2020

PROBLEMATIK PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH
OUTSOURCING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Fitriana

Abstrak

Praktik outsourcing seringkali menyisakan berbagai permasalahan. Setiap regulasi yang
bersinggungan dengan praktik ini selalu menjadi topik utama dalam pemberitaan. Tak terkecuali
saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tahun lalu.
Sebagian besar masyarakat, khususnya pihak pekerja/buruh, menyayangkan ketentuan
outsourcing yang dirasa belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh
outsourcing. Padahal, sudah sepatutnya Pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum
dalam melindungi kepentingan pekerja/buruh yang berkedudukan sosial ekonomi lebih rendah
dibandingkan kedudukan pengusaha. Hal ini mengingat hukum ketenagakerjaan di Indonesia
tidak hanya sarat dengan sifat-sifat hukum privat (privaatrechtelijk) saja, melainkan juga sarat
dengan sifat-sifat hukum publik (publiekrechtelijk). Untuk itu, tulisan ini akan membahas dari
aspek yuridis, apakah ketentuan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing.
Adapun penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif.

Kata Kunci: outsourcing, pekerja/buruh, perlindungan hukum.

Abstract

The practice of outsourcing often leaves various problems. Every regulation related to this
practice is always the main topic in the news. It was no exception when Law Number 11 of 2020
on Job Creation was enacted last year. Most of the people, especially the employee/labor, regret
that the outsourcing provision is deemed not sufficient to provide legal protection for the
outsourced employee/labor. In this regard, Government should be present to provide legal
certainty in protecting the interests of employee/labor who socioeconomic status is lower than
that of the employer. This is due to the fact that employment law in Indonesia is not only full of
the characteristic of private law (privaatrechtelijk), but also loaded with the characteristics of
public law (publiekrechtelijk). For this reason, this article will discuss from the juridical aspect,
whether the outsourcing provisions under Law Number 11 of 2020 on Job Creation have
provided legal protection for outsourced employee/labor. The research in this article uses a
normative juridical method.

Keywords: outsourcing, employee/labor, legal protection.

I. PENDAHULUAN

Outsourcing diartikan oleh Bennett Harrison dan Maryellen R. Kelley
sebagai “the decision making situation in which management still has an in-
house capability and, thus, the option of choosing to do the work ‘inside’ or
‘outside’ 1. Sedangkan, menurut Aloysius Uwiyono, outsourcing adalah
“pemindahan pekerjaan atau mensub-kontrakkan pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain dalam rangka mengefisiensikan kegiatan perusahaan

1 Bennett Harrison dan Maryellen R. Kelley, “Outsourcing and the Search for
‘Flexibility’,”  Work, Employment &  Society 7, No. 2, (1993): 215,
https://doi.org/10.1177/095001709372003.
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secara keseluruhan”2. Sehingga, outsourcing dapat diartikan sebagai suatu
langkah perusahaan untuk menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain
karena alasan efisiensi, meskipun perusahaan tersebut sebenarnya juga mampu
mengerjakannya sendiri secara internal.

Pelaksanaan outsourcing di Indonesia pertama kali diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang dilakukan melalui ‘pemborongan
kerja’3. Selanjutnya, ketentuan outsourcing ini kemudian diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.
13 Tahun 2003”)4. Meskipun istilah ‘outsourcing’ tidak ditemukan secara
eksplisit, namun UU No. 13 Tahun 2003 memberikan pengaturan bahwa
perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya5, yang mana pada praktiknya kegiatan ini lebih dikenal
sebagai outsourcing.

Untuk melaksanakan ketentuan outsourcing dalam UU No. 13 Tahun
2003, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari Peraturan
Menteri hingga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Rl. Namun, instrumen-
instrumen hukum tersebut masih dirasa belum cukup memberikan
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI untuk
menguji ketentuan outsourcing yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003.
Bahkan, seringkali pekerja/buruh menuntut penghapusan outsourcing dalam
setiap perayaan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei (May Day).

Upaya-upaya pekerja/buruh outsourcing tersebut tentunya diharapkan
dapat mendorong Pemerintah untuk segera memperbaiki regulasi terkait sistem
outsourcing di Indonesia. Namun, sejak ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11 Tahun 2020”)6,
banyak stigma yang menilai undang-undang tersebut belum menjamin
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Oleh karena itu, Penulis
akan mengulas dari aspek yuridis, apakah ketentuan outsourcing dalam UU
No. 11 Tahun 2020 telah menjawab permasalahan outsourcing selama ini
dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing.

Il. PEMBAHASAN

Ketentuan outsourcing yang berlaku saat ini diatur dalam UU No. 11
Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,

2 Aloysius Uwiyono, “Ketidakpastian Hukum Pengaturan Outsourcing dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ”, dalam Himpunan Artikel Ketenagakerjaan, ed. Willy
Farianto (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 52.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1601b.

4 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39
Tahun 2003, TLN No. 4279.

5 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 64

6 Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245
Tahun 2020, TLN No. 6573.
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dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35 Tahun 2021”)7. Untuk
menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing, perlu
dilakukan pembahasan dalam 4 (empat) bagian, yaitu: i) hubungan kerja; ii)
perjanjian Kerja; iii) pekerjaan yang dialihdayakan (outsourcing); dan iv)
tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja/buruh outsourcing.

a. Hubungan Kerja Outsourcing

Pelaksanaan kegiatan outsourcing melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu: i)
perusahaan alih daya (“Perusahaan Outsourcing”); ii) perusahaan pemberi
pekerjaan (“User”); dan iii) pekerja/buruh. Pada praktiknya, User
menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Outsourcing
melalui perjanjian kerja sama. Nantinya, pekerjaan tersebut akan diteruskan
dan dilakukan oleh pekerja/buruh. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah skema
rangkaian kegiatan outsourcing:

Penyerahan sebagian pekerjaan
< User
Kerja sama

Perusahaan
Qutsourcing

Pelaksanaan
pekerjaan

Pekerja/Buruh

Dari skema tersebut di atas, tentunya akan menimbulkan pertanyaan,
dengan siapakah pekerja/buruh memiliki hubungan kerja? Apakah dengan
Perusahaan Outsourcing atau dengan User?

Secara normatif, UU No. 11 Tahun 2020 mengatur bahwa hubungan
kerja terjadi antara pekerja/buruh dengan Perusahaan Outsourcing8. Namun,
perlu dipahami bahwa ketentuan ini menyimpang dari konsep hubungan kerja
yang sebenarnya. Karena, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah
“hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah9. Sehingga suatu
hubungan kerja hanya akan terjadi jika di antara pengusaha dan pekerja/buruh
telah memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan,
dalam pelaksanaan outsourcing, pekerja/buruh melaksanakan pekerjaannya
berada di bawah perintah langsung yang diberikan oleh User. Dengan
demikian, secara konsep, hubungan kerja yang terjadi seharusnya adalah antara
pekerja/buruh outsourcing dengan User.

7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No. 35 Tahun 2021, LN
No. 45 Tahun 2021, TLN No. 6647.

8 UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 66 ayat (1).

9 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 1 angka 15.
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Penyimpangan hubungan kerja dalam praktik outsourcing tentunya
merugikan pekerja/buruh. Hal ini dikarenakan tidak adanya perlindungan
hukum bagi pekerja/burun selama melaksanakan pekerjaannya. Seperti,
pekerja/buruh tidak dapat menuntut User atas kepastian jenjang Kkarir dan
kelangsungan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Selain itu, penyimpangan hubungan kerja outsourcing juga akan
membingungkan pihak ketiga. Misalnya, seorang pekerja outsourcing telah
menyalahgunakan data pribadi milik konsumen di User. Atas kejadian
tersebut, kepada siapakah konsumen mengajukan tuntutan ganti rugi? Apakah
kepada: i) User sebagai pihak yang mengawasi pekerja outsourcing dalam
melaksanakan pekerjaan; atau ii) Perusahaan Outsourcing sebagai pihak yang
oleh undang-undang terikat hubungan kerja dengan pekerja outsourcing?

Menurut  Aloysius  Uwiyono, pelaksanaan pekerjaan  oleh
pekerja/buruh dilakukan atas pengawasan pengusaha yang memberikan
pekerjaan. Sehingga apabila timbul permasalahan dengan pihak ketiga, yang
bertanggung jawab adalah pengusaha yang mengawasi pekerjaan tersebut
(vicarious liability)10. Secara de facto, pekerja memang bekerja di bawah
pengawasan User. Namun secara de jure, pekerja itu terikat hubungan kerja
dengan Perusahaan Outsourcing.

b. Perjanjian Kerja Outsourcing

Pada dasarnya, perjanjian kerja dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT?”) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (“PKWTT”)11. Pertama, PKWT ialah perjanjian kerja yang
dibuat berdasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan
tertentul2. Karena sifatnya yang hanya sementara, PKWT harus dibuat secara
tertulis supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai
keberlakuan perjanjian kerja tersebut.

Kedua, PKWTT adalah jenis perjanjian kerja yang dibuat untuk
pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu “pekerjaan yang sifatnya terus menerus,
tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu
proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan
musiman ’13. Berbeda halnya dengan PKWT, PKWTT ini dapat dibuat dalam
bentuk tertulis maupun lisan. Namun, apabila PKWTT dibuat secara lisan
maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang
bersangkutanl14.

Khusus untuk outsourcing, UU No. 11 Tahun 2020 mengatur bahwa
perjanjian kerja dapat dibuat dalam PKWT atau PKWTT15. Namun uniknya,

10 Uwiyono, “Outsourcing”, 58.

11 UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 56 ayat (1).

12 UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 56 ayat (2).

13 UU No. 11 Tahun 2020, Penj. Ps. 59 ayat (2).
14 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 63 ayat (1).

15 UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 66 ayat (1).
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kedua jenis perjanjian kerja tersebut harus dibuat secara tertulis16. Sehingga

PKWTT untuk outsourcing berbeda dengan PKWTT pada umumnya, karena

PKWTT untuk outsourcing tidak boleh dibuat secara lisan.

Selanjutnya, siapakah yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian
kerja outsourcing? Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya, UU No. 11 Tahun 2020 mengatur bahwa hubungan kerja yang
terjadi adalah antara Perusahaan Outsourcing dan pekerja/buruh. Mengingat
hubungan kerja lahir dari adanya suatu perjanjian kerja maka subjek hukum
dalam perjanjian kerja outsourcing tersebut adalah: i) Perusahaan
Outsourcing; dan ii) pekerja/buruh.

Apabila Perusahaan Outsourcing mempekerjakan pekerja/buruh
berdasarkan PKWT maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh jika terjadi pergantian
Perusahaan Outsourcing dan sepanjang objek pekerjaannya tetap adal7. Yang
dimaksud dengan ‘pengalihan perlindungan hak-hak’ yaitu Perusahaan
Outsourcing yang baru memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh
minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh Perusahaan Outsourcing
sebelumnya. Sedangkan, ‘objek pekerjaannya tetap ada’ berarti bahwa
pekerjaan yang ada pada 1 (satu) User yang samal8.

Pengalihan perlindungan hak-hak pekerja/buruh outsourcing ini
sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Ketentuan tersebut
baru muncul sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor
27/PUU-1X/2011 tanggal 17 Januari 201219, yang menguji materi Pasal 65
ayat (7)20 dan Pasal 66 ayat (2)21 UU No. 13 Tahun 2003.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi Rl berpendapat bahwa
pengalihan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dalam praktik outsourcing
merupakan prinsip yang sudah lama diterapkan dalam hukum ketenagakerjaan,
yaitu Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE)22. Dengan
adanya prinsip ini maka23:

1. selama pekerjaan yang diperintahkan masih ada, Perusahaan Outsourcing
yang baru harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya,
tanpa mengubah ketentuan-ketentuan yang sudah ada, kecuali jika
perubahan tersebut untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh
karena bertambahnya pengalaman dan masa kerja;

16 PP No. 35 Tahun 2021, Ps. 18 ayat (2).

17 UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 66 ayat (3).

18 UU No. 11 Tahun 2020, Penj. Ps. 66 ayat (3).

19 Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 27/PUU-1X/2011 tanggal 17 Januari

2012.

20 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 65 ayat (7).

21 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 66 ayat (2).

22 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 27/PUU-1X/2011 tanggal 17 Januari 2012,
44,

23 Ibid., 45.
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2. terdapat kepastian akan kontinuitas pekerjaan dan memberikan
perlindungan bagi pekerja/buruh terhadap aspek-aspek kesejahteraan
lainnya;

3. masa kerja tetap diperhitungkan, sehingga pekerja/buruh dapat
memperoleh hak-hak yang layak dan proporsional; dan

4. jika terjadi pemberhentian dengan alasan pergantian Perusahaan
Outsourcing, pekerja/buruh dapat mengajukan perselisihan tersebut
melalui mekanisme penyelesaian perselisinan hubungan industrial.

Dengan adanya kewajiban pencantuman pengalihan perlindungan
hak-hak pekerja/buruh ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum
bagi pekerja/burun dalam menerima fair benefits and welfare tanpa
didiskriminasikan dengan pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja
langsung dengan User tersebut. Outsourcing memang merupakan langkah
pengusaha untuk mengefisiensikan biaya produksi. Namun, praktik
outsourcing harus diupayakan agar tidak memicu krisis kapitalis kontemporer
(contemporary capitalist)24 dalam dunia ketenagakerjaan.

c. Pekerjaan yang Dapat Dialihdayakan (Outsourcing)

Sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 2003, kegiatan outsourcing
hanya dapat melaksanakan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi (core business)25. Misalnya,
cleaning service, jasa Kkatering, jasa security, dan sebagainya. Sehingga,
pekerjaan yang diserahkan oleh User kepada Perusahaan Outsourcing haruslah
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pendukung dan tidak menghambat proses
produksi. Apabila pekerjaan yang diserahkan (outsourcing) berkaitan langsung
dengan proses produksi (core business) maka status hubungan kerja yang
semula terjadi antara pekerja/buruh dengan Perusahaan Outsourcing, beralih
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan User26.

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020, pembatasan pekerjaan
outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 tersebut dihapus. Saat ini, baik UU
No. 11 Tahun 2020 maupun PP No. 35 Tahun 2021 tidak memberikan
pembatasan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat di-
outsourcing. Hal ini tentunya berpotensi mendorong peningkatan jumlah
praktik outsourcing untuk semua jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan yang
berkaitan dengan proses produksi (core business).

Penyebarluasan cakupan pekerjaan outsourcing sebenarnya membawa
dampak yang negatif bagi User. Karena, seluruh pelaksanaan pekerjaan inti
akan diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Outsourcing. Bukankah

24 Didimo Castillo Fernandez dan Adrian Sotelo Valencia, “Outsourcing and the New
Labor Precariousness in Latin America”, American Perspectives 2, No. 5, (2013): 23,
https://doi.org/10.1177/0094582X13492124.

25 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 65 ayat (2) huruf ¢ dan Ps. 66 ayat (1).

26 UU No. 13 Tahun 2003, Ps. 65 ayat (7) dan Ps. 66 ayat (4).
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Perusahaan Outsourcing nantinya berpotensi menjadi ‘kompetitor’ bagi User?
Karena Perusahaan Outsourcing dapat mengetahui seluruh informasi strategis
dan pengetahuan teknis dari proses produksi (core business) milik User. Selain
itu, seluruh kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam
melaksanakan pekerjaan juga akan dikuasai oleh pekerja/buruh outsourcing,
yang secara hukum merupakan pihak luar dan tidak memiliki hubungan kerja
dengan User27.

Selain itu, kebebasan penggunaan outsourcing ini tentunya juga akan
merugikan pihak pekerja/buruh. Karena seperti yang diketahui, pekerja/buruh
outsourcing memiliki kesejahteraan dan perlindungan yang lebih rendah
dibandingkan pekerja/buruh pada umumnya. Untuk itu, Pemerintah perlu
memainkan peran mendasar, dengan mengeluarkan berbagai regulasi sebagai
sumber hukum utama28 dalam pelaksanaan outsourcing. Sehingga ketentuan
mengenai syarat-syarat kerja dan kondisi kerja untuk outsourcing perlu diatur
secara lengkap oleh Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan (kaidah
heteronom), bukan dikembalikan kepada kesepakatan para pihak (kaidah
otonom).

d. Tanggung Jawab atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Outsourcing

Meskipun pekerja/buruh melaksanakan pekerjaannya di User, namun
pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tersebut menjadi tanggung jawab dari
Perusahaan Outsourcing. Sejatinya, hal ini merupakan konsekuensi dari
adanya pengaturan normatif yang menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi
antara pekerja/buruh dengan Perusahaan Outsourcing.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021, tanggung
jawab Perusahaan Outsourcing kepada pekerja/buruh meliputi: i) perlindungan
pekerja/buruh; ii) upah; iii) kesejahteraan; iv) syarat kerja; dan v) perselisihan
yang timbul.

Berdasarkan pada hal tersebut, pembayaran upah dan hak-hak lainnya
bagi pekerja/buruh harus dipenuhi oleh Perusahaan Outsourcing. Sehingga
apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, pekerja/buruh harus mengajukan
tuntutannya kepada Perusahaan Outsourcing dan tidak boleh menuntut apa pun
kepada User. Dari adanya pengaturan ini, tentunya Perusahaan Outsourcing
seakan-akan menjadi ‘perusahaan alih risiko> bagi User dalam
mempekerjakan pekerja/buruh outsourcing.

Namun apabila ditelaah lebih lanjut, pemberian upah pekerja/buruh
outsourcing sebenarnya bersumber dari imbalan kerja sama yang dibayarkan

27 Ifedapo Adeleye, “The Impact of Outsourcing on Business Performance: Insights
for  Employers,” Human Resource Management Journal 3, (2011): 40,
https://www.researchgate.net/publication/271837755.

28 Aloysius Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum Tentang Pesangon”, dalam
Himpunan Artikel Ketenagakerjaan, ed. Willy Farianto, Cet. 1, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2018), him. 77.
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oleh User kepada Perusahaan Outsourcing. Sehingga pembayaran upah
pekerja/buruh ini pada hakikatnya dibayarkan oleh User melalui perantara
Perusahaan Outsourcing. Apakah skema pengupahan ini menguntungkan
pekerja/buruh? Tentunya tidak. Karena, seringkali Perusahaan Outsourcing
melakukan pemotongan terhadap besaran upah yang seharusnya diterima oleh
pekerja/buruh. Sayangnya, hingga saat ini, Pemerintah belum memberikan
pengaturan teknis mengenai bagaimana skema pengupahan bagi pekerja/buruh
outsourcing agar terwujud perlindungan sistem pengupahan yang berkeadilan.

1. PENUTUP

Berangkat dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
dari aspek yuridis, ketentuan outsourcing dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan
PP No. 35 Tahun 2021 belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi
pekerja/buruh outsourcing. Meskipun terdapat perbaikan normatif dengan
diwajibkannya pencantuman pengalihan perlindungan hak-hak pekerja/buruh
sesuai dengan prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment
(TUPE), namun masih terdapat kekosongan hukum dalam menjamin
kelangsungan hidup bagi pekerja/buruh outsourcing. Di antaranya, ketiadaan
pengaturan mengenai kepastian jenjang karir dan kelangsungan bekerja,
pembatasan jenis-jenis pekerjaan, serta skema pengupahan bagi pekerja/buruh
outsourcing.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh
outsourcing, Pemerintah seharusnya memberikan pengaturan lanjutan
mengenai praktik outsourcing ini. Sehingga, Negara dapat benar-benar hadir
untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya perbudakan
modern (modern slavery) dan krisis kapitalis kontemporer (contemporary
capitalist) sebagai akibat dilakukannya kegiatan outsourcing tersebut.
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PENGGUNAAN APPLICATION PROGRAMING INTERFACE (API)
UNTUK OPTIMALISASI PELAPORAN KEPADA OTORITAS JASA
KEUANGAN

Gilbert Hansel

Sejauh ini pelaporan di kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
masih mengandalkan pelaporan rutin, dimana kewajiban penyusunannya
berada di pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) dan penyerahan laporannya
terbatas pada tingkat kepatuhan PUJK terkait. Hal ini menimbulkan
keterbatasan data yang diterima oleh OJK, seperti: data tersebut sering kali
sudah tidak aktual dan tidak jarang laporan tersebut mengandung informasi
yang kurang komprehensif mengingat pengumpulan dan pengolah datanya pun
dilakukan oleh masing-masing PUJK yang mana memiliki prosedur
pengumpulan dan pengolahan data berbeda juga serta sangat dipengaruhi oleh
tingkat transparansi dari PUJK terkait. Selain itu mengingat inisiatif
penyerahan dan penyusunan laporan berada pada PUJK, dalam hal PUJK
terlambat atau tidak menyerahkan laporan rutin, hal ini akan menghambat OJK
dalam memperoleh data yang diperlukan. Pada esensinya laporan rutin kepada
OJK bertujuan agar OJK memperoleh data-data yang dimiliki oleh PUJK,
dimana data-data tersebut mendapat memberikan gambaran bagi OJK
mengenai kondisi internal PUJK, kegiatan usaha PUJK dan kondisi pasar yang
sedang terjadi di industri jasa keuangan.

Data laporan PUJK sangat penting bagi OJK sebagai regulator dan
pengawas dalam mengambil kebijakan terhadap industri keuangan maupun
terhadap masing-masing PUJK termasuk melakukan penilaian atas kondisi dan
kegiatan usaha PUJK terkait. Oleh karena itu aktualitas dan kekomprehensifan
data yang diterima olen OJK berdasarkan data laporan sangat penting.
Berdasarkan hal tersebut diperlukan cara yang lebih efektif dalam
pengumpulan data dari PUJK sehingga data yang diperoleh OJK lebih
transparan, aktual, dan komprehensif. Dengan adanya perkembangan
teknologi digital, saat ini terdapat fasilitas yang memungkinkan untuk
dilakukan pertukaran data digital secara jarak jauh melalui penggunaan
Application Programing Interface (API). Penggunaan API tersebut akan
berfungsi memfasilitas pertukaran data antara PUJK dengan OJK, dimana
PUJK akan mengumpulkan data dan menyusunnya dalam format atau bentuk
yang ditentukan OJK lalu menyimpannya dalam database, kemudian OJK
ketika membutuhkan dapat mengakses data tersebut menggunakan API.
Dengan penggunaan API diharapkan OJK dapat: memperoleh data yang lebih
transparan, aktual, komprehensif dan sesuai dengan kebutuhannya dari waktu
ke waktu; dapat menggantikan pelaporan rutin untuk data-data yang diperlukan
oleh OJK secara aktual; dan dalam hal dibutuhkan pengolahan data dapat
langsung dilakukan oleh OJK, misalnya seperti data pengaduan konsumen
yang diterima PUJK.
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API merupakan sekumpulan kode pemrograman yang memungkinkan
perangkat lunak yang berbeda untuk saling berinteraksi, dimana di dalamnya
terdapat pengaturan dan ketentuan yang digunakan oleh perangkat lunak
tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain dan suatu interface yang berbeda
untuk memfasilitasi interaksi tersebut.1 APl menawarkan cara yang lebih
efisien dan fleksibel atas pengumpulan dan pendistribusian data. Terdapat dua
komponen dalam API, yaitu:2
1. Spesifikasi teknikal yang mengatur pertukaran data antar perangkat lunak

terkait, seperti ketentuan permintaan data, pemrosesan permintaan
tersebut, dan penyerahan data yang diminta; dan
2. Software interface yang mengatur penampilan data tersebut.

Pada intinya API digunakan oleh perangkat lunak yang membutuhkan
data tertentu dari perangkat lunak lainnya dengan mengajukan permintaan
data. Berdasarkan permintaan terkait, perangkat lunak lainnya akan
menyerahkan data tersebut. Setelah memperoleh data yang diminta, perangkat
lunak terkait akan menampilkan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
pemrogramannya. Secara sederhana API dapat dipersamakan sebagai suatu
kontrak atau ketentuan manual bagi para perangkat lunak terkait. Salah satu
keuntungan dari penggunaan APl adalah menyederhanakan dan mempercepat
pengembangan suatu perangkat lunak, karena perangkat lunak yang
membutuhkan data terkait tidak perlu mengumpulkan data atau membuat
source code baru bagi fitur terkait, serta hanya perlu dihubungkan dengan
perangkat lunak terkait.

Penggunaan API secara lebih luas, dapat memberikan manfaat yang
signifikan bagi institusi pengawas dan PUJK, sebab APl dapat memfasilitasi
komunikasi antara institusi pengawas dan PUJK dengan mengintegrasikan
pemroduksian data dengan pemrosesan data yang sesuai dengan kebutuhan
pengawas dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan otomatisasi yang
lebih besar dan biaya pelaporan yang lebih rendah. Selain itu, APl dapat
memberikan keleluasaan bagi institusi pengawas untuk melakukan modifikasi
atas keperluan pemantauan yang dilakukan untuk sementara waktu atau
sebagai tindak lanjut atas suatu peristiwa tertentu yang tidak terduga maupun
untuk keperluan pengawasan yang sifatnya berkesinambungan akibat adanya
perubahan skema kegiatan usaha dalam sektor jasa keuangan.3

Penggunaan API diharapkan dapat juga membantu meningkatkan
kapabilitas OJK dalam melakukan pengawasan market conduct. Dalam
penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang

1 Bank of International Settlements, Innovative Technology In Financial Supervision
(Suptech) — The Experience Of Early Users, Financial Stability Institute of the Bank for
International, 2018, him. 25.

2 Altexsoft, “What is API: Definition, Types, Specifications, Documentation”
https://www.altexsoft.com/blog/engineering/what-is-api-definition-types-specifications-
documentation/, diakses 20 September 2021

3 Financial Stability Board, The Use of Supervisory and Regulatory Technology by
Authorities and Regulated Institutions, Financial Stability Board, 2020, him. 20.
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Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK mendefinisikan market
conduct sebagai perilaku PUJK dalam mendesain, menyusun dan
menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk
dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.4

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan market

conduct adalah pengawasan oleh OJK terhadap PUJK atas kegiatan usahanya

sehari-hari dalam berinteraksi dengan Konsumen. Pengawasan market conduct
bertujuan untuk:5

a. terciptanya budaya dan perilaku PUJK yang berorientasi terhadap
Konsumen dan memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen
dan PUJK dalam berinteraksi;

b. memahami perilaku pasar lembaga jasa keuangan dan para individu dalam
lembaga tersebut untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat
menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mitigasi atas risiko tersebut;
dan

¢. melindungi kepentingan Konsumen melalui kegiatan pengawasan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengawasan prudential.

Pada intinya, pengawasan market conduct bertujuan untuk
memastikan PUJK dalam menjalankan kegiatan usahanya menjalankan prinsip
kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan Konsumen serta masyarakat.
Pengawasan market conduct sendiri lebih membutuhkan keahlian investigatif
karena berada di area psikologis.

Agar dapat terlihat lebih jelas mengenai potensi API oleh OJK dalam
mengumpulkan data dari PUJK. Kita dapat memfokuskan pembahasan dalam
artikel ini dalam bidang pelaporan data pengaduan konsumen terhadap PUJK.
Mengingat data tersebut sangat sensitif terhadap waktu, pengumpulan dan
pengolahan datanya ada di PUJK, sedangkan pelaporan rutinnya dalam
interval triwulanan. Selain itu data terkait pengaduan konsumen terhadap
PUJK juga sangat penting dalam mendukung pengawasan market conduct oleh
OJK.

Sebagai acuan, kita dapat merujuk pada data dalam Laporan
Triwulanan Ke-3 OJK pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut pada
triwulan ke-3 2019, tingkat kepatuhan pelaporan pengaduan konsumen
triwulanan kurang lebih sebesar 78% dari seluruh PUJK, diharapkan dengan
adanya penggunaan API dapat memaksimalkan pengumpulan data pengaduan
konsumen terhadap PUJK oleh OJK.6 Mengingat OJK tidak perlu lagi
menunggu laporan triwulanan dari PUJK atas data-data tersebut dan OJK dapat

4 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2013, Penjelasan Umum.

5 Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-
2037. Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2017, him
31.

6 Otoritas Jasa Keuangan . Laporan Triwulan 3. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan,
2019.
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mengetahui serta mengakses data-data pengaduan konsumen terkait segera
setelah pengaduan tersebut dimasukkan ke dalam database PUJK. Dengan
adanya peningkatan kecepatan perolehan data tersebut, diharapkan dapat
mempercepat jangka waktu respons OJK dalam hal menemukan kasus-kasus
yang mengindikasikan adanya ke tidak patuhan PUJK terhadap peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan atau tindakan-tindakan PUJK
yang berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat umum.

Dalam konteks pengumpulan data pengaduan Konsumen terhadap
PUJK, pentingnya pengumpulan data tersebut secara aktual, dapat terlihat jelas
ketika kita membandingkannya dengan data penggunaan layanan pengaduan
konsumen OJK. Berdasarkan penelusuran penulis sejauh ini terdapat dua cara
bagi OJK untuk mengetahui adanya pengaduan Konsumen terhadap PUJK
beserta muatannya, yaitu ketika Konsumen menggunakan layanan pengaduan
Konsumen yang diselenggarakan oleh OJK (Konsumen memberitahukan
secara langsung kepada OJK) atau melalui laporan pengaduan konsumen yang
disampaikan secara triwulanan oleh PUJK. Sebagai sampel perbandingan atas
jumlah yang pengaduan yang diterima langsung oleh OJK dari Konsumen
dengan pengaduan Konsumen yang diterima oleh PUJK, penulis
menggunakan data dalam Laporan Triwulanan Ke-3 OJK pada tahun 2019.
Berdasarkan data tersebut pada triwulan ke-3 2019:7
1. OJK menerima 141 pengaduan dari Konsumen melalui Sistem Layanan

Konsumen Terintegrasi;

2. PUJK, dengan jumlah kisaran PUJK yang menyampaikan laporan
pengaduan konsumen triwulanan kurang lebih sebesar 78% dari seluruh
PUJK, yaitu sebanyak 824.906.

Hal ini sangat disayangkan mengingat berdasarkan data tersebut saja,
sekitar kurang lebih 99% pengaduan konsumen, baru dapat dianalisis oleh OJK
kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut timbul. Menurut
pandangan penulis, rendahnya tingkat pengaduan yang disampaikan oleh
Konsumen kepada OJK salah satunya diakibatkan juga oleh keengganan
masyarakat dalam melakukan eskalasi pengaduan kepada aparatur penegak
hukum. Sampai saat ini, masih terdapat stigma yang cukup kental dalam
masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia berbiaya besar dan rumit.
Selain itu, keterbatasan informasi yang dapat diakses Konsumen atas hak-hak
yang dimilikinya maupun kewajiban PUJK berdasarkan peraturan perundang-
undangan juga menjadi salah satu alasan enggannya Konsumen melakukan
pengaduan. Hal ini dapat mengakibatkan luputnya permasalahan yang ada dari
pengawasan dan penganalisan oleh OJK ketika terdapat hak-hak konsumen
atau kewajiban PUJK yang tidak dipenuhi maupun terdapat pelanggaran oleh
PUJK atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini
tentunya sangat kontraproduktif terhadap upaya perlindungan konsumen yang
selama ini dijalankan oleh OJK. Oleh karena itu, pengawasan atas pengaduan

7 1bid.
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Konsumen terhadap PUJK memerlukan peran aktif OJK dalam
mengumpulkan data dan menganalisis pengaduan yang ada. Salah satu solusi
untuk mempercepat perolehan data tersebut dari PUJK sehingga OJK dapat
melakukan analisa lebih lanjut, yaitu dapat dengan menggunakan API.

Dalam konteks pengawasan market conduct tersebut, diharapkan
dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan APl dapat
meningkatkan kapasitas pengawasan market conduct, salah satunya dengan
mempercepat perolehan data oleh OJK atas pengaduan konsumen terhadap
PUJK. Data pengaduan konsumen terhadap PUJK merupakan salah satu data
yang sangat dipengaruhi oleh aktualitas, semakin lama suatu pengaduan tidak
tertangani, kerugian yang dialami Konsumen dapat menjadi semakin besar.
Keterlambatan perolehan data pengaduan Konsumen juga dapat menimbulkan
potensi kerugian bagi Konsumen lainnya akibat kasus serupa, yang mana
dalam hal telah diketahui oleh OJK sejak dini, maka dapat ditanggulangi oleh
OJK dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya, baik dalam bentuk
kebijakan, tindakan aktif penegakan hukum, maupun mengajukan gugatan
memulihkan kerugian yang dialami Konsumen.

Dengan penggunaan API dalam mengumpulkan data pengaduan
konsumen yang diterima OJK, diharapkan dapat mempercepat perolehan dan
penganalisisan data pengaduan konsumen oleh OJK, sehingga dapat
mempercepat juga respons OJK dalam hal mengambil kebijakan dalam hal
menemukan kasus-kasus yang mengindikasikan adanya ke tidak patuhan
PUJK terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan atau
tindakan-tindakan PUJK yang berpotensi merugikan konsumen atau
masyarakat umum, serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atas
dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen atau masyarakat umum dari
suatu skema kegiatan usaha yang diterapkan oleh PUJK. Selain itu juga dapat
menjembatani keengganan konsumen dalam melakukan eskalasi pengaduan
konsumen kepada OJK dan OJK dapat proaktif dalam membentuk budaya
perlindungan konsumen di industri jasa keuangan dengan melakukan upaya
penegakan hukum segera setelah menemukan indikasi pelanggaran peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan oleh PUJK, yang didasarkan
pada data yang aktual. Selain itu, berdasarkan analisis kejadian-kejadian yang
dialami oleh Konsumen, salah satunya mengenai hal-hal yang diadukan, akan
memungkinkan OJK untuk menganalisis suatu pola, tren, atau peningkatan
(spike) dan melakukan analisa atas potensi risiko yang ditimbulkannya.8

Mengingat pada dasarnya APl hanya berfungsi sebagai alat
pengumpul data, OJK juga perlu mengembangkan peralatan analisisnya.
Dengan tersedianya data dalam jumlah besar melalui pengaksesan database
olen OJK, memungkinkan OJK untuk mengembangkan dan menggunakan
perangkat seperti machine learning untuk mengolah dan menganalisis data
secara aktual dan jumlah besar serta memungkinkan dilakukan automasi atas

8 The World Bank, The Next Wave of Suptech Innovation (Washington DC: World
Bank Group, 2021), him. 16.
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penganalisisan data. Dengan adanya berbagai peralatan tersebut, diharapkan
OJK dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan keadaan aktual yang
berkembang di pasar jasa keuangan, maupun kebijakan khusus untuk masing-
masing individu PUJK sesuai dengan kondisi pengaduan Konsumen.

Penulis memahami bahwa tantangan terbesar dari penggunaan API
untuk mengakses database PUJK adalah belum meratanya digitalisasi
database yang ada pada PUJK. Namun dengan mempertimbangkan kondisi
yang ada saat ini, yaitu dengan adanya perkembangan teknologi digital yang
pesat dan semakin meningkatnya penetrasi dan literasi digital di Indonesia,
sudah sepatutnya OJK mendorong PUJK untuk melakukan digitalisasi
database agar dapat terwujudnya transparansi atas data-data yang diberikan
oleh PUJK. Salah satunya dengan memastikan kepatuhan para PUJK terhadap
Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen
Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum atau
Peraturan OJK Nomor 4 /POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko
Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non
bank, sesuai dengan kegiatan usahanya. Mengingat sesuai dengan peraturan-
peraturan OJK tersebut telah diatur untuk PUJK dengan kondisi tertentu wajib
memiliki database digital dan memberikan akses kepada OJK atas database
tersebut.

Percepatan digitalisasi database ini juga harus diimbangi dengan
adanya pengaturan mengenai strukturisasi atas data-data yang dibutuhkan oleh
OJK, sehingga menjadi machine readable dan menjadi structured data. Selain
itu juga terkait pengaturan standarisasi dan sertifikasi atas pengumpulan dan
penyimpanan data. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pengembangan
digitalisasi pengawasan ke depannya oleh OJK serta data-data yang dimiliki
oleh PUJK terkait menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan dengan penggunaan API
sebagai optimalisasi pelaporan rutin kepada OJK, dapat mendorong adanya
transparansi atas data-data yang diserahkan oleh PUJK kepada OJK, sebab
dengan dapat mengakses langsung sumber datanya sehingga OJK dapat
melakukan pemeriksaan ulang atas data yang diberikan oleh PUJK.
Penggunaan API dalam pelaporan pun dapat menciptakan pertukaran data
yang lebih efektif, cepat dan berbiaya lebih ringan, karena memungkinkan
automasi penyerahan dan pengolahan data kepada OJK serta menjadi batu
loncatan untuk pengembangan-pengembangan digitalisasi pengawasan
kedepannya oleh OJK. Hal yang tidak kalah pentingnya dari penggunaan API
ini adalah percepatan pengaksesan data yang dimiliki PUJK oleh OJK,
sehingga kebijakan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK
akan didasari oleh data-data aktual. Hal ini diharapkan dapat mengingatkan
sensitivitas dan pemahaman OJK atas kondisi pasar dan praktik pasar yang
sedang berlangsung, termasuk juga mempercepat analisis atas potensi risiko
yang ditimbulkannya terhadap konsumen dan masyarakat umum.
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JEJARING WACANA UU CIPTA KERJA DALAM
PEMERINGKATAN EODB INDONESIA

Heryna Oktaviana Kurniawati1

1. PENDAHULUAN

Omnibus law adalah salah satu daftar prioritas Prolegnas tahun 20202.
Tujuan dari omnibus law adalah untuk mengatasi permasalahan tentang
rumitnya perizinan dan tumpang tindih peraturan yang bisa menghambat
investasis. Keputusan yang dikeluarkan menjadi polemik bagi beberapa pihak
karena dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun
peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan masalah yang terjadi di
Indonesia dan bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah tersebut. Terdapat 3
(tiga) klaster yang dibuat dalam rancangan omnibus law yaitu, Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-
Undang Pemberdayaan Masyarakats. Undang-undang yang dikelompokkan
dalam klaster-klaster tersebut akan meringkas dan menyederhanakan undang-
undang sebelumnya. Ketiga klaster tersebut kemudian dibagi lagi menjadi
beberapa sub klaster. Salah satu yang menjadi kontroversi publik adalah
tentang Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat menganggap bahwa Cipta
Kerja dianggap berpihak pada perusahaan besar dan para investor asing.
Undang-Undang ini dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan
mengenai isu ketenagakerjaan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, tentang lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang No
32 Tahun 2009, dan tentang sumber daya alam yang sebelumnya tercantum
dalam Undang Undnag Nomor 07 Tahun 2004. Pemerintah dianggap hanya
mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business).
Namun tuduhan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam
membuat Undang-Undang tentang omnibus law. Pemerintah membuat UU ini
untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesias. Urgensi UU Cipta Kerja
adalah adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat
dan tepat agar berbagai permasalahan yang muncul dapat teratasi dengan baik,
sebab tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan
melambat dan dampaknya akan buruk bagi Indonesia. Sebagai pihak yang
paling berkepentingan agar UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah memerlukan
strategi untuk mendapatkan dukungan lebih banyak dibandingkan dengan

1 Penulis adalah Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada
Unit Kerja Sumber Daya Manusia, kontak penulis: heryna.oktaviana@ui.ac.id

2 OS Matompo dan WF Izziyana, “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU
Cipta Kerja”, Rechtstaat Nieuw, Vol 5, (Oktober, 2020), him. 22

31 Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di
Indonesia”, Jurnal Rechhtsvinding, Vol 9, Issue 1, (April, 2020), him. 10.

4 AS Prabowo, et al, “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia”, Jurnal Pamator,
Vol 3, Issue 1, (April, 2020), him. 2.

51 Mayasari, Op Cit, him. 2.
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pihak yang menentang kebijakan tersebut. Dalam pemasaran politik, suatu
produk politik dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang ditetapkan.
Tujuan pemerintah untuk reformulasi kebijakan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi hanya akan berhasil jika pengesahan UU Cipta Kerja
diterima dan didukung oleh publik. Dengan tujuan tersebut, pemerintah
membangun koalisi dan wacana bahwa UU Cipta Kerja akan mampu
meningkatkan peringkat EODB Indonesia dari semula berada pada peringkat
73 menjadi peringkat 40 dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut,
pemerintah perlu untuk menetapkan strategi yang tepat guna mendapatkan
dukungan dari publik. Teori pemasaran politik dapat digunakan pemerintah
untuk mencapai hal tersebut. Yakni dengan menetapkan positioning dan
targetting yang tepat. Selanjutnya pemerintah perlu untuk melakukan
pemetaan stakeholder dan identifikasi terhadap pihak-pihak yang memiliki
sikap menentang UU Cipta Kerja. Berikutnya pemerintah secara masif
mengkampanyekan produk kebijakannya kepada para stakeholder agar
mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Jejaring wacana dapat digunakan
untuk menganalisis keberhasilan strategi politik pemerintah untuk
mendapatkan dukungan publik terkait pengesahan UU Cipta Kerja ini. Dengan
argumentasi bahwa UU Cipta Kerja akan menempatkan Indonesia pada posisi
40 dunia, pemerintah perlu membuat wacana-wacana yang tepat berkaitan
dengan EODB tersebut. Hal tersebut bisa disesuaikan dengan indikator-
indikator EODB atau memilih wacana-wacana yang paling bersinggungan
dengan stakeholder. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana jejaring
wacana berkaitan dengan UU Cipta Kerja dan peningkatan peringkat EODB
Indonesia. Melalui analisis jejaring wacana, dapat dilihat apakah sebagai pihak
yang paling berkepentingan, pemerintah merupakan aktor utama dalam
wacana ini serta bagaimana relasi antar aktor ditunjukkan melalui
pernyataanpernyataan dan wacana-wacana terkait UU Cipta Kerja dan
peningkatan peringkat EODB Indonesia.

I1. JEJARING WACANA

Mengutip dari Eriyantos, koalisi wacana (discourse coalition)
merupakan teori yang diperkenalkan oleh Hajer. Hajer7 melihat bahwa proses
kebijakan merupakan sebuah pertarungan wacana. Dalam sebuah kebijakan
publik, ada aktor-aktor yag berkepentingan terhadap suatu isu. Aktor-aktor
tersebut kemudian mengkonstruksi pesan sesuai dengan posisi mereka. Ini
dilakukan oleh aktor dengan mereproduksi posisi diskursif mereka (apa yang

6DJ Ali dan Eriyanto, “DISCOURSE NETWORK OF PUBLIC ISSUE DEBATE: A
STUDY ON COVID-19 CASES IN INDONESIA”, Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of
Communication Vol 36, Issue 3, (September 2020), him. 211.

7M. Hajer, “Discourse coalitions and the institutionalization of practice: The case of
acid rain in Britain. In F. Fischer & J. Forester (Eds.), The argumentative turn in policy analysis
and planning”, (Durham, NC: Duke University Press, 1993), him. 43-76.
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mereka perjuangkan) dalam konteks kontroversis. Aktor mempengaruhi
kebijakan publik dengan cara memproduksi wacana dengan tujuan agar
wacana tersebut diterima oleh khalayak luas. Masing-masing aktor membuat
argumentasi untuk meyakinkan publik bahwa apa yang mereka suarakan
adalah benar. Proses argumentasi berlangsung dalam diskusi ketika para aktor
memposisikan diri dan berdebat tentang masalah kontroversial tertentu. Debat
terkait sebuah isu dengan demikian dapat dilihat sebagai “politis” ketika satu
aktor atau sekelompok aktor berusaha untuk membuat klaim mereka menjadi
dominan sehingga wacana yang mereka ajukan akan mendominasi
pengambilan keputusane. Upaya ini dilakukan aktor dengan membuat klaim
legitimasi pengetahuan yang menjadi dasar wacana mereka. Aktor saling
bertarung dalam memberikan klaim-klaim sehingga wacana mereka yang lebih
diterima oleh publik dan pengambil kebijakan. Pertarungan itu dilakukan lewat
peryataan di media, posting di media sosial, wawancara dalam bincang-
bincang televisi, dan sebagainya.

Upaya agar wacana yang dikemukakan oleh aktor lebih diterima
dilakukan melalui bahasa. Aktor bukan hanya memberikan pernyataan tetapi
juga menggunakan bahasa untuk mempersuasi publik bahwa wacana yang
dikemukakan oleh aktor adalah yang paling baik dibandingkan dengan wacana
lain. Ini dilakukan oleh aktor misalnya dengan membuat alur cerita, metafora,
kata atau frasa yang bisa memancing emosi publik10. Hasil dari pertarungan
wacana tersebut adalah munculnya wacana yang dominan, yang mendominasi
pembicaraan publik. keberhasilan suatu wacana (wacana menjadi dominan)
sering kali bukan karena wacana tersebut yang paling baik tetapi karena
keberhasilan aktor dalam mengemas dan mengkonstruksi pesan sehingga
diterima oleh publiki1. Aktor membangun alur cerita, kosa kata dan metafora
yang bisa memancing dukungan publik. Hasil akhir dari wacana dominan ini
adalah terjadinya pelembagaan wacana (discourse institutionalization)12. Teori
koalisi wacana melihat bahwa kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari
wacana.

I1l. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis jejaring wacana
(Discourse Network Analysis). Metode ini dikembangkan oleh Philip Leifeld.
Metode ini pada dasarnya merupakan gabungan dari metode analisis wacana
(isi kualitatif) dengan jaringan sosial, sekaligus mengatasi kekurangan dari dua

8M. Hajer, “The politics of environmental discourse: Ecological modernization and
the regulation of acid rain.”, (Oxford: Oxford University Press, 1995), him. 54.

9 Ibid.

10JK Olick dan D. Levy “Collective memory and cultural constraint: Holocaust myth
and rationality in German politics”, American Sociological Review, 62, Issue 6 (1997), him. 926.

11 M Hajer, Op, cit, 1993.

12 M Hajer, Op, cit, 1995.
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metode tersebuti3. Analisis isi / wacana hanya memetakan isi (content) dari
suatu isu, sementara analisis jaringan berfokus pada aktor-aktor dan jaringan
di antara aktor yang dominan dari perbincangan suatu isu. Metode DNA
memetakan wacana apa saja yang berkembang atas suatu isu (what) sekaligus
siapa aktor (who) yang mengatakan wacana tersebut. Dalam penelitian ini,
DNA digunakan untuk memetakan indikator-indikator peringkat kemudahan
berusaha diwacanakan oleh para aktor dengan adanya UU Cipta Kerja. DNA
mendeskripsikan bagaimana keterkaitan atau relasi (networks) antara wacana
yang berkembang (disebut dengan konsep) dan aktor. Aktor dilambangkan
dengan lingkaran, sementara wacana (konsep) dilambangkan dengan segi
empat. DNA memetakan relasi di antara aktor dan konsep. DNA juga
memetakan relasi antara aktor dengan konsep, yang disebut dengan jaringan
afilisi (affiliation network). Siapa aktor (orang atau organisasi) yang
menyampaikan suatu konsep (wacana). Karena DNA melihat keterkaitan
(networks) antara konsep (wacana) dan aktor, hasil dari DNA nantinya bisa
digunakan untuk melihat kesesuaian (congruence) ataukah konflik (conflict)14.
Jaringan disebut mempunyai kesesuaian jika aktor-aktor menawarkan konsep
yang sama, sebaliknya disebut konflik jika aktor mengusulkan wacana (konsep
yang bertentangan) terkait dengan suatu isu.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini yakni
pengumpulan bahan. Unit analisis DNA adalah pernyataan (statement) dari
aktor. Dalam penelitian ini pernyataan didapatkan hanya melalui pemberitaan
di portal berita online dengan menggunakan Topicmapper, sehingga
pernyataan yang disampaikan oleh aktor di media sosial tidak disertakan
sebagai data penelitian. Topicmapper digunakan untuk memudahkan proses
penarikan data. Dalam penelitian ini digunakan kata kunci “Cipta Kerja” dan
“EODB” dengan kurun waktu pemberitaan 1 Januari hingga 27 November
2020. Berdasarkan tarikan data tersebut diperoleh 729 berita Sedangkan
sumber berita bervariasi diantaranya merdeka.com, kontan.co.id, sindonews,
hukumonline, dan beberapa media lain yang terjaring dengan menggunakan
filter media nasional dan media lokal pada fitur lokasi Topicmapper. Seluruh
berita yang menjadi data penelitian menggunakan bahasa Indonesia.

Langkah berikutnya yakni melakukan identifikasi terhadap pernyataan
para aktor untuk disesuaikan dengan kategorisasi yang telah ditentukan
sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dalam mementukan
wacana yang diperdebatkan sesuai dengan indikator kemudahan berusaha yang
berlaku secara global serta dengan menambahkan dua indikator tambahan.
Berikut adalah wacana yang digunakan pada penelitian ini:

13 P Leifeld dan S Haunss. “A comparison between political claims analysis and
discourse network analysis: The case of software patents in the European Union”. Max Planck
Institute for Research on Collective Goods Bonn, (2010), 21.

14P. Leifeld, “Discourse network analysis: Policy debates as dynamic networks. In J.
N. Victor, A. H. Montgomery & M. Lubell (Eds.), Oxford handbook of political networks (New
York: Oxford, 2017), him 301-325.
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Tabel 1. Wacana Penelitian
No Wacana No Wacana

UU Cipta Kerja meningkatkan

1 EODB Indonesia 7 Penyelesaian kepailitan
UU Cipta Kerja Pencatatan tanah dan
2 . . 8
menyederhanakan birokrasi bangunan
3 Kemudahan memulai usaha 9  Kemudahan izin membangun
4 Kemudahan _mer_nperoleh 10  Memperoleh kredit
sambungan listrik
5 Pembayaran pajak 11 Perlindungan investor
6 Pemenuhan kontrak 12 Perdagangan lintas negara

Selanjutnya, pernyataan-pernyataan yang telah teridentifikasi diolah
dengan menggunakan software DNA Analyzerl5 untuk kemudian
divisualisasikan ~ dengan menggunakan Visoneie. Visone mampu
memvisualisasikan pemetaan antara aktor dengan wacana membentuk peta
jaringan, serta memaparkan statistik berupa degree untuk memperlihatkan
popularitas, betweenness untuk memperlihatkan sejauh mana aktor dan
wacana menjadi penghubung dengan aktor dan wacana lainnyazz.

IV. HASIL

Penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana koalisi dan
konflik yang terjadi mengenai wacana yang dilontarkan Presiden Indonesia,
Joko Widodo tentang pengesahan UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan
peringkat EODB Indonesia dari peringkat 73 menjadi peringkat 40 dunia.
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan hasil peta
jaringan antara organisasi para aktor dengan wacana sebagai berikut:

15 P. Leifield, et al. “Discourse network analyzer manual: Version 2.0-beta24.jar with
rDNA  2.1.167, (Colchester:  University —of Esse, 2019). Retrieved from
https://www.philipleifeld.com/software/software.html

16U Brandes dan D Wagner, “Visone: Analysis and visualization of social networks.
In M. Jinger & P. Mutzel (Eds.), Graph drawing software”, (Berlin/Heidelberg: Springer, 2004),
him. 321-340.

17] Golbeck, “Analyzing the social web:, (Waltham, MA: Morgan Kauffman, 2013).
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Gambar 1. Visualisasi jaringan organisasi aktor dengan wacana

Dari visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah pusat adalah
aktor terpopuler pada wacana ini diikuti oleh praktisi/profesional dan lembaga
pemerintah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah pusat sebagai
penggagas UU Cipta Kerja merupakan aktor yang paling mendominasi dalam
melakukan pendekatan kepada stakeholder lainnya untuk mendapatkan
persetujuan atas konsep-konsep yang diwacanakan guna disahkannya UU
Cipta Kerja. Keberhasilan pemerintah dalam koalisi wacana ini diperlihatkan
dengan adanya persetujuan dari stakeholder lainnya yang juga menyatakan
bahwa UU Cipta Kerja dapat meningkatkan peringkat EODB Indonesia.
Namun, masih ada pertentangan dari akademisi dan mengenai isu pemenuhan
kontrak yang dirasa belum cukup jelas dipaparkan melalui peraturan-peraturan
turunan. Sedangkan konflik wacana paling jelas terjadi pada organisasai
praktisi/profesional. Untuk dapat menganalisis lebih dalam mengenai konflik
wacana yang terjadi terutama pada organisasi praktisi/profesional, berikut
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Gambar 2. Visualisasi jaringan aktor dengan wacana
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Sebagai stakeholder yang bersinggungan langsung dengan penerapan
UU Cipta Kerja dan indikator kemudahan berusaha Indonesia, sangat mungkin
terjadi konflik wacana dalam organisasi praktisi/profesional. Ragam dunia
usaha dengan kepentingan masing-masing pelaku usaha serta penerapan
kebijakan maupun peraturan teknis yang berbeda-beda, mengakibatkan adanya
perbedaan sikap antara masing-masing pelaku usaha. Dalam visualisasi di atas,
kendati sebagian besar aktor yang termasuk praktisi menyetujui wacana bahwa
UU Cipta Kerja akan meningkatkan peringkat EODB Indonesia, sikap berbeda
diperlihatkan oleh Asosiasi Pengusaha Travel Umrah dan Haji.
Pertidaksetujuan tersebut pada konsep pernyataan yang dikeluarkan yakni
Kemudahan Memulai Usaha dan Perlindungan Investasi. Karenanya,
pemerintah sebagai aktor utama dalam koalisi wacana ini perlu
mempersiapkan strategi yang lebih baik untuk memengaruhi pelaku usaha
yang masih menentang pengesahan UU Cipta Kerja dan pengaruhnya terhadap
EODB Indonesia melalui wacana-wacana yang bisa merubah sikap pelaku
usaha tersebut.

V. DISKUSI

Produk politik tidak hanya partai dan kandidat, kebijakan sebagai
produk hukum juga merupakan sebuah produk politik. Relasi antara politik dan
hukum didefinisikan oleh Mahfud MD sebagai arah kebijakan hukum (legal
policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan
diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negarais.
Hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga
pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus
dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negaraie. Menurut Pablo Holmes
sebagaimana dikutip oleh Darmawan, politik dan hukum harus memiliki
korelasi yang sejalan namun bukan sebagai instrumen untuk mendukung
kemauan eksekutif atau pemerintah yang sedang berkuasazo. Karenanya,
proses pengesahan sebuah kebijakan hukum juga membutuhkan strategi-
strategi pemasaran politik.

Salah satu produk kebijakan Indonesia yang menimbulkan perdebatan
bahkan sejak pertama kali diwacanakan adalah UU Cipta Kerja sebagai
program unggulan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebagai pihak yang
paling berkepentingan dalam pengesahan UU ini, menurut teori discourse
coalition, pemerintah merupakan aktor dominan dalam membentuk suatu
konstruksi wacana yang akan memengaruhi publik melalui argumentasi-
argumentasi dalam diskusi ketika pihak lain yang bertentangan memposisikan

18Mahfud MD, “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, (Pustaka
LP3ES: Jakarta, 2006).

191bid.

20 A Darmawan, “Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan
Ekonomi Indonesia”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol 1, Issue 1 (Mei 2020),
him 14.
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mendebat pengesahan UU Cipta Kerja ini. Untuk mendapatkan dukungan
publik tersebut, pemerintah perlu menerapkan strategi pemasaran politik
dengan menetapkan positioning dan targetting yang tepat. Agar UU Cipta
Kerja dapat disetujui untuk disahkan, positioning pemerintah yakni dengan
memposisikan argumentasi pemerintah adalah hal yang benar, sedangkan
dalam targetting, pemerintah perlu melakukan pemetaan pihak-pihak yang pro
maupun kontra sebelum RUU digulirkan. Setelah memahami pihak-pihak
yang kontra terhadap isu kebijakan ini, kemudian pemerintah dapat
menetapkan strategi dan koalisi dengan pendukungnya agar tercipta jaringan
wacana sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu strategi yang diterapkan
oleh pemerintah yakni dengan mewacanakan bahwa UU Cipta Kerja akan
meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Wacana tersebut dibuat untuk
mendapatkan dukungan dari para pelaku usaha terutama investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Target yang ditetapkan yakni pelaku
usaha mendukung pengesahan UU Cipta Kerja sehingga terbentuk koalisi yang
lebih besar untuk memengaruhi sikap buruh yang paling vokal menyatakan
penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Wacana UU Cipta Kerja dapat
memengaruhi peringkat EODB Indonesia merupakan salah satu wacana yang
tepat dikonstruksi oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari pelaku
usaha maupun stakeholder lain di luar pemerintah seperti akademisi. Dalam
jejaring wacana UU Cipta Kerja meningkatkan peringkat EODB Indonesia,
koalisi aktor yang terbentuk lebih banyak berisikan pihak-pihak yang memiliki
hubungan dengan pemerintah, diantaranya lembaga pemerintah, DPR, maupun
BUMN yang merupakan pelaku usaha dengan kepemilikan saham terbesar
dimiliki oleh pemerintah. Koalisi tersebut dibentuk agar dapat memengaruhi
sikap para pihak yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Hal tersebut
dilakukan melalui pemberitaan media yang secara masif memberitakan
argumentasi positif dari koalisi tersebut. Keberhasilan dari koalisi tersebut
ditunjukkan melalui dukungan yang diberikan oleh Apindo, Aprisindo,
Gappmi, maupun Kadin yang mewakili para pelaku usaha. Organisasi-
organisasi tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan mampu
meningkatkan peringkat EODB Indonesia terutama pada indikator
Kemudahan Memulai Usaha, Perlindungan investor, dan Perdagangan Lintas
Negara. Hal ini sesuai dengan targetting yang diwacanakan oleh pemerintah,
yakni kendati peringkat EODB dipengaruhi oleh 10 indikator, namun
indikator-indikator utama yang paling berkaitan dengan pelaku usaha dan
investor asing adalah tiga indikator tersebut. Sedangkan indikator Kemudahan
Sambungan Listrik, Pembayaran Pajak, Penyelesaian Kepailitin, Pendaftaran
Tanah dan Bangunan, serta 1zin Membangun berada pada lingkup internal
pemerintah, sedangkan indikator Memperoleh Kredit berkaitan dengan pelaku
usaha kecil dan menengah. Dalam strategi pemasaran politik, strategi
pemasaran politik yang dilakukan sudah tepat. Yakni dengan memahami posisi
dan target yang ingin dicapai. Jejaring wacana yang terbentuk dalam penelitian
ini telah menunjukkan dominasi pemerintah dan wacana-wacana dominan
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yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, dalam setiap
pertarungan politik, pihak kontra dan konflik kepentingan akan selalu ada,
sehingga proses evaluasi dan redesigning tetap diperlukan untuk mengatasi
potensi konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.

VI. KESIMPULAN

Perdagangan Lintas Negara yang berkaitan erat dengan para pelaku
usaha dan investor asing. Pun demikian, konflik wacana tetap ditunjukkan oleh
pelaku usaha dan investor. Apindo, Aprisindo, Gappmi dan Kadin mewakili
pelaku usaha yang setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja, sedangkan
Asosiasi PPIU menganggap UU Cipta Kerja belum dapat meningkatkan
EODB Indonesia karena belum ada keberpihakan pemerintah yang ditandai
dengan kerumitan birokrasi bagi para pelaku usaha umrah dan haji.
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KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN
ELEKTRONIK UNTUK PERKARA PERDATA

Disriani Latifah Soroindaz

Abstrak

Tahun 2018 merupakan salah satu tonggak penting dalam dunia peradilan Indonesia berkaitan
dengan kemajuan teknologi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan mengenai e-Court melalui
Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik (PERMA No 3 Tahun 2018). Satu tahun setelah dikeluarkannya PERMA No
3 Tahun 2018 tersebut, Mahkamah Agung menambahkan peraturan mengenai pelaksanaan
persidangan secara elektronik atau e-Litigation dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik (PERMA No 1 Tahun 2019) yang menyempurnakan dan mencabut PERMA No 3
Tahun 2018. Dengan telah diberlakukannya persidangan secara elektronik untuk perkara perdata
di Indonesia apakah berarti kehadiran para pihak di pengadilan sudah tidak diperlukan lagi
karena persidangan sudah dapat dilakukan tanpa perlu hadir lansung ke pengadilan. Untuk
mengetahui bagaimana PERMA No 1 Tahun 2019 mengatur mengenai kehadiran para pihak
yang bersengketa di pengadilan merupakan tujuan dari penulisan ini.

Kata kunci : e-Court, e-Litigation, persidangan elektronik

I. LATAR BELAKANG

Ketika terjadi sengketa perdata, pada dasarnya para pihak dapat
memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan
(litigasi) atau memilih menyelesaikannya melalui proses penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Ketika pengadilan yang dipilih
untuk menyelesaikan sengketa maka para pihak yang bersengketa
termasuk kuasa hukumnya bahkan juga termasuk majelis hakim yang
memeriksa perkara, semua akan terikat pada peraturan, tata cara atau
peraturan hukum acara perdata yang berlaku.2

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo merupakan
serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak
terhadap dan di muka pengadilan.3 Cara bertindak di muka pengadilan atau
jalannya proses persidangan harus ada aturannya agar ada kepastian
hukum. Kepastian hukum untuk masyarakat yang merasa haknya telah
dilanggar dan juga kepastian hukum untuk masyarakat yang dirasa telah
melanggar hak. Hukum acara perdata disini memastikan bahwa penggugat
dapat meminta kembali haknya yang dirasa telah dilanggar melalui
pengadilan dan dalam upaya penggugat mencari keadilan tersebut, tidak
melanggar hak-hak tergugat sebagai pihak yang sesungguhnya belum tentu

1 Disriani Latifah Soroinda, S.H., M.H., MKn., adalah Dosen Tetap pada Bidang Studi
Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Bandar Maju: Bandung, 2002, him. 4-5.

3 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Sumur Bandung:
Bandung, 2007), him. 13.
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melanggar hak penggugat.4

Saat ini Hukum Acara Perdata Indonesia masih bersifat pluralistis
karena belum ada kodifikasi dan unifikasi terhadap hukum acara perdata di
Indonesia dan bahkan belum pernah terbentuk undang-undang hukum acara
perdata secara nasional.s Pengaturan mengenai hukum acara perdata masih
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Het Herziene
Indonesisch Reglement (HIR) berdasarkan Stb. 1941-44 yang berlaku di Pulau
Jawa dan Madura; Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Stb. 1927 Nomor
227 yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura; Reglement op de Burgerlijke
Rechtsverdering (RV) Stb. 1847 Nomor 52 jo S 1849 Nomor 63 yang berlaku
bagi golongan masyarakat Eropa; selain itu ketentuan mengenai hukum acara
perdata juga terdapat dalam undang-undang dan diatur lebih teknis dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA). Menurut Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14
Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan
pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur
dalam undang-undang ini. Ini berarti apabila dalam jalannya peradilan terdapat
kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung
berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan
atau kekosongan terhadap suatu hal tersebut yang terutama diakibatkan karena
perkembangan masyarakat apalagi dalam era digital sekarang ini. Salah satu
contoh perkembangan dalam masyarakat yang perlu diatur dalam hukum acara
perdata melalui peraturan Mahkamah Agung adalah penggunaan teknologi
dalam persidangan.

Peraturan mengenai peradilan elektronik pertama kali dikeluarkan
pada Maret 2018 yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No 3 tahun
2018) kemudian hanya dalam jangka waktu kurang dari dua tahun Mahkamah
Agung menyempurnakan PERMA No 3 tahun 2018 tersebut dengan
mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No 1 Tahun 2019).

Kemudian pada awal tahun 2020, Pandemi Covid 19 melanda seluruh
dunia Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA ini menyatakan bahwa terhadap

4 Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, him. 3.

5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata sudah disusun dan diusulkan
oleh pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM untuk masuk dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, https://news.detik.com/berita/d-5266342/pemerintah-
usul-ruu-wabah-hukum-acara-perdata-masuk-prolegnas-prioritas-2021,  diakses 19
Agustus 2021.

132

Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesi


https://news.detik.com/berita/d-5266342/pemerintah-usul-ruu-wabah-hukum-acara-perdata-masuk-prolegnas-prioritas-2021
https://news.detik.com/berita/d-5266342/pemerintah-usul-ruu-wabah-hukum-acara-perdata-masuk-prolegnas-prioritas-2021

Kehadiran Para Pihak dalam Persidangan Elektronik untuk Perkara Perdata

perkara-perkara yang harus disidangkan secara langsung dapat dilakukan
sesuai dengan protokol kesehatan dan juga memanfaatkan aplikasi e-Litigation
bagi persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dengan
menerapkan asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi
suprema lex esto).

Administrasi perkara secara elektronik atau e-Court merupakan
serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik,
duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan
dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di
masing-masing lingkungan peradilan sedangkan persidangan secara elektronik
atau e-Litigation adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara
oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan
komunikasis yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan
dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/
perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik
pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.7

Il. PIHAK DALAM PERKARA PERDATA

Asas point d' interest point d action atau dalam bahasa Belanda dikenal
dengan zonder belang geen rechtingen merupakan salah satu asas dalam
hukum acara perdata yang berarti tidak ada gugatan bila tidak ada kepentingan
hukum yang dilanggar.? Pada dasarnya setiap orang yang merasa haknya telah
dilanggar berhak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan akan
tetapi tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak,
diperlukan adanya kepentingan hukum yang cukup, layak dan mempunyai
dasar hukum.g

Dalam suatu sengketa perdata, paling tidak terdapat dua pihak
yaitu pihak penggugat dan tergugat. Pihak yang merasa haknya telah
dilanggar tersebut biasa disebut sebagai penggugat sedangkan pihak yang
dirasa telah melanggar hak disebut sebagai tergugat.io

Pada asasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin
menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membela haknya tersebut
berwenang untuk bertindak sebagai pihak, bisa sebagai penggugat maupun
sebagai tergugat, kewenangan bertindak sebagai pihak di pengadilan ini
disebut sebagai legitima persona standi in judicio.i1 Kemampuan untuk
bertindak (handelinsbekwaamheid) sebagai pihak itu merupakan komplemen
penting dari pada kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid) atau kewenangan

6 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 1 Angka 7.

7 1bid., Pasal 4.

8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1977), him.
29.

9 Ibid., him. 39.

10 Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, him. 2.

11 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, him. 53.
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untuk menjadi pendukung hak karena siapa yang dianggap tidak mampu untuk
bertindak (persona miserabiles) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak
selaku pihak di muka pengadilan.?

Ada kalanya seseorang dapat bertindak sebagai penggugat atau
tergugat di persidangan tanpa mempunyai kepentingan secara lansung dalam
suatu sengketa, ini dikenal dengan istilah pihak formil, pihak formil adalah
pihak yang melaksanakan hukum acara di pengadilan sedangkan pihak materiil
adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam suatu perkara.** Ada
orang yang bertindak di persidangan hanya untuk kepentingan orang yang
diwakilinya, sebagai contoh adalah wali untuk orang yang belum dewasa,
pengampu untuk orang yang tidak cakap. Selain itu ada juga orang bertindak
di persidangan sebagai kuasa hukum atau advokat.

Berkaitan dengan pihak dalam persidangan elektronik, PERMA No 1
Tahun 2019 selain Penggugat dan Tergugati4 juga mengatur mengenai
Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Pengguna Terdaftar adalah advokat
yang memenubhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan
hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung sedangkan Pengguna
Lain adalah subyek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk
menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang
diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara,
Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau
karyawan yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), kuasa hukum
insidentil yang ditentukan undang-undang.1s

I1l. PROSEDUR BERACARA

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2019 tahapan beracara pada
persidangan perdata dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tahap yaitu (1)
e-Filling, (2) e-Payment, (3) e-Summons dan (4) e-Litigation. e-Filling adalah
tahap pendaftaran perkara, diatur dalam Pasal 1 Angka 6 PERMA No 1 Tahun
2019 merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/
keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran,
penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan,
penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan
dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara
dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing
lingkungan peradilan. Setelah melakukan tahap e-Filling, secara otomatis akan
mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran

2 1pid.

13 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan, 2005), him. 59.
14 Indonesia, Pasal 1 Angka (8) dan (9).

15 Ibid., Pasal 1 Angka (4) dan (5).
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(Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi
Channel) yang tersedia.®

Sedangkan e-Payment merupakan tahap pembayaran biaya perkara,
diatur dalam Pasal 10 PERMA No 1 Tahun 2019, pembayaran panjar biaya
perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik,
kemudian apabila ternyata diperlukan penambahan ataupun pengembalian
panjar biaya perkara juga akan dilakukan secara elektronik.

Setelah tahap pendaftaran perkara sudah dinyatakan lengkap oleh
kepaniteraan pengadilan maka suatu perkara akan melalui proses verifikasi dan
akan diproses ke tahap selanjutnya.17 Sebagaimana juga dilakukan dalam
persidangan non elektronik, majelis hakim yang memeriksa perkara akan
membuat penetapan hari sidang pertama untuk kemudian akan disampaikan
kepada para pihak dengan suatu panggilan atau pemberitahuan secara
elektronik atau yang disebut dengan e-Summon. Surat panggilan ini harus
dibuat berdasarkan penetapan hari sidang pertama kemudian berdasarkan
perintah hakim, juru sita mengirimkan surat panggilan untuk menghadiri
sidang hari pertama ke domisili elektronik para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan.1s Dalam menyampaikan panggilan juru sita harus memperhatikan
syarat sah pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 388, 390, 391 dan 392
HIR19 dan wajib membuat berita acara panggilan (relaas) karena e-Summon
atau panggilan secara elektronik ini merupakan pemanggilan yang sah dan
patut, sepanjang dikirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang
ditentukan undang-undang.20

Domisili elektronik merupakan ketentuan yang baru diatur dalam
PERMA No Tahun 2019 ini, domisili elektronik merupakan domisili para
pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasizi merupakan
domisili yang dipilih pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam
menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
Panggilan secara elektronik atau e-Summon ini disampaikan kepada penggugat
yang melakukan pendaftaran secara elektronik.22 Untuk tergugat, panggilan
untuk sidang pertama ini masih dilakukan secara manual atau non elektronik
yang disampaikan oleh juru sita secara lansung kepada tergugat di tempat
domisilinya.23 Jadi panggilan elektronik untuk hadir pada sidang hari pertama
tidak secara otomatis lansung berlaku untuk para pihak tapi hanya berlaku bagi
pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik.

16 Mahkamah Agung, The Electronic Justice System Buku Panduan e-Court 2019,
him. 8 diakses melalui www. https://ecourt.mahkamahagung.go.id.
17 Indonesia, Pasal 13.
18 Ibid., Pasal 16.
19 Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, him. 95-96.
20 Indonesia, Pasal 18.
21 Ibid., Pasal 1 Angka 3.
22 Ibid., Pasal 15 Ayat (1).
23 Mahkamah Agung, him. 8
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Pada hari sidang pertama, berdasarkan hadir tidaknya para pihak
dalam persidangan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yaitu: pihak
penggugat dan tergugat hadir, salah satu pihak ada yang tidak hadir dan
kemungkinan terakhir yaitu para pihak semuanya tidak ada yang hadir.
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga mengatur mengenai hari sidang pertama,
bahwa untuk kelancaran sidang secara elektronik, majelis hakim dapat
memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait
persidangan secara elektronik setelah itu baru kemudian persidangan secara
elektronik dapat dilaksanakan setelah penggugat dan tergugat menyatakan
persetujuannya.24 Apabila pihak tergugat tidak setuju maka persidangan
secara elektronik tidak dapat dilaksanakan sedangkan untuk pihak penggugat,
dianggap telah memberikan persetujuannya secara hukum pada saat penggugat
melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.2s Tentunya tahap pemberian
persetujuan untuk melaksanakan sidang secara elektronik ini baru dapat
dilakukan apabila para pihak hadir di persidangan apabila ada pihak yang tidak
hadir maka proses pernyataan persetujuan ini tidak dapat dilakukan dan sidang
akan ditunda untuk diadakan pemanggilan kembali.

Setelah tahap sidang hari pertama dilalui dan pihak tergugat
menyetujui dilaksanakannya persidangan secara elektronik maka hakim akan
menetapkan tahapan beracara berikutnya yaitu penetapan jadwal persidangan
secara elektronik untuk penyampaian jawaban dari tergugat, penyampaian
replik dari penggugat dan penyampaian duplik dari tergugat.2e Semua
dokumen persidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik termasuk
juga kesimpulan dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik yang harus
disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.27

Berkaitan dengan tahap pembuktian, PERMA No 1 Tahun 2019
mengatur bahwa pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang
berlaku,z2s tidak ada pengaturan baru untuk prosedur pembuktian elektronik
maupun alat bukti elektronik dalam PERMA No 1 Tahun 2019 selain
menegaskan bahwa untuk pengambilan kesaksian alat bukti saksi dan/atau ahli
sepanjang disepakati oleh para pihak dapat dilaksanakan secara jarak jauh
melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak
dapat berpartisipasi dalam persidangan.29

Ini berarti untuk tahap pembuktian dalam persidangan elektronik
belum ada pengaturan lebih lanjut bagaimana proses pembuktian secara
elektronik dilakukan sehingga sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata
yang berlaku, untuk tahap pembuktian masih diperlukan kehadiran secara
lansung di persidangan terutama untuk verifikasi alat bukti surat oleh majelis

24 Indonesia., Pasal 19.
25 Ibid., Pasal 20.

26 Ibid.,Pasal 21 Ayat (1).
27 Ibid.,Pasal 22.

28 Ibid.,Pasal 25.

29 Ibid.,Pasal 24 Ayat (1).
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hakim. Untuk pemeriksaan alat bukti surat dalam persidangan elektronik
memerlukan dua tahapan yang pertama tahap pengunggahan alat bukti surat
dalam bentuk dokumen elektronik ke dalam aplikasi e-Court sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam jadwal persidangan,3o
tahapan berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti surat secara langsung di
dalam pengadilan pada tahap pembuktian. Majelis hakim akan melakukan
verifikasi secara lansung terhadap alat bukti surat, melakukan pemeriksaan
terhadap fotocopi dan dokumen asli untuk kemudian dicatat pada berita acara
sidang karena suatu fotocopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan
tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan
(Perdata).31

Setelah tahap pembuktian, persidangan dilanjutkan dengan
pemberian kesimpulan oleh para pihak dalam bentuk dokumen elektronik.
Kemudian majelis hakim akan memberikan putusan. Dalam persidangan
elektronik, putusan akan diucapkan oleh majelis hakim secara elektronik,
pengucapan putusan dalam sidang elektronik secara hukum telah
dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dimana hal tersebut secara
hukum dianggap telah dihadiri semua pihak dan dilakukan dalam sidang
terbuka umum.32

IV. KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN
ELEKTRONIK

Salah satu asas dalam persidangan elektronik ini adalah asas
kesepakatan, bahwa suatu persidangan elektronik atau e-Litigation baru dapat
berlansung apabila ada kesepakatan penggugat dan tergugat untuk menjalani
sidang secara elektronik. Seseorang dikatakan telah memberikan
persetujuannya/ sepakatnya (toestemming), kalau orang tersebut memang
menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan
pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling
mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.33

Kesepakatan ataupun ketidaksepakatan oleh para pihak untuk
melakukan persidangan secara elektronik ini dilakukan pada tahap setelah
proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana diatur dalam Pasal 20
ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2019 bahwa persidangan elektronik dilaksanakan
atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan
tidak berhasil, lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan dalam hal perkara yang
tidak memerlukan mediasi, persetujuan termaksud diberikan pada sidang yang
dihadiri kedua belah pihak. Adapun sebenarnya persetujuan yang diperlukan

30 Ibid., Pasal 9 Ayat (2).

31 Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/Pdt/1996.

32 Indonesia, Pasal 26.

33 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal.128.
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untuk melaksanakan sidang elektronik adalah persetujuan pihak tergugat saja
karena sebenarnya persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada
saat penggugat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.

Berarti berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2019 persidangan
elektronik saat ini adalah sebuah pilihan bukanlah kewajiban karena
persidangan elektronik baru dapat dilaksanakan apabila telah disetujui
selurun pihak yang berperkara. Meskipun, pihak penggugat telah
mendaftarkan perkara dan siap disidangkan secara elektronik, tapi jika
pihak tergugat tidak setuju maka persidangan elektronik tidak dapat
dilakukan. Untuk menyatakan persetujuan tersebut diperlukan kehadiran
pihak tergugat dalam sidang pertama untuk memberikan persetujuan
mengenai dilaksanakannya persidangan secara elektronik atau tidak.

Berarti persidangan elektronik berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019
belum sama sekali menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di
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PERAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH DALAM
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI
KASUS ORGANISASI SISWA-SISWI SEKOLAH DASAR ISLAM AL-
IKHLAS, CEPETE, JAKARTA SELATAN)

Lutfi Djoko Djumeno

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh
konstitusi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hasil dari sebuah
proses pendidikan harus dapat menjawab tantangan di masa kini dan masa mendatang.
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu konsep yang dapat
diimplementasikan pada sistem pendidikan. OSIS memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mempelajari tentang organisasi, ilmu pengelolaan (manajemen) dan ilmu kepemimpinan.
Artikel ini membahas implementasi sistem pendidikan nasional (OSIS) khususnya Organisasi
Siswa-Siswi  Sekolah Dasar Islam Al-lkhlas Cipete-Jakarta Selatan (OSSDIA) untuk
membentuk siswa yang siap menjawab tantangan kekinian. Salah satu program OSSDIA adalah
Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang fokusnya mengubah siswa dari Pengikut Belaka
menjadi Pemimpin. OSSDIA diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk membentuk
siswa yang tanggap atas tantangan arus globalisasi

Kaca Kunci: Sistem Pendidikan Nasional, OSIS, OSSDIA.

I. PENDAHULUAN

Al-Quran, surat An-Nisaa ayat (9) menyebutkan “Dan hendaklah takut
(kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan
yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah,
dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.1” Anak adalah
amanah Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan didoakan yang selanjutnya
diharapkan dapat menjadi khalifah-khalifah Allah SWT di muka bumi. Oleh
karena itu, sudah selayaknya orangtua, sekolah, dan lingkungan bertanggung
jawab akan proses perkembangan anak tersebut.

Penerus bangsa tersebut dipersiapkan untuk menghadapi masa depan
yang penuh ketidakpastian. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah
menanamkan dasar keimanan dan ketakwaan mulai dari kanak-kanak melalui
pembiasaan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, semua
kalangan wajib mengupayakan pengembangan potensi anak-anak (dalam hal
ini sebagai siswa-siswi) dalam hal seni dan sains, sehingga kelak mereka dapat
hidup mandiri.

Kemandirian dapat dibina dengan cara melatih, kemudian
mengembangkan potensi-potensi yang sudah mereka miliki, sehingga minimal

1 Al Qur’an, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-
Qur’an, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), Surat An Nisa (4): 9.
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mereka dapat memimpin dirinya. Selanjutnya diharapkan mereka dapat pula
memimpin lingkungan dalam lingkup kecil di sekitarnya. Serta diharapkan
dapat memimpin masyarakat menuju kehidupan yang beriman, bertakwa
dengan kualitas hidup yang lebih baik. Harapan ini bukanlah suatu hal yang
mustahil terjadi, jika orangtua, sekolah, dan lingkungan turut serta bersama-
sama berupaya memberikan stimulus untuk terciptanya harapan tersebut.

Dunia berubah dengan cepat ditambah pandemi Covid-19 yang masih
hadir di tahun 2021 ini. Krisis terjadi, dan sebagai insan Indonesia harus dapat
bertahan hidup. Alangkah baiknya jika keberadaan manusia bukan sekedar
bertahan hidup dan menjadi pihak yang dipimpin, melainkan menjadi pihak
yang memimpin. Perubahan pasti dapat terjadi dan berlangsung sangat cepat.
Dunia sudah berbeda dengan setahun yang lalu.

Tantangan yang besar dan berat harus dijawab dengan persiapan yang
menyeluruh dan cerdas. Sebagai hasil dari suatu proses pendidikan yang
panjang yaitu sekitar 16 tahun, peserta didik yang dihasilkan oleh sistem
pendidikan diharapkan dapat menjadi pemimpin baik ranah nasional maupun
ranah internasional. Peserta didik diharapkan bukan hanya sekedar
berpartisipasi sebagai pengikut. Berdasarkan gambaran yang telah disebutkan
di atas, digagas untuk membentuk suatu organisasi, untuk menjawab dan
mempersiapkan tantangan di masa yang akan mendatang. Organisasi siswa
intra sekolah merupakan organisasi yang diharapkan dapat menjawab dan
mempersiapkan peserta didik menjadi seseorang yang menjadi pemimpin di
masa depan.

I1. TUJUAN PENDIDIKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara di Indonesia
sebagaimana diamanatkan oleh Kkonstitusi. Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara juga wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.2

Bahkan lebih jauh lagi, konstitusi mengatur bahwa negara harus
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan
dan belanda daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional. Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.3

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 31 ayat (1), (2), & (3).
3 Ibid., Ps. 31 ayat (4) & (5)
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peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.4

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

I11. TEORI TUJUAN PENDIDIKAN
Sebagaimana ditulis oleh Morzano & John bahwa adanya peringkat

(level) dari Pengetahuan (Knowledge):s

1. Pengetahuan Faktual : unsur-unsur dasar dimana siswa-siswa harus
mengalami sebuah disiplin ilmu atau memecahkan suatu masalah;

2. Pengetahuan Konseptual : hubungan antara unsur-unsur dasar dalam
struktur yang lebih besar yang dapat membuat mereka berfungsi bersama;

3. Pengetahuan Prosedural : Bagaimana melakukan sesuatu, metodologi
penelitian, dan kriteria untuk memakai keterampilan, algoritma, teknik
dan cara;

4. Pengetahuan Metakognitif : Pengetahuan tentang kesadaran secara umum,
juga termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi
seseorang.

Kemudian berdasarkan konsep yang diajukan oleh Bloom dkk
disebutkan bahwa proses kognisi adalah sebagai berikut:e
1. Pengetahuan (paling rendah);

4 Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003,
LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301, Ps. 3.

5 Robert J Marzano & John S. Kendall, The New Taxonomy of Educational Objectives
(California: Corwin Press, 2007), him. 9.

6 Ibid., him. 5.
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Pemahaman;
Penerapan;

Analisis;

Sintesis;

Evaluasi (paling tinggi).

Kemudian pada tahun 2001, merevisi urutan tersebut menjadi seperti
di bawah ini yang seluruhnya diubah menjadi kata kerja:

Mengingat (remembering)

Memahami (understanding)
Menerapkan (applying)
Menganalisis (analyzing)
Mengevaluasi (evaluating)
Menemukan hal baru (creating)

Konsep hasil revisi atau konsep terakhir ini yang kemudian dikenal
sebagai Revised Bloom’s Taxonomy (RBT).7 Untuk selanjutnya, konsep yang
terakhir ini yang akan kita pergunakan dalam pembahasan artikel ini. Jadi,
menemukan hal baru adalah tujuan pendidikan (kognisi) yang paling tinggi,
bukan sekedar pandai mengingat. Dengan konteks inilah, secara konseptual,
proses pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan itu dirancang. Jadi
bukanlah sekadar menghafalkan “teori dalam kelas”.

Hasil dari sebuah proses pendidikan harus dapat menjawab tantangan
di masa kini dan masa mendatang, yaitu perubahan yang merupakan sebuah
keniscayaan. Mereka yang telah dinyatakan lulus dari sebuah jalur pendidikan,
harus mampu menghadapi arus perubahan zaman, sesuai tingkat
pemahamannya. Dalam hal ini, mereka yang lulus ini bukan sekadar sebagai
pengikut (orang yang dipimpin), namun jika memungkinkan, juga turut serta
sebagai pemimpin yang memberikan andil yang besar terhadap pengambilan
keputusan (misalnya menemukan solusi baru, sebagaimana diharapkan sebagai
hasil suatu proses pendidikan, yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya)
dalam hal menanggapi perubahan-perubahan tersebut.

S~ wN

SurwdE

IV. KONSEP ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

Kembali kepada tujuan pendidikan nasional, maka jenis-jenis
pendidikan adalah dikelompokan berdasarkan pada kekhususan tujuan
pendidikan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok
layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan
formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan bejenjang yang tediri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan
nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah
jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

7 lbid., him. 10.
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Dengan melihat jalur pendidikan tersebut di atas, dapat dikatakan
bahwa OSIS adalah jalur pendidikan non-formal atau lebih dekat kepada jalur
ekstra-kurikuler. Secara kesejarahan, dapat diketahui bahwa konteks
pembentukan OSIS adalah untuk menyatukan seluruh unsur ekstra-kurikuler
menjadi sebuah organisasi yang mengacu kepada sekolah atau satuan
pendidikan yang ada. ltulah sebabnya seluruh kegiatan OSIS selalu
diselaraskan dengan jadwal pendidikan yang ada pada satuan pendidikan
tersebut. Dalam konteks ini, OSIS memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mempelajari tentang organisasi, ilmu pengelolaan (manajemen)
dan ilmu kepemimpinan.

Organisasi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Islam Al-lkhlas Cipete-Jakarta
Selatan disingkat OSSDIA, merupakan suatu organisasi sekolah dasar yang
berupaya menjawab tantangan tersebut dengan membentuk OSIS khas,
OSSDIA beranggotakan murid-murid kelas tiga hingga enam. Dalam
kegiatannya OSSDIA mendapat bimbingan dari Pembina OSSDIA.8

Maksud dan tujuan didirikannya OSSDIA, memberi wadah
pembinaan organisasi pada generasi muda dengan tujuan agar menjadi
manusia bertakwa, berkepribadian, terpuji, mandiri dan berbudi luhur dengan
penguasaan kemampuan teknik kepemimpinan efektif. OSSDIA didirikan
sejak beberapa tahun lalu namun mulai aktif berkiprah awal tahun 2006. Ciri
kegiatan OSSDIA setidaknya memenuhi tiga unsur:

1. Modern, kegiatan menantang, kreatif, inovatif, modern sesuai kepentingan
dan kebutuhan sekolah dan masyarakat.

2. Useful, kegiatan OSSDIA bermanfaat bagi anggotanya, keluarga serta
masyarakat dan lingkungan.

3. Faithful, kegiatan OSSDIA harus selalu taat asas, semua kegiatan
OSSDIA pelaksanaannya sesuai maksud dan tujuan OSSDIA.

Bentuk kegiatan OSSDIA menitikberatkan pada keterlibatan aktif
anggota, kegiatan diawali dengan mendidik serta melatih calon pemimpin
OSSDIA. Setiap pelatihan dan pembimbingan harus didahului dengan Analisis
Kebutuhan. Analisis ini diperlukan untuk membuat kurikulum yang paling
tepat yang sesuai kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisis
dilakukan melalui forum diskusi dengan pembina organisasi yang di kemudian
hari akan melakukan bimbingan bagi peserta didik. Secara umum proses ini
dikenal dengan sebutan Training Need Analysis/Assessment (TNA,
Analisis/Asesmen Kebutuhan Pelatihan).

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kesiswaan, Bab 111 Organisasi menyatakan dalam Pasal 4: (1) Organisasi kesiswaan di sekolah
berbentuk organisasi siswa intra sekolah; (2) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan
organisasi kesiswaan di sekolah lain; (3) Organisasi siswa intra sekolah pada SMP, SMPLB,
SMA, SMALB dan SMK adalah OSIS; (4) Organisasi intra sekolah pada TK, TKLB, SD, dan
SDLB adalah organisasi kelas.
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Dari diskusi yang dilakukan, diperolen kesimpulan bahwa untuk
kebutuhan sebuah organisasi sejenis OSIS, setidaknya harus meliputi tiga topik
utama:

1. Dasar organisasi;
2. Dasar kepemimpinan;
3. Dasar manajemen.

Ketiga pengetahuan ini disesuaikan dalam konteks yang sederhana.
Dalam hal ini, organisasi menjadi dasar utama, kemudian harus dilengkapi
dengan dua unsur yang saling menunjang dan mengimbagi, yakni: manajemen
dan kepemimpinan, keduanya harus disajikan berimbang.9 Selain itu,
ditambahkan pula pengetahuan dasar tentang komunikasi, pemecahan
masalah, pembuatan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Keseluruhan materi tersebut harus dibuatkan kurikulum yang berisi
dan menarik bagi anak-anak 9-11 tahun. Untuk menjadi menarik, sebagaimana
juga diterapkan dalam sebuah pelatihan profesional, berbagai kegiatan
pelatihan ini disampaikan dengan metode permainan sebagaimana disarankan
oleh Piaget dalam Silberman, bahwa pembelajaran dengan pengalaman
(permainan) tidak hanya mempercepat pemahaman terhadap konsep-konsep,
namun juga merupakan gerbang terhadap pengembangan keterampilan.io
Dalam hal ini, sejalan pula dengan konsep kepanduan yang disisipkan dalam
pelatihan ini, bahwa sistem permainan dan praktik-praktik adalah memenuhi
keinginan dan menjadi naluri bagi anak-anak, sekaligus sebagai bagian dari
pembelajaran.11

Selanjutnya, setelah selesai dari pelatihan, para peserta didik akan
mendapatkan bimbingan yang merupakan kelanjutan yang sesuai dengan
kebutuhan, karena merupakan wadah untuk mempertajam dasar-dasar yang
telah diperoleh selama pelatihan. Pembimbingan ini memiliki durasi yang
lebih panjang daripada pelatihan, sehingga memberikan lebih banyak
kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih dalam tentang materi
yang telah diberikan.

Pendidikan dan pelatihan calon pimpinan OSSDIA diselenggarakan
dalam program Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), dilengkapi dengan buku
panduan “Alix’s Leadership Camp”. Dengan adanya LDK diharapkan
angggota OSSDIA dapat mengubah diri (metamorfosis) dari seorang Pengikut
Belaka menjadi Pemimpin Tangggung dan akhirnya menjadi Pemimpin Utama
(sesuai konsep dalam Leadership Metamorfosis).12 Sehingga dapat menjadi

9 Murray Hiebert & Bruce Klatt, The Encyclopedia of Leadership: A Practical Guide
to Popular Leadership and Techniques (New York: McGraw-Hil, 2001), him. 5.

10 Mel Silberman, Training the Active Training Way: 8 Strategies to Spark Learning
and Change, (San Francisco: John Wiley & Sons Inc., 2006), him. 119.

11 Lord Baden Powell of Gilwell, Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in
Good Citizenship Through Woodcraft, World Brotherhood Edition (s.1.: s.n., 1958), him. 6.

12 Yudistira SA Soedarsono & Wida Kusuma A, Leadership Metamorfosis:
Memahami Proses Perubahan dari Pengikut Belaka Menjadi Pemimpin Utama, (Jakarta: Elex
Media Komputinda, 2004), him. 15
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contoh dan tauladan serta mampu mengelola kegiatan, dapat memecahkan

masalah secara efektif, dapat merencanakan dan membagi tugas serta

melaksanakannya dan diakhiri dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatannya.
Secara lebih membumi pada ke-Indonesia-an, pola kepemimpinan
dapat mengikuti tiga kalimat yang sudah lazim kita ketahui sebagai Sistem

Among yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin harus

bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun dan membimbing

asuhannya: Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri
handayani.13

Selepas program LDK, OSSDIA melaksanakan beberapa kegiatan
lanjutan antara lain:

1. Penyelenggaraan Seminar bertopik “Gapai Cita-Cita Bareng Yuk”, tujuan
kegiatan merupakan ajang pembelajaran penyelenggaraan seminar
dimana anggota OSSDIA sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana
program.

2. Homestay di rumah penduduk asli desa Cibeling Sukabumi-Jawa Barat,
disini angggota OSSDIA membaur hidup dan tingggal bersama
masyarakat pedesaan, guna membekali diri menghadapi dunia nyata.

3. OSSDIA Peduli Korban Banjir, merupakan kegiatan pengobatan gratis
pasca banjir di wilayah Kebayoran Baru Jakarta melibatkan enam relawan
dokter serta relawan anggota OSSDIA yang berperan sebagai penerima
pasien, penerima resep serta penyedia dan penyalur obat-obatan.

Sesungguhnya, bahwa semua hal tersebut telah terinspirasi oleh
metode Pendidikan Kepramukaani4, dalam bentuk yang lebih luwes,
sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan OSSDIA selalu diusahakan
dalam bentuk permainan yang menarik dan dilakukan luar ruang. Strategi ini
sejalan dengan anjuran Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden Powell, yakni :

“...kami memberikan sebuah sistem permainan dan praktik-

praktik yang memenuhi keinginan naluri mereka, dan pada saat

yang sama bersifat mendidik. ... ia memberikan kesehatan fisik

dan pertumbuhan, ini mengajarkan energi, pemanfaatan

sumberdaya, keterampilan tangan; ia memberikan anak-anak
disiplin, keberanian, ke-ksatria-an, di tengah patriotisme;
dalam kata lain, ia membangun karakter,yang mana lebih

13 Mayjen (Purn) Soedarsono, Kepemimpinan Gerakan Pramuka, (Jakarta: Mutiara,
1980), him. 87.

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Bab 111, Pasal
7 (3): Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud ayat (2) diwujudkan melaui
interaksi: pengamalan kode kehormatan pramuka; kegiatan belajar sambil melakukan; kegiatan
yang berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi; kegiatan yang menantang; kegiatan di alam
terbuka; kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan; penghargaan
berupa tanda kecakapan; dan aturan terpisah antara putra dan putri.
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penting daripada apapun lainnya yang diperlukan bagi seorang

anak dalam hidupnya.15”

Untuk pencapaian maksud dan tujuan OSSDIA dibangun organisasi
melibatkan unsur guru, anggota OSSDIA dan orang tua/wali anggota, dengan
kekuasaan tertinggi terletak pada Musyawarah OSSDIA yang dilakukan setiap
tahun satu kali.

Struktur Organisasi OSSDIA
Musyawarah
DSSDIA
Majelis Pembimbing OSSDIA
(MAEBI) OS5DIA
—Pimpinan Sekolah —Pembi
—BP-3 ( _______________ ) empoina
—Orangtua / Wali Anggota —pengurus
OSsDIA e
Keterangan: ————>  garis perwakilan
€ - ———>  gars konsultasi

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan OSSDIA, akhirnya
bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh masyarakat mengenai kepuasan
yang dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana masyarakat
menyatakan hasil perbandingan atas Kinerja produk/jasa yang diterima dan
yang diharapkan. Kepuasan masyarakat yang terdiri dari orang tua
murid/anggota OSSDIA, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan
lainnya. Dikonkritkan dengan pemahaman lanjutan dimana OSSDIA
membantu meningkatkan pembelajaran sekolah sehingga mencetak murid-
murid dengan kombinasi keunggggulan keimanan, keunggulan keilmuan, serta
keunggulan amalan. Diharapkan OSSDIA dapat mewujudkan cita-cita agar
anak-anak kita menjadi anak-anak yang tanggap atas tantangan globalisasi
yang ditandai dengan penuhnya ketidakpastian (turbulent).

V. KESIMPULAN
Penerus bangsa dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang
penuh ketidakpastian. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah

15 Lord Baden-Powell of Gilwell, loc.cit, Explanation of Scouting “....we supply a
system of games and practices which meets their disires and instincs, and at the same time
educative....it gives physical health and development, it teaches energy, resourcefulness,
handicrafts; it puts into lad discipline, pluck, chivalry, amid patriotism; in a word, it develops
“character”, which is more essential than anything else to a lad for taking his way of life.”
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menanamkan dasar keimanan dan ketakwaan mulai dari kanak-kanak melalui
pembiasaan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan
merupakan hak dari setiap warga negara di Indonesia sebagaimana
diamanatkan oleh konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan. Setiap warga negara juga wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah  wajib membiayainya. Pendidikan nasional  berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu konsep
yang dapat diimplementasikan pada sistem pendidikan. OSIS memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari tentang organisasi, ilmu
pengelolaan (manajemen) dan ilmu kepemimpinan. Organisasi Siswa-Siswi
Sekolah Dasar Islam Al-lkhlas Cipete-Jakarta Selatan disingkat OSSDIA,
merupakan suatu organisasi sekolah dasar yang berupaya menjawab tantangan
tersebut dengan membentuk OSIS khas, OSSDIA beranggotakan murid-murid
kelas tiga hingga enam. Bentuk kegiatan OSSDIA menitikberatkan pada
keterlibatan aktif anggota, kegiatan diawali dengan mendidik serta melatih
calon pemimpin OSSDIA.

Pendidikan dan pelatihan calon pimpinan OSSDIA diselenggarakan
dalam program Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), dilengkapi dengan buku
panduan “Alix’s Leadership Camp”. Dengan adanya LDK diharapkan
angggota OSSDIA dapat mengubah diri (metamorfosis) dari seorang Pengikut
Belaka menjadi Pemimpin Tangggung dan akhirnya menjadi Pemimpin Utama
(sesuai konsep dalam Leadership Metamorfosis). Selepas program LDK,
OSSDIA melaksanakan kegiatan lanjutan berupa seminar, homestay, dan
pengabdian masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut terinspirasi dari metode
pendidikan  kepramukaan. Keberadaan OSSDIA diharapkan dapat
mewujudkan cita-cita orangtua untuk membentuk anak yang tanggap atas
tantangan arus globalisasi yang tengah terjadi sekarang dalam sistem
pendidikan nasional yang ada di Indonesia.
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Abstrak

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk
memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam mewujudkan tujuannya, PBB
memiliki badan-badan khusus yang memiliki fokus pada bidang-bidang tertentu. International
Labour Organization merupakan badan khusus PBB yang memiliki fokus di bidang
ketenagakerjaan. Salah satu isu yang ditangani oleh International Labour Organization adalah
terdapat bentuk penyimpangan batas usia minimum untuk bekerja di beberapa negara. Sebagai
Organisasi Internasional, International Labour Organization memiliki tiga fungsi diantaranya
fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Tulisan ini akan membahas mengenai
implementasi fungsi legislatif oleh International Labour Organization dalam menangani bentuk
penyimpangan batas usia minimum untuk bekerja di beberapa negara. International Labour
Organization mengadakan pertemuan dan menghasilkan konvensi International Labour
Organization ke-138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO
Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) untuk menangani isu pekerja di bawah
usia. Konvensi tersebut merupakan bentuk implementasi dari fungsi legislatif bagi International
Labour Organization.

Kata kunci: International Labour Organization, Fungsi Legislatif, Batas Usia Minimum.

I. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB termasuk dalam salah satu
organisasi internasional yang didirikan oleh pemerintah-pemerintah yakni
Intergovernmental Organization (IGO).1